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ABSTRAK

Nama : MUH. MUZAKKI ISMAIL
Program Studi : Magister Hukum
Judul : Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Baican

Kesalahan Berat Yang Diatur Dalam Perjanjian &erj
Bersama ( Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung)

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanyandi®esan Hubungan
Kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh dengan alasaal&kan berat yang diatur
dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sementaralitlain pihak ketentuan
PHK terhadap pekerja/buruh dengan alasan kesalakasm dalam Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaaah tdinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamatstinisi RI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetalpeitama kedudukan
PKB dalam penyelesaian PHkKedua keabsahan PHK yang dilakukan oleh
perusahaan dan/atau pengadilan berdasarkan kesdlahat yang diatur dalam
PKB sebelum kesalahan berat tersebut mendapatkdnsgou final dari
pengadilan. Tujuan yanketiga adalah untuk mengetahui kesalahan berat yang
diatur dalam PKB diluar kesalahan berat sebagainthatar dalam pasal 158
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 apakah dapat dgadikasar untuk
melakukan PHK.

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitiandig normatif,
dengan menekankan pada penggunaan data sekundehaBiapenelitian dapat
disimpulkan bahwapertama kedudukan PKB berada di bawah peraturan
perundang-undangan. PKB merupakan suatu bentuknper, oleh karena itu
terhadapnya berlaku syarat-syarat sahnya perjasggerti diatur dalam Pasal
1320 KUHPerdata dan syarat-syarat khusus lainnyg yiatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perburuhéetdua, kesalahan berat hanya dapat
dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan Pafiapila terhadapnya telah
ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan higtam Terhadap PHK atas
dasar kesalahan berat yang diatur dalam PKB, smabatla putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap tentang kesalahart bensebut, maka PHK
tersebut adalah tidak sah secara hukKeiiga, kesalahan berat yang diatur di
dalam PKB di luar kesalahan berat sebagaimanardiatam pasal 158 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjatak tdapat dijadikan
sebagai dasar hukum untuk PHK sebelum terhadapdggpatusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bapekerja yang
bersangkutan benar melakukan kesalahan berat.

Kata — kata kunci : PHK atas dasar kesalahan jeeganjian Kerja Bersama
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ABSTRAC

VALIDITY OF THE LAYOFF ON THE BASISOF THE SERIOUS
MISTAKES SET FORTH IN THE COLLECTIVE LABOR AGREEMENT
(THE STUDY OF THE SUPREME COURT DECI SION)

The background of this research is the Termination of Employment to the worker
with seious mistakes set forth in Colective Labour Agreement/Perjanjian Kerja
Bersama (CLA/PKB). Meanwhile, on the other hand, the provisions laid off by
reason of serious mistakes in the Act No.13 of 2003 on Employment has been
found not to have binding legal force by the Constitutional Court (Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia).

The purpose of this study was to determine, first position in the completion of
layoffs CLA/PKB, both the validity of layoffs by companies and / or trial based on
the serious mistakes set out in the CLA/PKB before serious mistakes are getting
the final decision of the court. The third goal is to investigate major offenses set
forth in the Agreement beyond the major offenses under Article 158 of Law No.13
of 2003 if it can be used as the basis for layoffs.

Writing this thesis using the method of juridical normative research, with
emphasis on the use of secondary data. From the research results can be
concluded that the first position of CLA/PKB under the legislation. Then, because
CLA/PKB is an agreement, then apply to it the terms of the agreement |egitimate
under Article 1320 Civil Code are also other special conditions provided for in
legislation in the field of labor. Second, serious mistake can only be used as a
legal basis to do layoffs, if there has been a court decision against him that have
been legally binding. Against layoffs by the company and or the Court on the
basis of a major offense as set forth in the Agreement, before any court ruling
which legally binding on the serious mistakes, then the layoff is not legally valid.
Third, major offenses set forth in the Agreement beyond the major offenses as
stipulated in article 158 of Law No. 13 Year 2003 on Labour can not serve as
legal basis for termination before any court ruling against a binding judgment
which ruled that the workers concerned is committing a major offense.

Key words : layoffs on the basis of serious mistakes, Collective Labour Agreemnet
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa peKeujaih sebagai
stakeholders dari suatu perusahaan merupakan salah satu iodikging
menentukan maju mundurnya perusaladbleh sebab itu, semakin baik
hubungan industrial dalam suatu perusahaan, makan aemakin besar
kemungkinan majunya perusahaan yang bersangkuBagitu juga sebaliknya,
semakin tidak harmonisnya hubungan industrial dasagitu perusahaan, maka
kemungkinan untuk majunya perusahaan tersebutssmakin rendah.

Lebih jauh lagi, dalam era globalisasi ini, buruherupakan salah satu
indikator pembangunan ekonomi suatu negara. Depgékataan lain, pada era
persaingan yang ketat ini, suatu negara harus mamgnekan upah serendah
mungkin, agar minat para investor untuk berinvesgagda negara yang
bersangkutan semakin tinggi.

Jadi, semakin rendah upah pekerja/buruh pada swemjara, maka akan
semakin tinggi tingkat Iinvestasi negara yang baysaian. Begitu juga
sebaliknya, apabila upah pekerja/buruh pada ndgesabut tinggi, maka tingkat
investasi pada negara yang bersangkutan akan semealdah. Suatu hal yang
logis dan wajar secara ekonomis, apabila seoramgsior atau pelaku usaha
memilih negara yang upah pekerja/buruhnya palingdak, karena hal ini
tentunya akan mengurangi biaya produkest) mereka.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa eraafjgdsi di satu sisi
memberikan dampak positip khususnya bagi duniaajsedrena mereka dapat
memperoleh pekerja/buruh dengan upah terendah.adeadi jelas berimplikasi

pada pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkhteugénya dan dunia pada

! Aruan, “Pelaksanaa@®utsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan
Permasalahannya”. Informasi Hukum Vol. 3. Tahun 0Direktorat Penyelesaian Hubungan
Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transimigrepublik Indonesia. Hal. 1

2 Aruan, “Kebijakan Pembinaan Hubungan Industridittp://www.nakertrans.go.id,
Diakses, 23 Januari 2011.

1 Universitas Indonesia
Keabsahan keputusan..., Muh. Muzakki Ismail, FH Ul, 2012.



umumnya. Dikatakan demikian, karena dengan priperpaingan yanfgir dalam
era ini, sangat memungkinkan suatu perusahaanpataberi kerja mendapatkan
pekerja/buruh dengan upah yang rendah. Upah péiengn yang rendah jelas
berdampak pada nilai produksi yang rendah pulad&aa ini, pada akhirnya jelas
akan menguntungkan konsumen, karena mereka akadapegkan harga atas
barang dan jasa sebagai hasil dari proses produksil perusahaan dengan harga
yang lebih kompetitif.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa era persaipgag ketat ini secara
langsung berdampak pada penekanan upah buruh. #eada jelas akan
merugikan kaum pekerja/buruh. Hal ini dikarenakssngkanan upah buruh
tersebut, akan berdampak langsung pada kesejantee@ka. Dengan perkataan
lain, semakin rendah upah yang mereka terima, ragka semakin rendah pula
tingkat kesejahteraan buruh yang bersangkutantiB@gia sebaliknya, terlebih-
lebih kepada buruh yang hanya menggantungkan patadapya dan
penghidupannya pada upah atau gaji dimana ia laeker|

Dengan melihat begitu pentingnya peranan pekenjafbbaik terhadap
suatu perusahaan maupun pembangunan nasional, skiyasyertumbuhan
ekonomi dan investasi, sudah seharusnya hal-hadjeman buruh ini diperhatikan
atau dikelola dengan baik. Hal ini ditujukan agandsi dan tujuan buruh
sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 dan penjej@sbindang-Undang No.
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat tértapa

Indonesia sebagai negara yang berfalsafahkan Riancks Undang-
Undang Dasar 1945, semestinya segala sesuatu nagngengaturan dan
kebijakan di bidang hukum perburuhan harus berlskata pada falsafah dan
dasar dari negara tersebut. Nilai yang terkanduslgnd Pancasila khususnya
mengenai perburuhan dinyatakan bahwa, hubungarstmaluharus didasarkan

pada prinsip gotong royong, kerja sama dan primsipyawarah untuk mufakat.

% Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenajgakerPasal 4 dan
Penjelasannya.

4 Sutanto, “Manajemen Hubungan Industrial di IndéafesKelembagaan Hubungan
Industrial Kemenakertrans, Republik Indonesia. 2003
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Dari nilai-nilai tersebut, semestinya nilai yangnynai setiap kebijakan
dan keputusan pemerintah maupun pengusaha hardashsgtan pada prinsip
gotong royong, kerjasama dan musyawarah untuk ratféfpa yang disebutkan
di atas, sejalan dengan bunyi pasal 2 Undang-UnNand3 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwgembangunan ketenagakerjaan
berlandaskan pancasila dan Undang-Undang DasarrdNé&gpublik Indonesia
Tahun 1945,

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi nedalam pasal 31
undang-undang yang bersangkutan, dinyatakan balomseR perekonomian
Indonesia adalah berlandaskan prinsip demokrRsimokrasi dalam pengertian
yang dimaksudkan adalah dalam menciptakan hubumghrstrial seharusnya
kedudukan semua pihak adalah sejajar bukan sulasidin

Oleh sebab itu, sekalipun pekerja/buruh berada ppdsisi yang
memerlukan pekerjaan atau posisi rendah yaitu pekega, bukan berarti pihak
pemberi kerja maupun perusahaan dapat bertindaknggentukan sikap secara
sewenang-wenang, melainkan saling mengahargai @éaghormati. Begitu juga
dengan pemerintah sebagai regulator dan fasiljtatodah seharusnya dalam
setiap menentukan kebijakan semestinya senantiasgaou pada kedua dasar
negara tersebut. Hal Ini, senada dengan pendapadi RMuchtar yang
disampaikan pada Loka Karya Pelaksan@anmsourcing dan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) dan Permasalahanfiya.

Pencangkokan nilai-nilai yang terkandung di dalaamdasila dan UUD
1945 tersebut di atas, diharapkan dapat mencajpaintalari hubungan industrial

itu sendiri yaitu:

® Aloysius Uwiyono mengatakan bahwa Undang-Undang Mo Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan mengandung banyak permasalahaainyis masalah inkonsistensi antara pasal
yang satu dengan pasal yang lain sehingga meniabuketidakpastian hukum. Aloysius
Uwiyono, “Refleksi Masalah Hukum Perburuhan Tah00%2dan Tren Hukum Perburuhan Tahun
2006". http://www.ui.ac.id/indonesia/main.php?hEnlanuari 2006.

® Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagesierPasal 2.
" Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31.
8 Rusdi Mukhtar, “Peran Pemerintah Dalam Penyelaes@@rselisihan Hubungan

Industrial. Jakarta”. Disampaikan Pada Loka Karyantding Pelaksanaa®utsourcing dan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), 2006.
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Menciptakan ketenangan atau ketentraman kerja lsetigaangan usaha.
Meningkatkan produksi, dan
Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajasgguai dengan

martabat manusia.

Di dalam pasal 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003tahg

Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa, tujuan dari pegwean ketenagakerjaan

meliputi?®

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerjaaseptimal dan
manusiawi.

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan pemryetbaaga kerja
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasandbdrah.

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalaewujudkan
kesejahteraan, dan

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan kelogeg

Pemerintah dalam usahanya untuk mewujudkan hubungaistrial yang

kondusif telah melakukan beberapa hal antara'fain:

1.

Meratifikasi delapan Konvensinternational Labour Organitation
(ILO).

Menyempurnakan beberapa peraturan perundang-undasighidang
hubungan industrial yang mengacu kepada keadaamasek dan akan
datang.

Mengembangkan kelembagaan hubungan industrial.
Meningkatkan kesejahteraan antara lain, menyusiunjakan Upah
Minimum Pusat (UMP), perumahan buruh dan kemungkimemilikan
saham perusahaan oleh pekerja/buruh.

Menyusun regulasi di bidang Serikat Pekerja/Bur@P/B) untuk
terjaminnya kebebasan berserikat, dan

Mengatasi gejolak hubungan industrial secara cepdf,dan konsisten

° Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagesierPasal 4.

19 A Aswin Madijid, Undang-Undang No. 21 Tahun 20G¢hing Serikat Pekerja/Buruh

dan Kepmenakertrans No. Kep. 16/Men/2001.
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Khusus dalam penyelesaian perselisinan di bidadgsinial pemerintah
pada tanggal 16 Desember 2004, telah mengundarigkédang-Undang No. 2
Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Habulmglustrial (selanjutnya
ditulis UU-PPHI)!* Undang-undang No. 2 Tahun 2004 sebagai amanapasai
171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyebutkamgséberikut:”

Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungana k&npa

penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungdastrial yang

berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1581gydRasal 160
ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yangpbhgkutan tidak dapat
menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, matexjadburuh dapat
mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian péraalisubungan

industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahejals tanggal dilakukan
pemutusan hubungan kerjanya.

Lahirnya peradilan hubungan industrial ini yangntkaatkan oleh pasal
171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mencabut Untdemigng No. 2 Tahun
1957 Tentang Penyelesaian Perburuhan dan UndangAgmndo. 12 Tahun 1964
Tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaantétidak berlaku lagi®
Sementara itu peraturan-peraturan pelaksanaan kitua undang-undang
tersebut di atas, dinyatakan tetap berlaku sepgnjaiak bertentangan dengan
undang-undang PPHf.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa sejakd#ingkannya Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI, maka prosegatesaian perselisihan
hubungan industrial khususnya mengenai pemutusdunigan kerja dapat
diselesaikan melalui peradilan industrial. Padagipinya baik pengusaha/majikan
atau pemberi kerja maupun pekerja/burunh sama-saemginginkan terciptanya
hubungan industrial yang baik dan harmonis. Olddalsatu, para pelaku utama

1 Aloysius Uwiyono mengatakan bahwa Undang-Undang Ndahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mas#imgandung banyak kelemahan yang
mengakibatkan proses penyelesaian perselisiharstimalumenjadi lama dan mahabp. Cit.
Aloysius Uwiyono.

'21ndonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaierPasal 171.
13 Dyah Lestari Pitaloka, “Menyongsong Lahirnya Patian Hubungan Industrial”.

http://www.pemantauperadilan.com. Diakses, 7 Jaradrl
bid.
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hubungan industrial ini semestinya harus sama-samapu secara cerdas
menganalisis dan menyikapi perkembangan politilsiado ekonomi, teknologi

dan informasi dan perkembangan hubungan internalsi@ang berdimensi pada
perkembangan hubungan industrial demi terciptangadisi yang kondusif

diantara mereka.

Secara umum, faktor yang mempengaruhi baik tidakhydungan
industrial terbagi dalam dua faktor yaitu faktotemmal dan eksternal. Faktor
internal yang dimaksud dalam penciptaan hubungdustnial yang baik dalam
hal ini adalah pihak pekerja/buruh, pengusaha/pembesrja, Serikat
Buruh/Serikat Pekerja. Sedangkan faktor eksteraafjydimaksudkan antara lain
pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) darsé&bagainya.

Melihat kompleksitas persoalan dan banyaknya pyaaig terkait dalam
hubungan industrial ini, tidak mengherankan kalatspalan buruh ini dari waktu
ke waktu menjadi perhatian publik. Secara umum ofakpenyebab utama
terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh depgagusaha atau pemberi kerja
adalah adanya perbedaan kepentingeonflict of interest) diantara masing-
masing pihak.

Pihak pengusaha menginginkan keuntungan yang maksiemgan biaya
yang serendah mungkin dan adanya jaminan atas gstlagan serta
perkembangan usahanya. Sementara itu, pihak pdkega menginginkan
peningkatan kesejahteraan dengan cara memperjuanpk&-hak mereka.
Perbedaan kepentingan inilah yang sering menjadiique timbulnya konflik
diantara pelaku hubungan industrial tersebut, yatapat berakhir pada
pemberhentian (PHK) pekerja/buruh yang bersangkutan

Suatu perselisihan industrial yang berakibat paeaytusan hubungan
kerja, merupakan hal yang sangat merugikan keduah bgihak khususnya
pekerja/buruh yang di PHK. Dikatakan demikian, karedengan di-PHK-nya
pekerja/buruh yang bersangkutan, hal ini akan Imepd& langsung pada
penghidupannya juga keluarganya lebih-lebih apalpkkerja/buruh yang
bersangkutan hanya menggantungkan penghidupanmnyapad yang dia terima
dari perusahaan tempat ia bekerja sebelum di PHsamBya dampak yang

ditimbulkan oleh PHK ini, maka pada prinsipnya @etpengusaha, pekerja/buruh,
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serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengagala upaya harus
menghindari terjadinya PHI.

Namum apabila segala upaya telah dilakukan, tePaqiK tidak dapat
dihindari, maka maksud PHK tersebut wajib dirun#teny oleh pengusaha dan
serikat pekerja / pekerja. Dalam hal perundingdaktiterdapat persetujuan maka
PHK yang dilakukan oleh pengusaha hanya dapatukiak setelah mendapat
penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihbanigan Industrial. PHK
yang dilakukan oleh pengusaha ini dapat disebalilexbagai macam alasan
seperti pengunduran diri, mangkir, perubahan stgelisahaan, perusahaan
tutup, perusahaan pailit, pekerja meninggal, pekegnsiun atau karena pekerja
melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dpémal 158 ayat (1) UU
No.13 Tahun 200%°

Dalam kaitannya dengan PHK atas kesalahan berditkdn@ah Konstitusi
Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober 20@hteiengeluarkan putusannya
terhadap perkara Nomor: 012/PUU-1/2003 Tentang &eoman Pengujian
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenajgakerDalam putusan ini
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia salah ssumgmbatalkan pasal 158
yang mengatur tentang kesalahan berat sebaganalasay dapat digunakan oleh
pengusaha untuk melakukan PHK karena dinilai telalanggar asas praduga tak
bersalah.Mahkamah Konstitusi melalui pertimbangannya menP&K yang
dilakukan oleh pengusaha dengan alasan kesalamandaklah dilakukan tanpa
due process of law melalui putusan pengadilan yang independen danrsigha
melainkan cukup hanya dengan keputusan pengusalgadydukung oleh bukti-
bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menuokum acara yang berlaR.

Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Merfenaga Kerja dan
Transmigrasi mengeluaran Surat Edaran (SE Menakgrtdo.SE-13/MEN/SJ-

!> Marsen Sinaga, “PHK dan Perlindungan Negara Atals Kerja, Tinjauan Kritis Atas
Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan urgaln Industrial  (PPHI)”.
http://www.pemantauperadilan.com. Diakses, 7 Okt@0d 1.

' Farianto & Darmanto Mimpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukum” (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
2010), hal. 263

" Mahkamah Konstitusi, Putusan No.: 012/PUU-1/20@8tang Permohonan Penguijian
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenajgaer
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HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Aa& Uji Materil Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjadmadap Undang—Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatdda@mva, pasal 158
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagaertidak berlaku
sepanjang belum ada putusan pengadilan pidana tetadg berkekuatan hukum
tetap terhadap kesalahan berat yang akan dijadiaaar hukum PHE® Dengan
kata lain bahwa kesalahan berat yang terdapat dadéeal 158 Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adaldékheatau dapat dijadikan
dasar untuk mem-PHK seorang pekerja/buruh apabkilaatdlapnya telah ada
putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap daggodan dalam daerah
hukum yang bersangkutan.

Sepintas lalu adanya putusan Mahkamah KonstitaisiSE Menakertras
ini tidaklah ada masalah. Dengan perkataan laihwhaseorang pekerja/buruh
dapat di PHK dengan alasan melakukan kesalahahdyahila terhadapnya telah
ada putusan pidana dari pengadilan yang berkekiatenn tetap. Permasalahan
timbul apabila PHK dilakukan oleh pemberi kerja @aau Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI) mendahului atau tanpa putusan qadgang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan umum. Permasalahamylajnapakah kesalahan
berat yang diatur dalam PKB, di luar kesalahan tbgasmg sudah ditentukan
secara limitatif dalam Pasal 158 Undang-Undang INd.Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah dibatalkan oletihk&nah Konstitusi
terhadapnya “harus tetap ada” putusan pengaditdanpiyang telah berkekuatan
hukum tetap terlebih dahulu agar kesalahan bersgliat dapat dijadikan sebagai
dasar PHK atau bagaimana seharusnya? Kemudianjnzaga dengan jenis
kesalahan berat yang bukan termasuk dalam kategdak pidana? Ringkasnya,
akan menjadi permasalahan hukum baik tentang jkesmlahan berat yang
dimaksud maupun keabsahan dari PHK vyang dilakukdeh osuatu
perusahaan/pemberi kerja dan atau PHI terhadapragpekerja/buruhnya yang

didasarkan pada kesalahan berat yang tidak termasak di luar kategori

'8 Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi melaluiaswdarannya (SE) Nomor: SE-
13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah KdustiAtas Hak Uji Materil Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjadmtiap Undang —Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.
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kesalahan berat sebagaimana ditentukan dalam JE8alndang-Undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, seperti yatgrdialam PKB.

Dari gambaran umum tentang kesalahan berat yastgrdialam PKB
sebagai dasar PHK di atas, terlihat jelas adanyagsalahan hukum yang
terhadapnya perlu pengkajian secara dalam khususryaspek hukum. Masalah
dimaksud antara lain; kedudukan hukum PKB dalamygesaian PHK,
keabsahan PHK berdasarkan kesalahan berat yangr dlatam PKB yang
terhadapnya belum ada putusan pengadilan yangkuateen hukum tetap dan
terakhir adalah sah tidaknya PHK berdasarkan Keaalherat yang di atur dalam
PKB di luar kesalahan berat sebagaimana disebutkéam pasal 158 Undang-
Undangan No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerzamgan demikian, tesis
saya ini diberi judul “Keabsahan Pemutusan Hubunéamja Berdasarkan
Kesalahan Berat Yang Diatur Dalam Perjanjian K&g@asama, (Studi Putusan
Mahkamah Agung)”.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, paling tidak ada t@ek permasalahan yang
menarik dan penting untuk dijadikan fokus pembahagalam penulisan dan

penelitian dalam tesis ini yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum PKB dalam penyelegditi ditinjau
dari hukum perjanjian dan peraturan perundang-uyetz®

2. Bagaimanakah keabsahan PHK yang dilakukan olehaodag dan atau
perusahaan berdasarkan kesalahan berat yang dedtum PKB sebelum
kesalahan berat tersebut mendapatkan putusanfyzadglari pengadilan?

3. Apakah kesalahan berat yang diatur di dalam PKBati kesalahan berat
sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undand 3N®ahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan dapat dijadikan sebagsardaukum untuk
PHK?
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang diharapkan dalamelpj@n dan
penulisan tesis ini dibagi kedalam dua bagian.taRex, agar penulis mengetahui
secara lebih dalam dan detail tentang PKB khusudagguga untuk mengetahui
tentang hukum perburuhan pada umumnya. Kedua, #asilpenelitian ini juga
diharapkan memberikan pengetahuan kepada penulisukhya mengenai
kedudukan hukum PKB dalam PHK serta keabsahan Pait§ gilakukan oleh
pengadilan atau perusahaan berdasarkan kesalaratnyaeg diatur dalam PKB
sebelum kesalahan berat tersebut mendapatkan putyaag final dari
pengadilan. Ketiga adalah untuk mengetahui sah &tlaknya PHK yang
didasarkan pada kesalahan berat yang diatur dind@kB di luar kesalahan berat
sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undan@3\bahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dapat dijadikan sebagai dasar hukdmk PHK.

1.4. Keadian Pendlitian

Dalam penelusuran yang telah penulis lakukan padauptakaan Fakultas
Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesm Waversitas Gadjah
Mada, penulis belum menemukan tesis atau tuliaanyang telah membahas
atau menulis apa yang hendak penulis tulis ini. l@rasan tentang kesalahan
berat yang diatur dalam PKB sebagai alasan untuk B#um pernah ditulis baik
dalam bentuk tesis, skripsi dan atau disertasipAddesis yang sudah ditulis oleh
salah satu mahasiswa Program Pascasarjana Uragelrsitonesia adalah tentang
pelaksanaan PHK pasca putusan MK No.: 012/PUU-Ba@htang Permohonan
Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentaigriagakerjaan.

Dengan demikian, penulis dapat memastikan bahwakpolasalah yang
hendak dibahas dan diteliti dalam bentuk tesi®@hiim pernah ditulis oleh orang
lain sebelumnya. Kalaupun ada, pokok masalah atausfpembahasan dan juga
penelitian antara tulisan yang sudah ada dengammmerpenulisan tesis ini adalah
berbeda. Oleh sebab itu, keaslian penelitian daiesis ini dapat dikatakan

terjamin.
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1.5. Tinjauan Pustaka

Untuk memudahkan penulis dalam merampungkan pemulissis ini,
maka penulisan akan melakukan tinjauan pustakgadan pustaka dilakukan
dengan cara mencari bahan-bahan yang terkait detggak tesis ini pada
beberapa perpustakaan seperti Perpustakaan FakHitksim Universitas
Indonesia, Perpustakaan Fakultas Hukum UniversBadjah Mada dan lain-

lainnya serata melaluesearch di internet.

1.6. Kerangka Teori

Dalam mengkaji, menelaah dan menganalisa pokok lateskalam tesis
ini, sudah barang tentu diperlukan suatu kerangka yang diharapkan mampu
memecahkan atau memberikan solusi terhadap magatehakan diteliti. Oleh
sebab itu, penulis dalam mengkaji dan menganaksmasalahan yang hendak
diteliti akan menggunakan suatu teori yang dianggabevan dengan
permasalahan yang hendak dibahas.

Adapun kerangka teori yang hendak dipakai dalamulEam tesis ini
adalah teori kebebasan berkontrak dan prinsip f@@ mengikat sebagaimana
terdapat dalam hukum perjanjian. Teori ini dipisehubungan dengan topik
permasalahan yang menjadi konsen dalam penulisanpéeaelitian ini adalah
perjanjian secara umum dan PKB secara khusus. €2leab itu, sangat relevan
apabila teori tersebut yang akan dipakai dalam Igzruini.

Perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1313Pi€tilata adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lenigikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebtfiPengertian perjanjian yang diberikan oleh pasaB13
KUHPerdata ini, menurut Mariam Darus Badrulzamaalau tidak lengkap dan
terlalu luas, tidak lengkap karena dalam defiresse¢but yang dirumuskan hanya

mengenai perjanjian sepihak saja, terlalu luasreardapat mencakup hal-hal

9 Indonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book), Cet ke-28. diterjemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaPéa, 1996), pasal. 1313.
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mengenai janji kawin, yaitu perbuatan didalam l@g@enhukum keluarga yang
menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatrkarena dikuasai oleh
ketentuan-ketentuan tersendiri, sehingga bukulkeUHPerdata secara langsung
tidak berlaku terhadapnya juga mencakup perbuaglawan hukum, sedang di
dalam perbuatan melawan hukum tidak ada unsur tpgrag®. Sedangkan

menurut Subekti perjanjian merupakan bentuk konkidi pada perikatan

sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dajanjan yang dapat

diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara itha&,p/ang isinya adalah hak
dan kewajiban : suatu hak untuk menuntut sesuatu disebelah lain suatu
kewajiban untuk memenuhi tuntutan terseut.

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, bahwa syaredtsgahnya suatu
perjanjian dikelompokan ke dalam dua kelompok yagsyarat subyektif dan
syarat obyektif? Syarat subyektif yaitu syarat yang menyangkutategtpara
pihak sedangkan syarat obyektif adalah syarat yagrgyangkut obyek perjanjian.
Syarat obyektif dibagi dua yaitu persetujuan gminak dan kecakapan para pihak
dalam melakukan perbuatan hukum sedangkan syargthgxsifat obyektif yaitu
mengenai suatu hal tertentu dan suatu kausa ydalg ha

Adanya pengelompokan syarat dari perjanjian yangapat dalam pasal
1320 KUHPerdata tersebut di atas lebih ditujukgmekia akibat hukum dari suatu
perjanjian, dimana apabila syarat subyektif dalaatis perjanjian tidak terpenuhi
maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangipabila yang tidak
terpenuhi dalam suatu perjanjian adalah syaratkiibymaka akibat hukumnya
adalah perjanjian tersebut batal demi hukaail @nd void).

Syarat perjanjian tersebut apabila dihubungkan aengsas kebebasan
berkontrak pacta sun servanda) sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 yang

berbunyi sebagai berikut “Semua perjanjian yarghtelibuat secara sah mengikat

% Mariam Darus Badrulzaman, “Kerangka Dasar HukumjaRpan (kontrak),” Seri
Dasar Hukum Ekonomi. Editor Peter Mahmud Marzuldaraita Prananingtyas dan Ningrum
Natasya Sirait, (Januari: Proyek Elips, 1998), hdl.

2L R. Subekti,Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Cet. ke-4, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1992), hal.2.

2 Indonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book), Cet ke-28. diterjemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaPéa, 1996), pasal. 1320.
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para pihak sebagai undang-undafiyOleh sebab itu, suatu perjanjian yang telah
dibuat secara sah dalam arti telah memenuhi sggeatt sebagaimana terdapat
dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebut di atas, npekgnjian tersebut sah
secara hukum. Dengan demikian, perjanjian terseimrupakan suatu undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pengeaniigpara pihak terikat,
harus tunduk serta wajib untuk bertindak dan baegs#esuai dengan isi perjanjian
tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan fim@n mengikat dalam hukum perjanjian
adalah suatu perjanjian yang telah dibuat secadna(s@menuhi syarat-syarat
sahnya suatu perjanjian), maka pada saat yangnh@asatelah secara sah secara
hukum terjadinya perjanjian dan dalam waktu yangsdi@aan pula para pihak
terikat akan perjanjian tersebitDengan perkataan lain, terhadap segala sesuatu
tentang perjanjian baik mengenai perubahan dan g@taibnya harus didasarkan
pada kesepakatan kedua belah pihak fdga.

Dari uraian singkat di atas, tentang hukum peranapabila dihubungkan
dengan pokok permasalahan yang hendak dibahas gelamisan tesis ini adalah
amat relevan. Oleh sebab itu, teori kebebasan bedio dan asas final dan
mengikat inilah yang akan dijadikan teori dalam rbahas serta menganalisa
permasalahan-permasalahan yang ada dalam tesis ini.

1.7. Kerang Konseps

Untuk menghindarkan perbedaan penafsiran dan gadaigertian serta
untuk mempermudah penulisan tesis ini, penulis negikdn pengertian
operasional tentang beberapa istilah yang dipakdand penulisan tesis ini.
Adapun beberapa definisi tersebut berikut ini ddal@finisi operasional dari

istilah-istilah tersebut:

% Indonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book), Cet ke-28. diteriemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaaPéa, 1996), Pasal 1338.

24 Konsensual artinya perjanjian itu terjadi (adajlssaat tercapainya kata sepakat antara
pihak-pihak, Abdulkadir Muhammaéiukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990),
hal. 85.

2 |bid. Hal. 36
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1. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubukgga karena
suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirrgla dan kewajiban
antara pekerja/buruh dan pengus&ha.

2. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaandgpat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dbangg pengusaha
dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikatilb karena adanya
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentjngpearselisinan
pemutusan hubungan kerja dan perselisihnan antiatgrekerja/serikat
buruh dalam satu perusah&an.

3. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilarsd yang dibentuk
di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang mi&ss mengadili
dan memberi putusan terhadap perselisihan hubundastrial.?®

4. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timodriaatidak dipenuhinya
hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atauspenaterhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, perjarkeng, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bers@ma.

5. Perselisihan kepentingan adalah perselisinan yartgut dalam hubungan
kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat meangembuatan, dan
atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetagébm perjanjian kerja,
atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kegarbe®®

% Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagake Pasal 1
angka (25)

" Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyetes@@selisihan
Hubungan Industrial. Pasal 1 angka (1)

28

Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyeledéaselisihan
Hubungan Industrial. Pasal 1 angka (2)

%9 Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagake Pasal 1
angka (2)

% |ndonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagake Pasal 1
angka (3)
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6. Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbuéna tidak adanya

kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubunga@a kang

dilakukan oleh salah satu pih#k.

7. Pengusaha adalaff :

a.

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukugmyenjalankan
suatu perusahaan milik sendiri.

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukung secara
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan myékilan

orang perseorangan, persekutuan, atau badan hu&og berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimakasiadh huruf a
dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indon&sia.

8. Perusahaan adaldh:

a.

setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tiddik, orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badaikum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan peékeruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain
usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mgangengurus
dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upahirabalan
dalam bentuk lain.

9. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasgydibentuk dari, oleh,

dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupunad perusahaan,

yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrdas, bertanggung jawab

guna memperjuangkan, membela serta melindungi kaakkeépentingan

31 |ndonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagake Pasal 1

angka (4)

%2 Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagake Pasal 1

angka (5)

% Indonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagake Pasal 1

angka (6)

% |ndonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagake Pasal 1

angka (7)
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pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan rjpdkeruh dan
keluarganya?®

10. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerjaatengenerima upah
atau imbalan dalam bentuk I&th.

11.Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilarsi yang dibentuk
di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang endgsa, mengadili
dan memberi putusan terhadap perselisihan hubtndastrial®’

12.PKB vyaitu perjanjian yang merupakan hasil perunaingntara serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pégerjkat buruh yang
tercatat pada instansi yang bertanggung jawabdding ketenagakerjaan
dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atampeikn pengusaha

yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewaliedna belah piha®

1.8. Metode Pendlitian

1.8.1. Jenis Penelitian
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitiandig normatif*®
yakni penelitian yang berpedoman pada norma-nomukarh yang terdapat dalam

perundang-undangan, putusan-putusan pengadilanliseratur-literatur yang ada

% |ndonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenajgake Pasal 1
angka (8)

% |ndonesia, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagake Pasal 1
angka (9)

3" Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyeleda@selisihan
Hubungan Industrial (PPHI) No. 2 Tahun 2004 Pasaidka (1)

% Indonesia, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka (@1)Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KERWEN/IV/2004. Pasal 1 angka (2).

% penelitian hukum normatif adalah suatu penelijang dilakukan dengan memilih
bahan pustaka atau data sekunder. Oleh sebateitelif|an hukum normatif mencakup penelitian
terhadap azas-azas hukum, sitematik hukum, tarakragiisasi vertikal dan horizontal,
perbandingan hukum serta sejarah hukum. Maria SWshag&djono, Metodologi Penelitian Iimu
Hukum. Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum, Progi@ascasarjan Magister Hukum Bisnis
Universitas Gadjah Mada. Jakarta: 2007. Sementaralili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi
mengatakan bahwa metode penelitian normatif adalatode penelitian yang bersifat deskriptif
atau penelitian yang tidak menggunakan angka, rustatsstik maupun matematik. Lili Rasjidi
dan Liza Sonia Rasjidi, Metode Penelitian Hukumh&aMata Kuliah Metode Penelitian Hukum,
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitimbsia.
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seperti; buku-buku, jurnal, makalah, artikel dalis&in ilmiah lainnya yang terkait
dengan pokok pembahasan dalam penulisan tesis ini.

1.8.2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilahd#ata sekundéf.
Data sekunder adalah data yang berasal dari stydiskakaan terdiri dari bahan
hukum primer, berupa peraturan perundang-undangamndbnesia, seperti
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undenggum Perdata
(KUHPerdata), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentdetenagakerjaan,
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyele®aeselisihan Hubungan
Industrial (PPHI), Undang-Undang No. 12 Tahun 19Bghtang Pemutusan
Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, Keputusaneklehénaga Kerja dan
Transimigrasi Republik Indonesia No: Per.16/MENZRIL1 Tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Femiauatan dan
Pendaftaran PKB, dan lain-lain.

Adapun cara yang ditempuh dalam melakukan stugiustakaan ini
adalah dengan mendatangi perpustakaan yang menpékaturan perundangan-
undangan dan putusan-putusan pengadilan tersehatasli yang ada di dalam
negeri seperti perpustakaan Perpustakaan FakultgniHUniversitas Indonesia.
Di samping itu, memanfaatkatebsite-website yang memiliki informasi
berkaitan dengan bahan penulisan kami, seyéxilaw, Social Science Research
Network (SSRN).

1.8.3. Cara Pengolahan Data
Setelah data dalam penelitian ini terkumpul, kerandiata diolah dengan
tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Editing, yaitu melakukan pengecekan data secara telitkumenghindari
kesalahan data yang dikumpulkan.

2. Kilasifikasi, yaitu data yang telah dikumpulkan ketian diklasifikasikan

9 Soerjono Soekanto, membedakan data ke dalam dgianbgaitu data primer dan
sekunder. Data primer yaitu data yang diperolelgdang dari masyarakat sedangkan data
sekunder adalah data yang diperoleh dari bahaalgmistoerjono Soekant®engantar Penelitian
Hukum. Cet. Ke-3. (Jakarta: Ul Press, 1984). Hal. 11-12.
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berdasarkan pokok bahasan masing-masing, pengoiahatilakukan
untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan dat

3. Organising, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diumntk
sesuai dengan pengelompokan, agar tidak terjadilddesn arti sesuai

dalam sistematisasi data.

1.9. AnalisisData

Analisa dilakukan dengan cara mengakaji dan mehelaga menganalisa
bahan-bahan yang ada. Seperti dikatakan di athsysbenetode penelitian yang
digunakan untuk penulisan tesis ini adalah metoglgeltian yuridis normatif,
maka pembahasan dan pengkajian dilakukan dengagam&iisa PKB menurut
norma-norma hukum perjanjian baik menurut hukumtulisr sebagaimana
terdapat dalam peraturan perundang-undangan mdwpwm yang tidak tertulis
seperti kebiasaan dan kepatutan. Dari analisailmdrapkan dapat disimpulkan
apakah kesalahan berat yang diatur di dalam PKBtd#ierima sebagai alasan
PHK.

1.10. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam tesis ini, makaulge menyusun
sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (limajpbgang masing-masing bab
saling berhubungan satu sama lain. Secara garanyes pendekatan bab |

sampai dengan bab V adalah sebagai berikut:

BAB| : PENDAHULUAN

Dalam Bab | ini akan menguraikan tentang lataakeshg, pokok masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitianjauan pustaka dan metode

penelitian serta analisis serta sistematika peamulis
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BAB Il : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA
BERSAMA (PKB)

Pembahasan dalam Bab Il ini adalah khusus tentBg ®leh karena itu,
hal-hal yang dibahas dalam bab ini antara lainaddaengertian PKB, prinsip-
prinsip dan asas PKB, tujuan dan kegunaan PKBastgan unsur-unsur PKB dan
pihak-pihak dalam PKB. Pembahasan PKB secara khasidam bab ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komwmiéheentang PKB
kepada penulis. Pemahaman tersebut tentunya datujuktuk lebih mudah

membahas pokok masalah serta dalam menulis babetaijutnya.

BAB Il : PENYELESAIAN PERSELISIHAN PHK DAN KEDUDUKAN
HUKUM PKB DALAM PENYELESAIAN PHK

Bab Il ini, akan membahas tentang kedudukan hukekKB dalam
penyelesaian PHK. Oleh karena itu, pembahasan dalémbab dari bab ini
adalah tinjauan tentang kedudukan hukum PKB menpeuaturan perundang-
undangan dan juga berdasarkan hukum perjanjianb&®msan kedudukan PKB
menurut peraturan perundang-undangan dimaksud hatb@alasarkan Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagakerjaanPddéusan Mahkamah
Konstitusi N0.012/PUU-1/2003 Tahun 2004. Sebelummimehas kedudukan
PKB dalam penyelesaian PHK, bab ini akan diawalngd® membahas
penyelesaian perselisihan PHK agar diperoleh gaanbi@ntang PHK dan proses

penyeselesaian perselisihannya.

BAB IV : KEABSAHAN PHK BERDASARKAN KESALAHAN BERAT
YANG DI ATUR DALAM PKB

Dalam bab IV ini pembahasan fokus pada keabsakt& Berdasarkan
kesalahan berat yang diatur dalam PKB. Oleh kat&anapembahasan yang
dilakukan tentang kesalahan berat tersebut menyanddesalahan berat

sebagaimana dimaksud oleh putusan MK No. 012/PR206B. Untuk menguiji
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keabsahan PKB, bab ini juga akan membahas tentgagatssahnya suatu
perjanjian. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengemganalisa putusan
Mahkamah Agung tentang PHK. Putusan Mahkamah Agtergebut akan
dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undaygag berlaku juga teori
hukum tentang perjanjian maupun perburuhan. Hasiil@hasan dalam bab ini,
diharapkan dapat memberikan kepastian hukum khyausagi penulis tentang
sah tidaknya PHK berdasarkan kesalahan berat yahg dalam PKB, baik yang
sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Rl #&akli&akertrans maupun di

luar kedua peraturan tersebut.

BABV : PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran.
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TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

2.1. Pengertian, Unsur dan Syarat PKB

2.1.1. Tinjauan Perjanjian

Sebelum membahas pengertian PKB ini, ada baikny@kuerlebih dahulu
membahas perjanjian secara umum. Hal ini ditujukartuk memudahkan
pemahaman tentang PKB itu sendiri. Oleh sebald#@lam pembahasan PKB ini,
penulis akan terlebih dahulu membahas perjanjian.

Secara umum, perjanjian diartikan sebagai suatistpest di mana seorang
berjanji kepada seorang lain, atau di mana duagor@nsaling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal (prestasi). Sementaral A848 KUHPerdata
menyebutkan bahwa “perjanjian adalah suatu perbu#agan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu otaingatau lebih™*

Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPerdataebut di atas,
menurut Mariam Darus Badrulzaman adalah tidak lepglan terlalu lua¥.
Dikatakan tidak lengkap, karena dalam definisigbtg yang dirumuskan hanya
mengenai perjanjian sepihak s&aHal ini menggambarkan bahwa, suatu
perjanjian hanya merupakan perbuatan sepihak taphpthak lain. Dengan kata
lain, perjanjian menurut pasal tersebut, bukan usymrbuatan timbal balik.
Kemudian dikatakan terlalu luas, karena perjanpiémaksud dapat mencakup
juga hal-hal lain yang terhadapnya tidak diperlubananjian, seperti perbuatan

melawan hukum. Kedua alasan inilah menurut belengymembuktikan bahwa,

“! Indonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book)Cet ke-28. diterjemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaPéa, 1996), pasal. 1313.

2 Op. Cit.Mariam Darus Badrulzaman.

* Ibid
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pengertian perjanjian yang terdapat dalam pasaB XK31HPerdata terlalu luas
dan juga tidak lengkaf.

Dalam kaitannya dengan pengertian perjanjian, Subsdngatakan bahwa,
perjanjian merupakan bentuk konkrit dari pada &R, sedangkan perikatan
merupakan bentuk abstrak dari perjanjian. Oleh Isei@ perjanjian dapat
diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara ithat,pyang isinya adalah hak
dan kewajiban. Pengertian ini menunjukkan bahwénidasuatu perjanjian satu
pihak berhak untuk menuntut sesuatu (prestasi)adeqin pihak lainnya.
Kemudian, pihak lainnya mempunyai kewajiban untulermenuhi prestasi
tersebuf®

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa suatu aradijpuat oleh para
pihak untuk melaksanakan sesuatu atau prestasinDialikum perjanjian, prestasi
dibagi kedalam tiga macam yaifl :

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu garan

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Dari urailan mengenai perjanjian dan prestasi teiseld atas, dapat
disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbutmalal balik, dimana satu
pihak berhak menuntut suatu prestasi dari pihak, ldan pihak lain tersebut
berkewajiban untuk melaksanakan atau memenuhigsiedimaksud. Adapun
yang dimaksud dengan prestasi dalam perjanjiaraadattuk memberikan atau
menyerahkan suatu barang, berbuat sesuatu dantgdklberbuat sesuatu.

Berbicara mengenai perjanjian, pasal 1320 KUHPardaenyebutkan
bahwa suatu perjanjian dikatakan sah dan mengiatik belah pihak apabila,
perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat sahmgdu sperjanjian. Adapun
syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasablalah sebagai berikdt :

1. Harus ada kesepakatan dari para pihak yang memsbtjanjian.

“bid.
5 Op. Cit.R. Subekti.

6 Syahmin A. K.,Hukum Kontrak InternasionaEdisi-1, (Jakarta: PT. Raja Grapindo
Persada, 2006). Hal 2.

" Indonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book)Cet ke-28. diterjemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaPér, 1996), pasal. 1320.
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2. Para pihak haruslah orang yang mampu atau cakaakuhken
hubungan hukum.
3. Harus mengenai obyek tertentu, dan

4. Harus mengenai sebab yang halal.

Sepakat sebagai salah satu syarat perjanjian, meéuagg makna bahwa
para pihak yang membuat perjanjian ada persesuahendak. Kesepakatan
mana harus diberikan oleh para pihak dengan sukaatau tanpa paksaan,
kekeliruan dan atau penipuan. Kemudian, yang diothkslengan cakap
(bekwaanm adalah bahwa para pihak dalam perjanjian tersélauts dapat
melakukan perbuatan hukum secara sah. Oleh sebahbhtk-pihak dalam suatu
perjanjian harus sudah dewasa, sehat akal pikiaantidak dilarang oleh suatu
perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbtetantu. Dengan kata
lain, orang yang tidak cakap atau tidak memenutaray untuk membuat
perjanjian, menjadikan perjanjian tersebut dapbatdikan. Adapun orang yang
tidak cakap menurut Pasal 1330 KUH Perdata idfah :

Orang-orang yang belum dewasa.

Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Orang-orang perempuan dalam hal-hal undang-undangtapkan tidak
cakap, dan

4. Semua orang kepada siapa undang-undang telah ngelanambuat
persetujuan-persetujuan tertentu.

wnN e

Sedangkan pengertian suatu hal tertentu dalam tsyaanya suatu
perjanjian ditujukan kepada barang yang menjadeklsgatu perjanjian. Menurut
Pasal 1333 KUHPerdata barang yang menjadi obyetu quexjanjian ini harus
tertentu, atau setidak-tidaknya harus ditentukaisiga’® Sedangkan jumlahnya

tidak perlu ditentukan asalkan kemudian dapat tlitean atau diperhitungkan.

“8 Indonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book)Cet ke-28. diterjemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaaPéa, 1996), pasal. 1330.

9 Indonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book)Cet ke-28. diterjemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaPéa, 1996), pasal. 1333.
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Kemudian, suatu sebab yang halal dalam pasal 13B%R€rdata
diistilahkan dengacausa®® Adapun yang dimaksud dengeausadalam hal ini,
tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendCausaatau suatu sebab yang halal
sebagai salah satu syarat obyektif dari suatu mejg pasal 1335 KUHPerdata
menyatakan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab lyalad atau perjanjian yang
telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atiawanhg, tidak mempunyai
kekuatan hukum®' Dari bunyi pasal ini, dapat disimpulkan bahwa suat
perjanjian yangcausa atau obyek dari perjanjian tersebut tidak haldagua
melanggar hukum adalah tidak mempunyai kekuatarurultau batal demi
hukum. Dengan demikian, perjanjian semacam iniktidapat mengikat para
pembuatnya.

Dalam kaitannya dengan syarat-syarat perjanjian Ri Subekiti,
mengelompokannya ke dalam dua kelompok, yaitu syarayektif dan syarat
obyektif>? Selajutnya, beliau mengatakan bahwa, yang dimaksedgan syarat
subyektif dalam suatu perjanjian adalah syarat yawgyangkut tentang para
pihak. Sedangkan syarat yang bersifat obyektif addalyarat yang menyangkut
obyek perjanjian. Syarat subyektif dibagi dua yaparsetujuan dan kecakapan
para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkarat yang bersifat
obyektif adalah mengenai suatu hal tertentu datusaasayang halal.

Adanya pengelompokan syarat perjanjian dalam pE320 KUHPerdata
tersebut di atas, lebih ditujukan kepada akibatuhukdari suatu perjanjian.
Dengan kata lain, apabila syarat subyektif dalaatusperjanjian tidak terpenuhi,
maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedanglabila suatu perjanjian
tidak memenuhi syarat obyektif dari suatu perjamjimnaka akibat hukumnya
adalah perjanjian tersebut batal demi hukamil(@nd void.

Syarat perjanjian tersebut apabila dihubungkan aengsas kebebasan
berkontrak pacta sun servandasebagaimana terdapat dalam pasal 1338

* Indonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book)Cet ke-28. diteriemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaaPéa, 1996), pasal. 1335.

%1 | bid.

°2 R. Subekti,Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasior@ét. ke-4, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1992), hal. 17.
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KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut “Semugapjgan yang telah dibuat
secara sah mengikat para pihak sebagai undang-gintfamaka suatu perjanjian
yang telah dibuat secara sah dalam arti telah melegarat-syarat sebagaimana
terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata tersebutadi @erjanjian tersebut sah
secara hukum. Oleh karena itu, perjanjian tersebetupakan suatu undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pengeniiapara pihak terikat
dan harus tunduk serta wajib untuk melaksanakastgsie sebagaimana telah
disepakati dalam suatu perjanjian.

Sementara itu, dalam kaitannya dengan syarat-syainatya perjanjian ini,
pasal 1337 dan 1339 KUHPerdata menyebutkan bahved, perjanjian selain
tidak boleh melanggar undang-undang, juga tidaletbddertentangan dengan
moral, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaabDari uraian ini, dapat
disebutkan bahwa undang-undang merupakan tolakya@ag pertama dan utama
dalam menguji keabsahan suatu perjanjian. Olehbslnadalam membuat suatu
perjanjian, para pihak tidak boleh memasukkan $yamrat yang bertentangan
dengan hukum maupun moral, ketertiban umum dan &®patutan serta
kebiasaan.

Moral dan ketertiban umum sebagai syarat sahnydu sparjanjian,
mempunyai tolak ukur yang bersifat relatif. Oleba® itu, norma atau kesusilaan
harus diartikan sebagai moral yang dalam suatu anakgt diakui oleh umum
atau khalayak ramai. Sedangkan ketertiban umummgsetiidentikkan dengan
kepentingan masyarakat.

Berikutnya adalah kepatutan. Kepatutan mempunydnamayang lebih
luas dari moral dan ketertiban umum. Dikatakan #&mnj segala sesuatu yang
tidak sesuai dengan moral atau melanggar ketertibaom, dapat diartikan
bahwa hal tersebut juga tidak sesuai dengan kegpat®elain itu, keadilan juga
dapat diartikan dengan kepatutan. Hal ini dikareanakikuran tentang suatu

hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalaasyarakat. Dengan

%3 Indonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book)Cet ke-28. diteriemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaaPéa, 1996), pasal. 1338.

** Indonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book)Cet ke-28. diteriemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaaPita, 1996), pasal. 1333. 1339.
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perkataan lain, apabila kepatutan dikaitkan dengeadilan, maka isi atau
klausul-klausul suatu perjanjian harus dibuat seedil.

Selanjutnya yang dapat menjadi tolak ukur terhadaby tidaknya
perjanjian adalah Pasal 1338 ayat (3) KUHPertfaBzalam pasal ini ditentukan
bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan aengikad baik. Sutan Remy
Sjahdeini menjelaskan bahwa, itikad baik adalah aaai pihak yang satu dalam
suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra jaygirmaupun tidak merugikan
kepentingan umum. Itikad baik tidak saja bekerj@lad perjanjian dibuat tetapi
mencakup juga pelaksanaan dari perjanjian itu sendi

Berdasarkan syarat-syarat sahnya perjanjian tersdibatas, Gunawan
Widjaya membedakan unsur-unsur perjanjian ke daléga bagian yaitu
esensialia, naturalia dan aksidentialia. Unsur ®aka adalah unsur perjanjian
yang selalu harus ada dalam setiap perjanjian. &ekgta lain, ketiadaan unsur
ini menjadikan suatu perjanjian tidak mungkin a8alah satu contohnya adalah,
dalam suatu perjanjian jual beli harus ada baraay larga yang disepakati.
Dengan kata lain, tanpa adanya barang dan kesepakatga dalam perjanjian
jual beli menjadikan perjanjian jual beli tersebtidak mungkin dapat
dilaksanakan.

Unsur naturalia adalah unsur-unsur perjanjian y@diagir dalam undang-
undang, akan tetapi dapat diganti atau disingkirkéeh para pihak. Dalam
pengertian ini, undang-undang hanya bersifat mengatau menambah atau
pelengkap. Sebagai salah satu contoh dari unsudapat dilihat dalam suatu
perjanjian jual beli. Dimana dalam perjanjian seamadni dapat diatur tentang
kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan

Sedangkan unsur aksidentialia adalah suatu unsyganpan yang
ditambahkan oleh para pihak. Hal ini dilakukan kareundang-undang tidak
mengatur tentang hal itu. Sebagai contoh, perjangial beli rumah beserta alat-

alat rumah tangga.

* Indonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book)Cet ke-28. diteriemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaPéa, 1996), pasal. 1338 ayat (3).
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2.1.2 Pengertian dan Unsur-Unsur PKB

Dalam pasal 1 angka (21) Undang-Undang No. 13 T&008 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, PKB adalah pierayang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat burulu abeberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instaasigybertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atauapabgrengusaha atau
perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarpt, keak dan kewajiban
kedua belah piha® Dari pengertian PKB ini, dapat disimpulkan bahwesur-
unsur dari suatu PKB adalah sebagai berikut :

a. Perundingan Antara Penerima Dengan Pemberi Kerja

Mengamati definisi PKB tersebut di atas, dapat tdkan bahwa salah
satu unsur dari PKB adalah “perundingan antareeqm@a dengan pemberi
kerja”>’ Berdasarkan unsur ini, dapat diasumsikan bahwi@gps®KB harus
terlebih dahulu dibuat dengan perundingan atau awasah untuk mufakat. Hal
ini sejalan dengan bunyi pasal 116 ayat (2) Undandang No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal ini disebubehwa, penyusunan PKB
dilaksanakan secara musyawarahSelanjutnya, ayat (3) dari pasal yang
bersangkutan menyebutkan bahwa hpseilundingan atau permufakatan tersebut
harus dibuat secara tertulis dengan huruf latingdenmenggunakan bahasa
Indonesia.

Dari uraian di atas tentang perundingan sebagaln sa#tu unsur dari PKB,
dapat dipastikan bahwa PKB yang dibuat tanpa pémgad terlebih dahulu
adalah tidak sah secara hukum. Dengan kata laaty KB yang dibuat secara
sepihak baik oleh pemberi maupun penerima kerjeabdaak sah secara hukum.

Dengan demikian, PKB tersebut tidak dapat menglkatberi maupun penerima

%% Indonesia,Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenageierPasal 1
angka (21).

> “perusahaan Wajib Membuat Peraturan dan Perjanjiéerjia Bersama”.
http://kompas.com. Diakses, 22 Februari 2012.

%8 Indonesia,Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenajgaierPasal 116
ayat (2).

Universitas Indonesia
Keabsahan keputusan..., Muh. Muzakki Ismail, FH Ul, 2012.



28

kerja. Kemudian, hasil perundingan tersebut haibsad dalam bentuk tertulis
yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam peragernti, suatu PKB dalam
bentuk lisan adalah tidak sah secara hukum.

Dalam kaitannya dengan bahasa yang digunakan dald®) pasal 116
ayat (3) dari undang-undang yang sama menyebugfabila PKB yang dibuat
tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia, m#@ tersebut harus
diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalamasba Indonesi¥.
Dilakukannya penerjemahan PKB yang dibuat denghak tmenggunakan bahasa
Indonesia tersebut, dianggap sudah memenuhi patapatentang itu. Dengan
kata lain, adanya penerjemahan PKB ke dalam bdhdeaesia menjadikan PKB

tersebut sah secara hukum.

b. Serikat Pekerja/Serikat Buruh Atau Beberapa Serikat Pekerja/Serikat
Buruh Harus Tercatat Pada Instanss Yang Bertanggung Jawab di
Bidang K etenagakerjaan

Dalam pengertian PKB di atas, disebutkan bahwar@kerikat pekerja
yang ikut dalam perundingan, harus tercatat pagtansi yang bertanggung jawab
di bidang ketenagakerja§hMerujuk pada ketentuan ini, secaraontrario dapat
dikatakan bahwa, pekerja/serikat pekerja yangktigacatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tidgwdnang untuk ikut dalam
perundingan atau pembuatan PKB. Oleh sebab iti) $t/B yang dibuat antara
pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/sgekatja yang tidak tercatat
pada instansi yang bertanggung jawab di bidanghkgtkerjaan adalah tidak sah
secara hukum.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa keharusan tawtgt pekerja/serikat
pekerja yang ikut dalam perundingan pada instaasgybertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan merupakan ketentuan yargjfdiemmperatif. Dengan

% Indonesia,Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenagaierPasal 116
ayat (3).

% Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerj&disi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo
Perkasa, 1995). Hal. 86.
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kata lain, tidak terpenuhinya unsur ini, berimpsk&epada ketidakabsahan PKB
yang dibuat. Oleh sebab itu, hal tersebut merupakatu unsur dalam PKB.

c. Memuat Syarat-Syarat Kerja Serta Hak dan Kewajiban Kedua Belah
Pihak

Dalam kaitannya dengan muatan dari suatu PKB, idefirtKB di atas
menyebutkan secara tegas bahwa suatu PKB harus aheyarat-syarat kerja
serta hak dan kewajiban kedua belah pfaRleh sebab itu, PKB yang dibuat
dengan tidak memuat syarat-syarat kerja atau hakkdsvajiban kedua belah
pihak adalah tidak sah secara hukum. Dengan kiataHEB yang dibuat tersebut
dengan sendirinya batal demi hukum.

Oleh sebab itu, pasal 22 Keputusan Menteri TenagajaK dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MENZBL1 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perussdr@anPembuatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersarfselanjutnya disebut Permenakertrans)

menyebutkan bahwa PKB sekurang-kurangnya harus atému

nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pé&kenijaat buruh.

nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan.

c. nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerje&eburuh pada
instansi  yang bertanggung jawab di bidang keterergedn
Kabupaten/Kota.

d. hak dan kewajiban pengusaha.

hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat burutagezkerja/buruh.

jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjankarja bersama,

dan

g. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kergabe.

oo

= o

Melihat muatan PKB yang disyaratkan oleh pasalP22menakertrans
tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa suatu $&#d&8n mencakup hal-hal

61 “perjanjian Kerja Bersama”. http://speaker-pkbgsjoot.com. Diakses, 22 Februari
2012.

%2 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republilolresia, Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.PERIEBN/XI/2011 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan PerusahaarP&atinatan dan Pendaftaran Perjanjian
Kerja Bersama. Pasal 22.

Universitas Indonesia
Keabsahan keputusan..., Muh. Muzakki Ismail, FH Ul, 2012.



30

tersebut, salah satunya ditujukan untuk memberikgelasan tentang hal-hal
berikut; memperjelas hak dan kewajiban pengusaé&as pekerja dan pekerja,
syarat-syarat dan kondisi kerja, meningkatkan segmperteguh hubungan kerja
dan cara-cara penyelesaian perbedaan pendapat asdakat pekerja dan

pengusaha serta memelihara serta meningkatkarirlisgoja.

2.1.3. Syarat-Syarat PKB

Unsur-unsur PKB tersebut di atas, apabila dihubangtengan syarat-
syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telahaildin pada alinea
terdahull’® maka suatu PKB agar sah secara hukum, harus mémsyarat-

syarat tersebut di bawah ini :

a. Hasil perundingan antara pemberi dan penerima kenas dibuat secara
tertulis.

b. Hasil perundingan yang dituangkan dalam bentuklisrtersebut minimal
harus memuat sebagaimana disebutkan oleh pasa@aéhakertrans.

c. Serikat pekerja/buruh atau beberapa Serikat pdkarjzh selain harus
terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab pangnggung jawab di
bidang ketenagakerjaan, mereka dan juga pengusabtgpemberi kerja
harus orang yang cakap menurut hukum. Pengertieapodi sini adalah
seperti dewasa, tidak dalam pengampuan, sehat/\lawkan orang gila)
dan lain-lain.

d. Obyek PKB yang dibuat harus mengenai PKB itu sersdibagaimana
disebutkan oleh pasal 22 Kepmenakertrans.

e. PKB yang dibuat harus mengenai sebab yang hala@raSyni apabila
dihubungkan dengan PKB, maka isi dari PKB tersetiak boleh
bertentangan dengan undang-undang, kepatutan,l&eathn kebiasaan
serta ketertiban umum. Dalam hal isi PKB berters@andengan peraturan

® Dwi Satya Ardyanto mengatakan bahwa syarat-syseganjian kerja dengan syarat
sahnya perjanjian pada umumnya adalah sama. Dwya @atlyanto, “Seputar Tentang Perjanjian
Kerja”. http://www.dwi_satya_ardyanto.blogspot.cdbiakses, 22 Februari 2012.
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perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan kelnasarta ketertiban
umum, maka ketentuan yang bertentangan tersetaltdsahi hukum.

Dalam kaitannya dengan syarat-syarat PKB ini, paséilt KUHPerdata

menyebutkan sebagai berikfit :

Jika buruh telah membuat suatu janji dalam suatojapgan dengan
majikan, sedang perjanjian itu menurut pasal ds &tdak diperbolehkan
dan batal, maka perbuatan itu tidak menimbulkarnusparikatan. Buruh
itu berhak menuntut kembali dari majikan tersebampayaran yang
dipotong dari upahnya atau yang telah ia keluademdiri dari sakunya
seluruhnya dengan perjanjian tersebut, sedangkag yang telah ia
terima dan majikan tidak wajib dikembalikan. Meskipdemikian, dalam
hal mengabulkan tuntutan buruh, Pengadilan berkuasak membatasi
hukuman sampai pada suatu jumlah yang dianggapdifaneenurut
keadaan, tetapi paling sedikit sebesar kerugiag gaterita oleh buruh itu
menurut taksiran Pengadilan. Jika buruh telah nugilgan suatu
perjanjian dengan orang lain dari pada majikanasgagerjanjian tersebut
tidak diperbolehkan, maka buruh berhak meminta ldindari majikan
apa yang telah dibayar atau yang masih terutangdeeprang lain itu.
Ketentuan alinea kedua juga berlaku dalam hafi@p hak buruh untuk
mengajukan tuntutan yang berdasarkan pasal inyrggegelah lewat enam
bulan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, terlihat jelaBvoa suatu perjanjian yang
tidak diperbolehkan/batal antara pemberi kerja/pgeabga dengan penerima
kerja/buruh tidak menimbulkan perikatan. Dalam ggran seperti ini,
pekerja/buruh tetap berhak menuntut upah dari penkegja/pengusaha yang
bersangkutan, sedangkan terhadap uang yang sudakeritna dari pemberi
kerja/pengusaha tersebut tidak wajiab untuk ia kadikdin. Dalam kondisi seperti
ini, pengadilan diberikan kewenangan untuk memariksiengadili dan
memberikan keputusan yang adil terhadap persdihisitersebut. Namun,
putusannya yang akan dijatuhkan oleh pengadilantislak boleh lebih rendah
dari kerugian yang dialami pekerja/buruh yang begkatan. Dengan kata lain,
ganti rugi yang diperoleh oleh pekerja/buruh yaegsangkutan minimal sebesar

kerugian yang dideritanya.

® |Indonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book)Cet ke-28. diteriemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaPda, 1996), pasal. 1601t.
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2.2. Prinsip-Prinsip dan Asas PKB

Prinsip atau asas dalam kamus ilmiah diterjemalsk@agai pokok, dasar,
atau pundamen. Sedangkan Solly Lubis menyatakenamsdah dasar kehidupan
yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang diarakatkan menjadi
landasan hubungan sesama anggota masyarakat. SententPaul Scholten
memberikan definisi mengenai asas hukum ialah gmkpikiran dasar yang
terdapat di dalam dan di belakang sistem hukumngasiasing yang dirumuskan
dalam aturan-aturan perundang-undangan dan pupugasan hukum yang
berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputepaitisan individual dapat
dipandang sebagai penjabarannya.

Sementara itu, Sri Soemantri Martosuwignjo berppatidbahwa asas
mempunyai padanan kata dendghaginsel” (Belanda) atadprinciple” (Inggris)
sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok damart@npuan berpikir. Asas
hukum adalah dasar normatif untuk membedakan ad&ya ikat normatif dan
niscayaan yang memaksa. Dengan demikian dalam okaakperjanjian selain

memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada hagss muemperhatikan asas

asas yang terdapat dalam hukum perjanjian pada agaim

Melihat pengertian asas tersebut di atas apablabdngkan dengan
pembuatan PKB, maka asas ini merupakan suatu had yeenting untuk
diperhatikan, agar PKB yang dibuat dapat berlakoarse efektif. Dengan
demikian, diharapkan PKB yang dibuat tersebut digah jelas menjelaskan isi
dan tujuan dari PKB itu sendiri.

Adapun asas-asas hukum yang terdapat dalam parjamtara lain adalah

sebagai berikut :

1. Kebebasan Berkontrak

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa hukyganjen Indonesia
sebagaimana diatur dalam KUHPerdata menganut sidtmfpuka. Dalam
pengertian ini, pada prinsipnya undang-undang mekare kebebasan kepada
para pihak yang membuat suatu perjanjian untuk nmtakan sendiri isi dan corak
dari perjanjiannya. Dengan demikian, sistem terbwang dianut oleh
KUHPerdata secara langsung berimplikasi pada jriasiu asas yang dianut oleh
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undang-undang itu sendiri. Dengan kata lain, sistersebut dengan sendirinya
melahirkan prinsip kebebasan berkontrdleddom of contragt dalam suatu
perjanjian.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa, prinsip ksbabberkontrak
mengandung makna, para pihak bebas untuk menentdgela sesuatu yang
terkait dengan perjanjian mereka. Pilihan-pilihamgy biasa dilakukan oleh para

pihak dalam suatu kontrak adalah sebagai beffkut:

a. Pilihan hukum ¢hoice of lawy, dalam hal ini para pihak menentukan
sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang kerleerhadap
kontrak mereka;

b. Pilihan forum ¢hoice of jurisdictioh, yakni para pihak menentukan
sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau fomemna yang berlaku
jika terjadi sengketa di antara para pihak dalamtriad tersebut; dan

c. Pilihan domisili €hoice of domicilg dalam hal ini masing-masing pihak
melakukan penunjukan dimanakah domisili hukum daara pihak
tersebut.

Pilihan-pilihan yang dilakukan para pihak di athgkanlah tanpa batas.
Dengan kata lain, kebebasan tersebut hanya dibmiehdepanjang tidak
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban ukepajutan dan kebiasaan.
Kemudian, pilihan-pilihan hukum tersebut juga hartgabatas pada wilayah
hukum privat. Oleh sebab itu, kebebasan berkorngedebut hanya berlaku pada
hukum yang bersifat pribadi bukan publik.

Adanya pilihan-pilihan hukum vyang dilakukan parahghk dalam
kontraknya, menjadikan undang-undang atau perafgeaturan lain hanya
bersifat pelengkapoptional law) yang berarti bahwa peraturan perundang-
undangan tersebut boleh dikesampingkan atau dikgmatédak berlaku, manakala
hal tersebut disetujui oleh para pihak. Dengan Kata, adanya kebebasan
berkontrak ini, memberikan hak kepada para pihakikumembuat ketentuan-
ketentuan sendiri yang menyimpang dari peraturaning@ang-undangan yang
berlaku.

%  “perjanjian  Ketenagakerjaan, Mengenal  Perjanjian eteHagakerjaan”.

http://www.spekaer.com. Diakses, 22 Februari 2012.
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Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai hubungag gsat dengan
asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikgtsebaa terdapat di dalam
pasal 1338 ayat (1) KHPerdata. Adapun bunyi dasapani adalah sebagai
berikut “Semua persetujuan yang dibuat secara satakin sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatna”.

Kebebasan di atas tidak hanya berlaku untuk pé&gjanyang hanya
meliputi satu wilayah negara melainkan berlaku jufgdam perjanjian yang
melintasi batas-batas negara. Sebagai contoh, dpkrgelesaian perselisihan
hubungan industrial, para pihak bebas untuk meraltérnatif penyelesaian yang
dipakai untuk menyelesaikan perselisihan merek& belalui litigasi maupun

nonlitigasi.

2. Konsensualisme

Selain asas kebebasan berkontrak sebagaimana teselll atas, dalam
hukum perjanjian dikenal juga asas konsensualigmorsensualisme berasal dari
kataconsensuyang berarti sepakat. Asas konsensualisme ini emehgig makna
bahwa suatu perjanjian atau perikatan lahir pad# tescapainya kata sepakat
diantara para pihak yang membuat perjanjian tetsébengan kata lain, suatu
perjanjian dianggap sudah sah, apabila para pilzakogah sepakat mengenai
hal-hal yang pokok tentang perjanjian tanpa merkariuisuatu formalitas. Asas
konsensulisme ini lahir dari penggabungan pasabDi®h 1338 KUHPerdata.
Dari kedua pasal ini, dapat disebutkan bahwa skata sepakat yang telah
memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjianarmpa#ta saat yang bersamaan,
perjanjian yang mereka sepakati tersebut mengiketeka secara hukufh.
Dengan kata lain, para pihak yang membuat perjatgesebut harus dengan suka
rela melaksanakan obyek (prestasi) perjanjian yaegeka sepakati.

Dalam kaitannya dengan asas konsesualisme A. QBgamsudin M.
mengatakan bahwa, asas konsesualisme mengandudglam suatu perjanjian

cukup ada kata sepakat dari mereka yang membugnpan itu, tanpa dikuti

% |ndonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book)Cet ke-28. diteriemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaaPéa, 1996), pasal. 1338 ayat (1).

67 Abdulkadir MuhammadHukum Perikatan Edisi ke-2, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1990). Hal. 97.
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dengan perbuatan hukum lain. Hal ini dikecualikaauatidak berlaku untuk

perjanjian yang bersifat formal atau perjanjiangzamengandung persyaratan lain.
Dari pengertian asas konsensualisme ini, dapatak&a bahwa, perjanjian itu

sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mangekok perjanjian.

Perjanjian menurut KUHPerdata secara umum betsiasensuil, kecuali
beberapa perjanjian tertentu yang merupakan peganyfiil atau formil.
Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terj&diau barang yang menjadi
pokok perjanjian telah diserahkan. Contoh dari grgign riil adalah utang
piutang, pinjam pakai, dan penitipan barang.

Dalam praktek, suatu perjanjian konsensuil bisaullben menjadi
perjanjian riil. Salah satu contohnya adalah pg@ganjual beli menurut
KUHPerdata pada asasnya merupakan perjanjian kemserAkan tetapi
perjanjian jual beli tanah menurut hukum agrariangyaberlaku sekarang
merupakan perjanjian riil karena didasarkan padaimiadat yang bersifat riil.

Dari uraian tentang asas konsensulialisme di digsat dikatakan bahwa
pada prinsipnya suatu perjanjian sah apabila diargara pembuatnya telah ada
kata sepakat serta memenuhi syarat-syarat daru sp@tjanjian. Kemudian,
keberlakuan asas konsensualisme ini tidaklah mubDakgan kata lain, terhadap
beberapa perjanjian asas berlaku terhadap pemeagas ini tidak berlaku.

3. Asasltikad Baik

Dalam KUHPerdata, asas itikad baik ini diatur padaal 1338 ayat (3)
yang berbunyi sebagai berikut “suatu perjanjiarubalilaksanakan dengan itikad
baik”.®® Dari bunyi pasal tersebut, dapat dikatakan batagas itikad baik ini
sangat mendasar dan penting untuk diperhatikanmdataitannya dengan
pembuatan suatu perjanjian. Secara subyektifdtib@k dapat diartikan sebagai
kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak paslseosang pada waktu
mengadakan perbuatan hukum, sedangkan itikad ladékndpengertian obyektif
yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu halidasarkan pada norma

kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengapgtut dalam masyarakat.

® |ndonesia, KUHPerdata (Burgerlijk wet Book)Cet ke-28. diteriemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: PradnyaPéa, 1996), pasal. 1338 ayat (3).
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Munir Fuady mengatakan bahwa rumusan dari Pas& ag& (3) tersebut
mengidentifikasikan sebenarnya itikad baik bukamupakan syarat sahnya suatu
kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalaml R888 KUHPerdat&®
Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal ked@aan dari suatu kontrak,
bukan pada pembuatannya. Dikatakan demikian kawesar itikad baik dalam
hal pembuatan suatu kontrak sebenarnya sudah gicallkehh unsur kausa yang
halal sebagaimana disyaratkan oleh pasal 1320 KitdRe

Apa yang dikatakan oleh Munir Fuady di atas dalataknya dengan
itikad baik, menurut penulis adalah kurang tepatl ¢Hdasarkan pada pemikiran
bahwa suatu perjanjian akan efektif apabila itikedk telah mencakup secara
keseluruhan dalam perjanjian yang dibuat. Dengda lan, itikad baik harus
mendasari dalam setiap tahapan pembuatan perjabadgnpada saat pembuatan
maupun pelaksanaan dari perjanjian yang disepakati.

Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salatu gaktor yang
menyebabkan susahnya mempertemukan kehendak pakagalalah dikarenakan
kurangnya atau tidak adanya itikad baik dari pipdglak yang membuat
perjanjian. Kemudian, terjadinya wanprestasi yangngakibatkan tidak
terlaksananya prestasi yang diperjanjikan jugabaiskan adanya itikad yang
kurang baik atau tidak baik dari salah satu pilf@leh karena itu, itikad baik
harus melandasi seluruh tahapan dari suatu pexanji

Melihat uraian tentang itikad baik sebagaimanahldidean di atas, dapat
disimpulkan bahwa serikat pekerja/burun dan jugakate pengusaha/pemberi
kerja sebagai pihak-pihak dalam pembuatan suatu R@Bus senantiasa
menjungjung tinggi itikad baik, baik pada tahap peatan maupun implementasi
dari PKB yang dibuat. Hal ini ditujukan agar pemiamaPKB dapat berjalan
dengan baik, cepat dan lancar. Kemudian yang lediiting lagi adalah agar PKB
yang dibuat dapat berlaku efektif dalam tatarakteia

4. Asas Pacta Sunservanda (Asas K ekuatan Mengikat)
Asas kekuatan mengikat atau atagta sun servandani terdapat dalam
pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan &®al8emua persetujuan

%9 Op. Cit. KUHPerdata.
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yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-gntlagi mereka yang
membuatnya® Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk meatkan
kepastian hukum bagi para pihak yang membuat parjarBunyi pasal ini
mengandung makna bahwa suatu perjanjian mengikat gmhak yang
membuatnya sejak dipenuhinya syarat sahnya peganjOleh karena itu,
perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undaag Ipihak-pihak yang
membuatnya. Dengan kata lain, para pihak harusuturthn patuh terhadap
perjanjian tersebut. Terikatnya para pihak padgapgan itu tidak semata-mata
terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetgpiterhadap beberapa unsur lain
seperti kebiasaan, kepatutan dan keadilan sertal mor

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkastad] apabila
dihubungkan dengan PKB, maka para pihak vyaitu p@aer (serikat
pekerja/buruh) dengan pemberi kerja (pengusahakasepengusaha) terikat
secara hukum terhadap PKB yang mereka sepekat. I@lena itu, para pihak
harus tunduk dan patuh terhadap PKB tersebut. ekgta lain, kedua belah
pihak harus secara suka rela melaksanakan PKBbtdrs€onsekuensi hukum
bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan ataksanakan hubungan kerja
tidak sesuai dengan PKB, maka kepadanya dapat tdikaim tindakan hukum
seperti, PHK, tuntutan ganti kerugian, sanksi adstriatif bahkan sanksi pidana.

5. AsasKesetaraan

Asas ini menempatkan para pihak di dalam pembustiatu perjanjian
secara sejajar tanpa membedakan satu sama lain.pBagertian ini, dapat
disimpulkan bahwa asas ini mengisyaratkan non-aiskatif dalam pembuatan
suatu perjanjian. Oleh karena itu, para pihak dataatu perjanjian tidak boleh
dibedakan satu sama lain. Dengan disejajarkannga phak dalam pembuatan
suatu perjanjian, diharapkan diantara mereka tgling merugikan satu sama
lain. Oleh karena itu, asas ini salah satunyauan untuk menjaga kepentingan
masing-masing pihak dalam suatu perjanjian. Dengamakomodasinya
kepentingan para pihak dalam perjanjian yang mebeka, diharapkan perjanjian
tersebut dapat terlaksana dengan baik.

0 Op. Cit. KUHPerdata.
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Asas kesetaraan ini apabila dihubungkan dengan P&BJah amat
penting. Hal ini didasarkan pada adanya posisi y&ddgk sejajar antara
pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha.tRéalielas akan berimplikasi
kepada PKB yang dibuat. Dengan kata lain, tanperapkannya asas ini dalam
pembuatan suatu PKB, maka pemberi kerja/pengusabagai pihak yang
mempunyai pekerjaan akan dimungkinkan untuk memB#& sedemikian rupa
yang akan menguntungkan pihaknya dan merugikank piteacari kerja yaitu
pekerja/buruh. Oleh karena itu, penerapan asastakaae ini seharusnya

senantiasa dipegang teguh oleh pemberi dan penkeirjza

6. Asas Unconcionability

Secara umum tujuan utama dari asas ini adalah umtekcegah
penindasan dan sikap yang tidak adil oleh salah gi&ak terhadap pihak yang
lainnya dalam pembuatan suatu perjanjian. Perjamejanjianunconscionable
seringkali digambarkan sebagai perjanjian-perjanjiang sedemikian tidak adil
(unfair), sehingga dapat mengguncangkan hati nurani pengahizkim) atau
shock the conscience of the courMMenurut Sutan Remy Sjahdeini,
unconscionableartinya bertentangan dengan hati nurani. Sedandkanam
Darus Badrulzaman menyatakan bahwanconscionability atau doktrin
ketidakadilan adalah suatu doktrin dalam ilmu hukwwntrak yang mengajarkan
bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkah plbak yang dirugikan
manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausafey tidak adil dan sangat
memberatkan salah satu pihak. Oleh karena itu,gaumpun kedua belah pihak
telah menandatangani kontrak yang bersangkutamadapnya dapat dibatalkan
atau batal demi hukum. Biasanya doktrin ketidalad{Linconscionability)ini
mengacu kepada posisi tawar menawar dalam korgrakliut yang sangat berat
sebelah karena tidak terdapat pilihan dari pihakgydirugikan disertai dengan
klausula dalam kontrak yang sangat tidak adil,rsgga memberikan keuntungan
yang tidak wajar bagi pihak lain.

Asas Unconcionabilityini apabila dihubungkan dengan pembuatan suatu
PKB, maka isi PKB yang dibuat harus adil dan titbekat sebelah. Dengan kata

lain, PKB tersebut harus dapat mengakomodasi kegam semua pihak yaitu
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pekerja/buruh dan pemberi kerja/pengusaha. Di ddPB tersebut, hak dan
kewajiban para pihak harus dibuat secara adil @éambmng. Dengan kata lain,
suatu PKB yang hanya mementingkan atau merugik&el@apok maupun
sebagian orang atau kelompok, maka terhadapnyd dédgadalkan ataupun batal

secara hukum.

2.3. Tujuan dan Kegunaan PKB

Hubungan industrial merupakan suatu sistem huburygay terbentuk
antara pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintdburtgan tersebut didasarkan
pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Das&rgara Republik
Indonesia’* Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintempunyai
fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayamatgksanakan pengawasan,
dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran dmrgrundangan
ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja/burun mempufwagsi menjalankan
pekerjaan, sesuai dengan kewajibannya, menjagatikate demi kelangsungan
produksi, menyalurkan aspirasi, mengembangkan &eigtan dan keahliannya
serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangéseiahteraan anggota
beserta keluarganya. Sementara itu, pengusaha dganisasi pengusaha
mempunyai fungsi meciptakan kemitraan, mengembangisaha, memperluas
lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pédkenih secara terbuka,
demokratis, dan berkeadildh.

Melihat hubungan antara pemberi kerja/pengusahgatepekerja/buruh
tersebut di atas, maka dalam hubungan kerja ters@lmah seharusnya ada
keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pemgugn pekerj& Hal ini

ditujukan agar pengusaha tidak hanya mencari kegan semata, sehingga

" Sutanto, “Manajemen Hubungan Industrial”. httpwiwnakertrans.go.id. Diakses, 27
Januari 2012.

2 “Dialog Perjanjian Kerja Bersama”. http://www.inedia.com. Diakses, 22 Februari
2012.

8 Abdul Manan mengatakan bahwa PKB sebenarnya adgdaiia untuk melindungi
hak-hak pekerja. “Debat Publik Perjanjian Kerjagzana”. http://blogaji.wordpress.com. Diakses,
27 Januari 2012.
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memperlakukan  pekerja/buruh  sebagai  alat  produksBebaliknya
pekerja/buruhpun tidak hanya menuntut hak-hakrgja stanpa melaksanakan
kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, saldah sguan utama dari PKB
adalah untuk mengatur hak dan kewajiban antararjoéiteruh dengan pemberi
kerja/pengusaha secara jelas dan seimbang.

Adanya pengaturan hak dan kewajiban antara penkiegja/pengusaha
dengan penerima kerja/buruh dalam PKB, ini dihaaapkiapat memberikan
kepastian hukum bagi kedua belah pihak khususnyayemai hak dan kewjiban
para pihak. Dengan demikian, diharapkan hubungama kgang serasi dan
harmonis antara pengusaha dan pekerja dapat tetwlgrwujudnya hubungan
kerja yang harmonis dan serasi, maka dengan seyalikelangsungan usaha dan
ketenangan serta perselisihan dapat ditekan seadinimngkin.

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa tujuaama dari PKB adalah
sebagai sarana untuk memuat hak dan kewajibanagoeanberi kerja/pengusaha
dengan penerima kerja/bur(h.Oleh sebab itu, hubungan industrial internal
dalam suatu perusahaan mengacu pada PKB. Dengamakat PKB merupakan
self regulation bagi suatu perusahaan dalam melaksanakan hubungan
industrialnya dengan serikat pekerja/buruh. Meltugian utama dari PKB yaitu
sebagai sarana yang memuat hak dan kewajiban gearberi kerja/pengusaha
dengan penerima kerja/buruh, maka sudah barang tetém PKB yang dibuat
diperlukan keseimbangan yang dinamis antara peraegan perusahaan dan

kesejahteraan pekerja.

24. Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Perpanjangan Atau
Pembaharuan PKB
2.4.1. Pembuatan PKB
Dalam pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 13 T&Q08 tentang

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa penyusunan PKaéksdilakan secara

" “perburuhan & Tenaga Kerja”. http://www.hukumomlicom. Diakses, 22 Februari
2012

> Marsen S. Naga mengatakan bahwa hukum perburutranval dari kesadaran akan
ketidakseimbangan sosial-ekonomis antara buruhmdgikan. Marsen S. Naga, “Hukum Sebagai
Perangkat Gerakan Buruh”. http://www.indonesia-leonig)/. Diakses, 27 Januari 2012.
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musyawaralf® Hal ini ditegaskan kembali oleh pasal 117 undamgamg yang
sama. Dalam pasal ini disebutkan bahwa, apabilatati@ para pihak tidak
menemukan kesepakatannya melalui musyawarah daambyatan suatu PKB,
maka terhadapnya berlaku prosedur penyelesaian nbgahu industrial.

Selengkapnya pasal ini, berbunyi sebagai befikut:

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalaal PE8 ayat (2)
tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiandgkukiin melalui
prosedur penyelesaian perselisihnan hubungan inaustr

Mengacu pada isi pasal ini, dapat disimpulkan balpriasip utama
pembuatan suatu PKB adalah musyawd?abengan kata lain, undang-undang
mengharuskan kepada para pihak pembuat PKB melakokesyarawah untuk
menemukan kesepakatannya atau mufakéieh karena itu, penyelesaian atau
pembuatan PKB melalui prosedur penyelesaian psits&fi hubungan industrial
hanya merupakan suatu solusi. Dengan kata laintenagébut dapat dilakukan
bilamana diantara pihak-pihak pembuat PKB telahawpgata tidak menemukan
kesepakatannya untuk mufakat. Kemudian, PKB yadagktidapat diselesaikan
dengan cara musyawarah dapat dikategorikan selgggaelisihan hubungan
industrial. Oleh karenanya, perselisihan terselauti$ diselesaikan berdasarkan
prosedur penyelesaian perselisinan hubungan imaustr

Prosedur penyelesaian PKB melalui penyelesaian rfgasu industrial
didahului dengan perundingan antara pemberi ken@psaha dengan serikat
pekerja/buruh. Dalam tahap awal ini, kedua belahalpidiharapkan dapat

menyepakati PKB tersebut. Apabila dalam perundingamal ini para pihak

% Indonesia,Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenajgaierPasal 116
ayat (2).

" IndonesiaUndang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenageierPasal 117.

® Ali Sodikin, “Sarana Mendiptakan Hubungan IndwdtriYang Harmonis”.
http://www.sodikin.law.blogspot.com. Diakses, 2bFaiari 2012.

" F. X. Djoko Soedibjo mengatakan bahwa salah satof dalam musyawarah untuk
mufakat adalah karena adanya perbedaan kepentidgartara pengusaha dengan Serikat
Pekerja/Buruh. “Perusahaan Wajib MembuatbPeratudam Perjanjian Kerja Bersama”.
http://www.kompas.com. Diakses, 27 Januari 2012.
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mendapatkan kesepakatan, maka PKB tersebut hatarsdaiangani oleh para
pihak sebagai bukti adanya kesepakatan diantar@kaeiKemudian apabila
dalam tahap ini, ternyata para pihak gagal menypdkKB tersebut, maka
penyelesaian PKB tersebut harus diselesaikan nmepdtundingan tripartit.

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang legi@kerjaan terdapat tiga
forum penyelesaian yang dapat dipilih oleh paralkilyaitu mediasi, konsiliasi
dan arbitrase serta Pengadilan Hubungan Induégiall).

Melihat uraian di atas tentang penyelesaian suli8 yang tidak dapat
diselesaikan melalui musyawarah, ada dua alteryati§ dapat dipilih oleh para
pihak yaitu dengan cara bipatrit atau triprtit. Kedmodel penyelesaian PKB
tersebut dapat dipakai oleh para pihak.

Pasal 111 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2@8ang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam hal pegerdipembuatan PKB
belum atau tidak mencapai kesempatan, maka pengperaisahaan tetap berlaku
sampai habis jangka waktu berlakunya. Selengkapagal ini berbunyi sebagai

berikut°

1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat :

a. hak dan kewajiban pengusaha;

b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;

c. syarat kerja;

d. tatatertib perusahaan; dan

e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak bolgknb@ngan dengan
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama & (dhun dan wajib
diperbaharui setelah habis masa berlakunya.

4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, aazaikat pekerja/
serikat buruh di perusahaan meng hendaki perunding@ambuatan
perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajibyeuela

5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kenjadnea sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakateka peraturan
perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka Vbakiakunya.

8 Indonesia,Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenajgaierPasal 111
ayat (5).
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Oleh sebab itu, pengesahan peraturan perusaha&n M@ateri atau
pejabat yang ditunjuk harus sudah diberikan dalaaiktuv paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusab@anma. Apabila peraturan
perusahaan telah memenuhi persyaratan sebagainsabatétan dalam pasal 111
ayat (1) dan ayat (2) di atas, apabila dalam waRt(tiga puluh) hari kerja sudah
terlampaui dan peraturan perusahaan belum disablelinMenteri atau Pejabat
yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan diangggph t mendapatkan
pengesahan.

Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi gratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) ylin(2), Menteri atau
pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secatalis kepada pengusaha
mengenai perbaikan peraturan perusahaan. Dalamtuvpkkng lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuanidigeoleh pengusaha, pengusaha
wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaag telah diperbaiki kepada
Menteri atau pejabat yang ditunjtk.

Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkahwa PKB adalah
suatu regulasi di bidang hubungan industrial yaarggat penting. Pentingnya hal
ini, dapat terlihat dari bunyi pasal 111 ayat (baths, yang menyebutkan bahwa
bilamana PKB belum disepakati oleh para pihak, mekaadapnya berlaku
peraturan perusahaan yang bersangkutan. Apabilaatdidari isi peraturan
perusahaan, kemudian dihubungkan dengan isi PKBy ykedua-keduanya
memuat hak dan kewajiban pemberi kerja/pengusahgédaerima kerja/buruh,
maka penggunaan peraturan perusahaan sebagai perigjgB untuk sementara
waktu yaitu sebelum PKB disepakati oleh para pdw@dddah amat tepat.

2.4.2. Perubahan PKB
Mengacu pada prinsip pembuatan PKB, vyaitu yang sdidan pada
musyawarah diantara para pihak untuk mufakat, rsakaraa contrarioterhadap

perubahannya hanya dapat dilakukan atas dasardkedap antara pengusaha dan

81 Indonesia,Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenajgaierPasal 111
ayat (1) dan (2).
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wakil pekerja/buruf? Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan
perubahan PKB, maka perubahan tersebut merupakamnbayang tidak
terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku. Olelalsetn, pihak-pihak dalam
PKB wajib melaksanakan serta tunduk dan patuh deqnesegala perubahan
tersebut. Kemudian, pengusaha dan serikat pekanij@s buruh wajib
memberitahukan perubahan PKB tersebut kepada bkelyekerja/buruh.
Selanjutnya, pengusaha harus mencetak dan membagédskah PKB kepada

setiap pekerja/buruh atas biaya perusahaan.

2.4.3. Perpanjangan Atau Pembaharuan PKB

Dalam kaitannya dengan PKB, satu hal yang pentintyk diketahui
adalah bahwa dalam satu perusahaan hanya terdapa@®kB yang berlaku bagi
seluruh pekerja/buruh di perpusahaan yang berséagkuAdapun masa
berlakunya PKB paling lama dua tahun. Oleh sehalmtisa berlaku PKB dapat
diperpanjang paling lama satu tahun. Perpanjangamanmarus disepakati oleh
pengusaha dengan serikat pekerja/buruh. Perundipgaganjangan PKB dapat
dimulai paling cepat 3 tiga bulan sebelum berakf@arRKB yang sedang berlaku.
Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepatan,antkB yang sedang
berlaku tetap berlaku untuk paling lama 1 (satbhita

Dalam kaitannya dengan perpanjangan PKB ini,|gs8& undang-undang

ketenagakerjaan menyebutkan sebagai befikut:

(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah hgrakasa
berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharuidigrerusahaan
tersebut hanya terdapat 1 (satu) serikat pekerijgésduruh, maka
perpanjangan atau pembuatan pembaharuan perjasjjanbersama
tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119.

(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah harakasa
berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharuidigrerusahaan
tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat paksarikat buruh dan
serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berundingakt lagi

8 Jmam Soepomo,Hukum Perburuhan, Bidang Hubungan Kerj&disi Ke-VI,
(Jakarta:Djambatan, 1987). Hal. 77.

8 IndonesiaUndang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang KetenageierPasal 130.

Universitas Indonesia
Keabsahan keputusan..., Muh. Muzakki Ismail, FH Ul, 2012.



45

memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka penpgenp atau
pembuatan pembaharuan perjanjian kerja bersambkukida oleh
serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya 16B# (lima puluh
perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh drugshaan
bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buaog ynembuat
perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membertiok
perunding secara proporsional.

(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah harakasa
berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharuidigrerusahaan
tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) serikat gakserikat buruh dan
tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh yang atkemenuhi
ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan pembuatan
pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan maeketentuan
Pasal 120 ayat (2) dan ayat (3).

Dari isi pasal tersebut di atas, terlihat jelahvwa perpanjangan atau
pembaharuan PKB ini akan berbeda bilamana dalanusgleaan yang
bersangkutan berbeda jumlah serikat pekerja/buaih8yatu perusahaan yang
hanya mempunyai satu serikat pekerja/buruh, makapapgngan atau
pembaharuan PKB dapat diwakili oleh serikat peksegjakat buruh tersebut.
Ketentuan ini berlaku apabila serikat pekerja/butersebut jumlah anggotanya
lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumisdéuruh pekerja/buruh di
perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, apalikatspekerja/serikat buruh
tersebut tidak memiliki jumlah anggota lebih da@i%s (lima puluh perseratus)
dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaankamserikat pekerja/serikat
buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundinglengan pengusaha
apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersatagktelah mendapat dukungan
lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah sghurpekerja/buruh di
perusahaan melalui pemungutan suara. Selanjutpgaijla serikat pekerja/buruh
tersebut belum mendapat dukungan lebih 50% (linhahpperseratus) dari jumlah
seluruh pekerja/buruh di perusahaan, maka serigkérfa/serikat buruh yang
bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaatukufPKB dengan
pengusaha setelah melampaui jangka waktu 6 (enaan terhitung sejak
dilakukannya pemungutan suara.

Terhadap perusahaan yang memiliki lebih dari satikat pekerja/buruh,
maka perpanjangan atau pembaharuan PKB dilakukdmselrikat pekerja/serikat

buruh yang anggotanya lebih 50% (lima puluh petseralari jumlah seluruh
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pekerja/buruh di perusahaan bersama-sama dengkat ggkerja/serikat buruh
yang membuat perjanjian kerja bersama terdahulugatenrmembentuk tim

perunding secara proporsional. Dalam hal PKB yandals berakhir masa
berlakunya akan diperpanjang atau diperbaharui diaperusahaan tersebut
terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/seédtkauh dan tidak satupun serikat
pekerja/buruh yang anggotanya lebih 50% (lima pydehseratur) dari jumlah

seluruh pekerja/buruh di perusahaan, maka serigker@/serikat buruh dapat
melakukan koalisi, sehingga tercapai jumlah lebi&ri d50% (lima puluh

perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh diugghaan tersebut untuk
mewakili dalam perundingan dengan pengusaha. Apdlaill ini juga tidak dapat
dilakukan oleh serikat pekerja/buruh tersebut, mpéea serikat pekerja/buruh
membentuk tim perunding yang keanggotaannya dientsecara proporsional

berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikai jagouruh.

2.5. Pihak-Pihak Dalam PKB

Pada alinea terdahulu sudah disebutkan bahwa PK&adioleh serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat peékerjgat buruh yang
telah tercatat pada instansi yang bertanggung jadvaiidang ketenagakerjaan
dengan pengusaha atau beberapa pengtisabari pengertian ini, dapat
dikatakan bahwa pihak-pihak dalam pembuatan sudB Rdalah sebagai
berikut:

1. antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pehgusa

2. antara beberapa serikat pekerja/serikat buruh depgragusaha, dan

3. antara beberapa serikat pekerja/serikat buruh delbgfaerapa pengusaha.
Dalam kaitannya dengan pembuatan PKB ini, ada bpbdnal yang harus

diperhatikan antara laifi:

8 Drs. R. L. Sihite mengatakan bahwa peranan SeFk#erja/Buruh merupakan salah
satu pelumas dalam mewujudkan hubungan industrgadg yharmonis. Drs. R. L. Sihite,
“Membangun Keharmonisan dan Ketenangan Berusahalifldlembaga Kerjasama Bipartit
Perusahaan”. http://www.kain.or.id. Diakses, 22rbali 2012.

%Aruan, “Kebijaksanaan Pembinaan Hubungan Industridp://www.nakertrans.go.id.
Diakses, 27 Januari 2012.
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1. Dalam satu perusahaan hanya dapat dibuat satunjommj&erja bersama
yang berlaku bagi semua pekerja/buruh di perusateasebut.

2. Serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewadakerja/buruh dalam
melakukan perundingan pembuatan perjanjian kerjesabga dengan
pengusaha adalah yang memiliki anggota lebih d@gio Klima puluh
persen) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di pdrasaa yang
bersangkutan.

3. Perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangangah peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan apabila igirp@an kerja bersama
tersebut bertentangan dengan peraturan perundatagigan yang berlaku
maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal lgtmm dan yang

berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundadgngan.
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN PHK DAN KEDUDUKAN HUKUM
PKB DALAM PENYELESAIAN PHK

3.1. Alur Terjadinya PHK

Pada prinsipnya pekerja, pengusaha dan pemerintgip \melakukan
segala upaya untuk menghindari PEfkDengan kata lain, pelaku hubungan
industrial tersebut harus berusaha secara maksieghindari terjadinya PHK.
Oleh karena itu, PHK hanya dapat dilakukan apateldadapnya telah ada
kesepakatan antara pekerja atau serikat pekengfbutengan pemberi
kerja/pengusaha. Selain itu, PHK dapat juga dilakupabila salah satu pihak
melakukan kesalahan berat, yang untuk itu telah padasan pengadilan yang
sudah berkekuatan hukum tetap yang kemudian putB$#d dari Lembaga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LP#&hg berkekuatan hukum
tetap.

Kesalahan berat sebagai salah satu pelanggaraadagrhPKB, dalam
hukum perjanjian disebut dengan istilah wanprestd&nprestasi berasal dari
bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Adapkoman atau akibat-akibat
wanprestasi ada empat. Pertama, membayar kerugian diderita oleh kreditur
atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Keduappéalan perjanjian atau juga
dinamakan pemecahan perjanjian. Ketiga, peralihaikor dan keempat

membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakdapmin hakim.

8 Josner Simanjuntak mengatakan bahwa keterlibaministrasi Negara dalam
pembuatan kesepakatan kerja bersama bukan untulyatakan sah atau tidaknya perjanjian
melainkan hanya untuk menjamipenbaarhaid perjanjian perburuhan tersebut, karena itu tidak
bertentangan dengan asas konsensualisme. Josnanj@itak, “Peranan Pemerintah Dalam
Pembuatan Perjanjian Perburuhan”. http://www.digi.ac.id/gdl.php?mod. Diakses, 22
Februari 2012.

8" Hartono Widodo dan Judiantoro mengatakan bahwaalatagerseliihan hubungan
industrial yang timbul adalah kejadian yang wajaengingat berbagai tipe manusia yang bekerja
di peruahaan selalu akan berhadapan dengan ket pengusaha/majikan. Hartono Widodo
dan Judiantoro,Segi Hukum Penyelesaian Perselishan Perburuhan, Edisi Ke-1, (Jakarta:
Rajawali Pers: 1989). Hal. 23.
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Adapun hal-hal yang membolehkan dilakukannya PHHKpaa melalui

penetapan LPPHI adalah sebagai berikut :

a.

Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengundurarseltara tertulis
atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi tekanan iatemidasi dari
pengusaha.

Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjakgga.
Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengeatagan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, ataatgran perundang-
undangan, atau

Pekerja/buruh meninggal dunia.

Pekerja/buruh dipenjara karena melakukan tinda&rnzd

Sejalan dengan itu, Sri Subandini Gultom menyatdi@mva PHK yang

dapat dilakukan oleh pengusaha tanpa ada izirL&#HI adalah

a.

-~ o o 0o T

PHK yang dilakukan masih dalam tahap percobaamaker|

PHK itu didasarkan atas persetujuan pekerja yargphgkutan.

Masa kerja yang diperjanjikan memang sudah berakhir

Pekerja yang bersangkutan sudah memasuki masaipensi

PHK tersebut telah disetujui oleh serikat pekegag/bersangkutan, dan
PHK dilakukan karena keadaan darurat yang memartak fi

memungkinkan lagi untuk terus dilangsungkannya hgho kerja.

Suatu hal yang harus diperhatikan dalam kaitaneygah PHK ini adalah

pekerja/buruh yang di PHK selama belum ada penetagari LPPHI,

pekerja/buruh dan pemberi kerja/pengusaha harag tetelaksanakan segala

kewajibannya. Namun, sambil menunggu penetapamgysaha dapat melakukan

skorsing terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan dengamtken pemberi

kerja/pengusaha tersebut tetap membayar hak-hajpek

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa macacamaPHK adalah

sebagai berikut :

1. Pemutusan Hubungan Kerja Demi Hukum

8 Sri Subandini GultomApek Hukum Hubungan Industrial, Edisi Ke-1, (Jakarta: Hecca

Publishing, 2005). Hal. 81.
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Hubungan kerja dapat putus atau berakhir demi hylawntimya hubungan
kerja tersebut harus putus dengan sendirinya tdimeslukan tindakan salah satu
pihak, baik pekerja/buruh atau majiRarPekerja /buruh tidak perlu mendapatkan
penetapan PHK dari lembaga yang berwenang. PHK dmamum adalah
pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan seyalisehubungan dengan
berakhirnya jangka waktu perjanjian yang dibuahaotejikan dan pekerja/buruh.
PHK demi hukum terjadi apabila karena satu alasanladin hal hubungan kerja
oleh hukum dianggap sudah tidak ada dan oleh kanenialak ada alas hak yang
cukup dan layak bagi salah satu pihak untuk menyihak lainya guna tetap
mengadakan hubungan kerja.

Karena itulah pemutusan hubungan kerja terjaduykean karena sebab-
sebab tertentu baik yang datangnya dari pihak bumalupun majikan, pasal
1603e Perdata menyebutkan : “Perhubungan kerj&linerdemi hukum, dengan
lewatnya waktu yang ditetapkan dalam persetujuamponareglement atau dalam
ketentuan undang-undang atau lagi, jika itu tida& aleh kebiasaan”. Demikian
juga dalam pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kérjaor PER-05/MEN/1986
tentang kesepakatan kerja untuk waktu tertentutalles : “Kesepakatan kerja
untuk waktu tertentu berakhir demi hukum denganaki@rnya waktu yang
ditentukan dalam kesepakatan kerja atau dengarsas®y@ pekerjaan yang
disepakatinya”.

Meskipun pemutusan hubungan kerja itu terjadi dersgadirinya namun
para pihak dapat memperjanjikan untuk mengadakanbeetahuan apabila
perjanjian kerja itu berakhir. Pemberitahuan inintheaya dapat diikuti dan
ketentuan apakah perjanjian kerja/lhubungan keyaaltan diakhiri atau tidak.
Selain dapat terjadi karena berakhirnya jangka wahktrjanjian, pemutusan
hubungan kerja/perjanjian kerja demi hukum ini judapat terjadi karena
meninggalnya pekerja (pasal 1603e KUHPerdata jealPE3 Peraturan Menteri
Tenaga Kerja No. PER-05/PEN/1986). Ketentuan pasaldapat dimengerti
karena sesuai dengan asas hukum perjanjian yahgSolebekti disebut sebagai
asas kepribadian. Seperti yang disimpulkan darierkebn pasal 1331
KUHPerdata yang menentukan bahwa sesorang hanga ehemgikatkan diirnya

8 Imam S oepomoHukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta : Djambatan,
1990), hal.145
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sendiri. Akan tetapi jika yang meninggal dunia #&dalah majikan/pengusaha,

maka hubungan kerjanya tidak putus atau berakbsalp 1603 KUHPerdata jo.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerfaddd®ER-05/PEN/1986 °
PHK demi hukum dapat terjadi dalam Rk

1. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendir
Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sdyetineak memperoleh
uang penggantian hak dan juga diberikan uang pysaty besar dan
pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, pexratperusahaan atau
PKB. PHK dengan alasan pengunduran diri atas kemasendiri
dilakukan tanpa mengajukan gugatan kepada Pengadilabungan
Industrial.

2. Perubahan status, penggabungan, peleburan atabaparukepemilikan
perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia méfanjlnubungan kerja;

3. Perusahaan tutup, dimana perusahaan mengalangi&ersecara terus-
menerus selama dua tahun sehingga terpaksa hantigpdatau keadaan
memaksdgforce majeur).

4. Rasionalisasi, dalam hal ini PHK terhadap pekega/h karena
perusahaan bermaksud hendak melakukan efisienserj@duruh yang
akan diputuskan hubungan Kkerjanya karena rasi@saligi, harus
diperhatikan :

a. Masa kerja;
b. Loyalitas; dan
c. Jumlah tanggungan keluarga.

5. Perusahaan pailit.

6. Pekerja/buruh meninggal dunia.

7. Pengusaha dapat melakukan PHK tehadap pekerja/karaha memasuki
usia pensiun.

8. Pekerja/buruh mangkir (tidak masuk kerja) selamaalihari kerja atau

lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertyang dilengkapi

%0 H. Zainal Asikin et alDasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2008) hal.175-176

91 zaeni AsyahadieHukum Kerja : Hukum Ketenatakerjaan Bidang Hubungan Kerja,
(Jakarta : Rajawali Pres, 2008) , hal.206
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dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh peaiga dua kali secara
patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjd@yana dikualifikaikan
mengundurkan diri. Keterangan tertulis dengan byktg sah tersebut
harus diserahkan paling lambat pada hari pertankarjp¢buruh tidak
masuk kerja.

9. PHK oleh pekerja/buruh, meskipun dalam praktik, PHé&leh
pekerja/buruh sangat jarang atau bahkan tidak mongkla, namun
yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK giekerja/buruh

ini dimungkinkan.

2. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pihak Buruh/Pekerja

Pekerja/buruh  berhak memutuskan hubungan Kkerja asengara
mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Kehendékkumengundurkan diri ini
dilakukan tanpa penetapan oleh Lembaga Penyelefaeselisihan Hubungan
Industrial. Hak untuk mengundurkan diri melekat gasktiap pekerja/buruh
karena pekerja/buruh tidak boleh dipaksa untuk tekesla tiba ia sendiri tidak
menghendakiny&

Pekerja/buruh berhak untuk memutuskan hubungara ldgnpgan pihak
pengusaha, karena pada prinsipnya pekerja/burak tidieh dipaksa untuk terus-
menerus bekerjasama apabila ia sendiri tidak memngikénya. Dengan demikian
PHK oleh pekerja /buruh ini yang aktif untuk mernairdiputuskan hubungan
kerjanya adalah pekerja/buruh tersebut.

Pekerja/burun dapat mengajukan permohonan PHK kegathbaga
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialndélal pengusaha melakukan
perbuatar’”

1. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengandamageuruh.
2. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk kugdan perbuatan

yang bertemtangan dengan peraturan perundang-usmaang

2 Maimun, ‘Hukum Ketengakerjaan Suatu Pengantar” (Jakarta : Pradnya Paramita,
2007), hal.100

% Lalu Husni,Op.cit, hal.203
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3. Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditemtidelama tiga bulan
berturut-turut atau lebih.

4. Tidak melakukan kewajiban yang telah di janjikapa#a pekerja/buruh;

5. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakanreke di luar yang
diperjanjikan, atau

6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, kesd¢én, kesehatan
atau kesusilaan pekerja/buruh, sedangkan pekerjgasebut tidak

dicantumkan pada perjanjian kerja.

Pekerja/buruh dapat mengakhiri hubungan kerja dengeelakukan
pengunduran diri atas kemauan sendiri tanpa pemminta penetapan dari
lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Inalystrdan kepada
pekerja/buruh yang bersangkutan memperoleh uanggpetian hak sesuai
ketentuan Pasal 156 Ayat 4. Selain uang pengganélanpekerja/buruh diberikan
uang pisah yang besar dan pelaksanaannya diaamgsdrjanjian kerja, PP atau
PKB. Pekerja atau buruh yang mengundurkan dirietars harus memenuhi

syarat:>*

1. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara litergelambat-
lambatnya tiga puluh hari sebelum tanggal mulagpeduran diri.
2. Tidak terikat dalam ikatan dinas, dan

3. Tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal metagymduran diri.

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri tersebut Merldas uang
pengganti hak sebagaimana diatur dalam peraturamgeng-undangan. Bagi
pekerja/buruh yang tugas dan fungsinya tidak mewk&pentingan pengusaha
secara langsung, selain menerima uang penggantiibakikan pula uang pisah

yang besar dan pelaksanaannya diatur dalam perjakgija, PP, atau PKB.

% 1pbid, hal. 205

% Maimun,op cit, hal.101
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3. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Majikan/ Pengusaha

Bagi setiap pekerja/buruh, pengakhiran atau PHKa dsbuah mimpi
buruk. Setiap pekerja/buruh sedapat mungin menglaay agar dirinya tidak
sampai kehilangan pekerjaan. PHK dapat berarti @aal sebuah penderitaan.
Namun demikian, suka atau tidak suka, pengakhiratbuigan Kkerja
sesungguhnya adalah sesuatu yang cukup dekat iigat saungkin serta wajar

Seseorang pengusaha dalam mengembangkan usahangdu se
berkeinginan agar perusahaan yang dimilikinya daegglan dengan baik dan
sukses, hal ini dapat terlaksana apabila produkising-barang yang dihasilkan
dapat diminati dan laku terjual dipasaran dengageheelatif murah dan kualitas
baik. Salah satu keberhasilan yang didapat adalahya kerjasama yang baik
antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Kondisi keemitidak mudah
terlaksana terus-menerus karena setiap pekerj@'bacta yang patuh dan taat
pada pemimpin dan ada juga yang tidak mematuhntadriyang diberikaf’

Setiap orang mempunyai tujuan dan motivasi yangodmkxr dalam
melakukan pekerjaan. Bagi mereka yang tidak patain menentang perusahaan
dapat diberikan teguran atau sanksi bahkan yangh lédgas diputuskan
hubungan kerjanya.

Secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 13 Tal203,2PHK oleh
pengusaha/majikan disebabkan oleh :

1. Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlwnadisasi atau
pengurangan jumlah pekerja/buruh.

2. Pekerja/buruh telah melakukan kesalahan, baik &eaal yang melanggar
ketentuan yang tercantum dalam, perjanjian kerfa,aRu PKB (kesalahan
ringan), maupun kesalahan pidana (kesalahan bd?aWerja/buruh yang
diputus hubungan kerjanya karena alasan telah niddakkesalahan berat

hanya dapat memperoleh uang pengganti hak.

% Edi Sutrisno SidabutaPedoman Penyelesaian PHK, (Jakarta : Praninta Offset, 2007)
, hal.1

" SoedarjadiHukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Panduan bagi Pegusaha, Pekerja,
dan Calon Pekerja, Cetakan I, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2008).106l
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Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan rasionaditas kesalahan
ringan pekerja/buruh dalam undang-undang Nomordt8im 2003 pasal 151 ayat
(1) ditentukan bahwa pengusaha, pekerja/buruhkaenpekerja/buruh dan
pemerintah dengan segala upaya harus megusahakanaagan terjadi PHK.
Apabila upaya tersebut telah dilakukan, tetapi Pitkek dapat dihindari, maka
maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha daikatepekerja/serikat
buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkidgia menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh.

Apabila perundingan benar-benar tidak menghasilkaersetujuan,
pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kegardpakerja/buruh setelah
memperoleh penetapan dari lembaga PenyelesaiareliBiben Hubungan
Industrial. Permohonan penetapan PHK diajukan aetartulis kepada PHI
disertai dengan alasan yang menjadi dasarnya. Pemaa tersebut akan diterima
apabila rencana PHK tersebut dirundingkan oleh pesiga dan serikat
pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/burulapikgp pekerja/buruh yang
bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pelsenji&at buruh. Selama putusan
PHI belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pékarjgh harus tetap
melaksanakan segala kewajibannya, atau pengusgiad aeelakukan tindakan
skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalasepfHK dengan tetap wajib
membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bisesanda pekerja/buruff

4. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan
Pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin untrkghimdari

terjadinya PHK. Upaya-upaya yang dapat dilakukanngpsaha untuk
menghindari PHK dapat berupa pengaturan waktu kegaghematan (efisiensi),
pembenaran metode kerja, dan pembinaan kepadajgbkeuh. Pembinaan
dapat dilakukan kepada pekerja/buruh yang melanggtentuan yang diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ptjanian kerja bersama
dengan cara memberi surat peringatan pertama, kethra ketiga. Masing-
masing surat peringatan tersebut berlaku selamaer@n{) bulan kecuali
ditentukan lain dalam perjanjian kerja, PP, ataBPK

% Zaeni AsyahadieQp Cit, Hal. 197
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Apabila segala upaya telah dilakukan tetapi PHKapetidak dapat
dihindarkan, maksudnya PHK wajib dirundingkan gbeimgusaha dengan serikat
pekerja/buruh atau apabila pekerja/buruh bersaagktilak menjadi anggota
serikat pekerja/buruh, perundingan dapat dilakulkamgan pekerja/buruh secara
langsung. Apabila perundingan yang dilakukan tidenghasilkan kesepakatan
maka pengusaha mengajukan permohonan penetaparséddka tertulis kepada
lembaga penyelesaian hubungan industrial disertasaa yang menjadi
dasarnya?

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Inalusgételah menerima
permohonan PHK akan memanggil para pihak untuk rdaniketerangan di
muka persidangan. Berdasarkan pembuktian yangulligak dalam persidangan,
lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Inalustenetapkan keputusan
yang berisi menolak dan mengabulkan PHK yang dajukApabila lembaga
Penyelesaian Perselisthan Hubungan Industrial rma&qmérmohonan PHK maka
terhadap pekerja/buruh bersangkutan harus tetagkelijpkan. Apabila
permohonan PHK dikabulkan maka hubungan kerja puéukitung sejak
penetapan tersebut mempunyai kekuatan hukum t&tap.

3.2. Prosedur Penyelesaian Perselishan PHK

Perselisihan PHK termasuk dalam kategori penyelasaierselisihan
hubungan industrial bersama dengan perselisihan gerkelisihan kepentingan
dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat louRerselisihan mengenai PHK
ini terjadi karena para pihak atau salah satu pitid&k sepaham PHK yang
dilakukan. Ketidak sepahaman ini antara lain meagsah atau tidaknya alasan
PHK atau mengenai besaran kompensasi atas PHWu¢rse

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2@0dang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, agiar@gn mengenai

penyelesaian perselisihan PHK diatur dalam Undandadg Pemutusan

% Maimun,Op.cit hal.99

190 |pid, hal.100-101
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Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta No0.12 Tahur Aafg prosedur
penyelesaianya mulai dari tingkat kota P4D, P4ARpsa& Menteri Tenaga Kerja
dan terakhir ke Pengadilan Tata Usaha Negara semaga yang diatur dalam
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

Peraturan perundang-undangan lama yang mengatangepenyelesaian
PHK tersebut ternyata tidak efektif lagi untuk megah dan menaggulangi kasus-
kasus PHK. Hal ini disebabkan prosedur penyelesg@memakan waktu yang
cukup lama. Disamping itu hubungan antara pekemafb dengan pengusaha
merupakan hubungan yang lebih didasari atas keatpalpara pihak untuk
mengiktkan diri dalam suatu hubungan kerja. Selardglam hal satu pihak tidak
mengendaki lagi untuk terikat, maka sulit untuk menahankan hubungan yang
harmonis !

Perselisihan PHK sebagaimana disebutkan di atas pansipnya wajib
diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingampatit. Apabila dalam
perundingan ini ternyata menemukan kesepakatamngiea kesepakatan tersebut
harus dituangkan dalam perjanjian tertulis yangeldi$ dengan persetujuan
bersama (PB). Namun, apabila dalam perundingarirkipa ternyata gagal atau
para pihak tidak menemukan kesepakatannya, makada&pnya dapat dilakukan
upaya tripatrit yaitu mediasi atau konsiliasi.

Penyelesaian perselisihan dengan cara bipatritsilkasi, dan mediasi
merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadiédam hal ini LPPHI. Oleh
sebab itu, penyelesaian dengan cara-cara terselbng slisebut dengan istilah
non-litigasi, atau penyelesaian sengketa di luangpdilan. Sedangkan
penyelesaian perselisihan PHK melalui LPPHI disebahgan penyelesaian
perselisihan atau sengketa melalui litigasi.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa penyelesaiarelmban PHK dapat
dilakukan melalui dua alternatif. Alternatif pertaradalah non-litigasi, sedangkan
yang kedua adalah melalui litigasi. Untuk lebiragglya tentang kedua alternatif
penyelesaian perselisihan perburuhan tersebugwdalb ini akan diuraikan secara

lebih dalam.

191 |jhat penjelasan atas Undang-Undang No.2 TaHl®¥ 2entang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial
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3.21. Penyelesaian Perselishan PHK di Luar Pengadilan Hubungan
Industrial (Non Litigas)

3.2.1.1. Penydesain Perselishan PHK Mélalui Bipartit

Pasal 3 UU PPHI menentukan bahwa setiap perselisihbungan
industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebilahidu melalui
perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufaRarundingan
bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruhau atserikat
pekerja/burun dengan pengusaha untuk menyelesap@rselishan
hubungan industridf’®

Jangka waktu penyelesaian perselisihan melalui noemgan
bipartit adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejalggal dimulainya
perundingan, dimana apabila salah satu pihak mlengiéuk berunding
atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mpackesepakatan, maka
perundingan dianggap gadéf.

Apabila dalam perundingan bipartit dapat mencapasegakatan
penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama y#agdatangani oleh
pihak pekerja/buruh dengan pihak perusahaan, yampikat dan menjadi
hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihaktaSéidaftarkan oleh
para pihak yang melakukan Perjanjian pada Pengadiabungan
Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah panalpyang mengadakan
Perjanjian Bersam&”

Apabila perundingan tidak mencapai kata sepakatamalah satu
pihak mencatatkan perselisihannya ke instansi @ngnggung jawab di
bidang ketenagakerjaan pada Kabupaten/kota. Salatu $ukti
persayarataan yang mutlak dalam pencatatan terselalédh bukti atau

102 pasal 1 angka 10 Undang-Undang PenyelesaianliBiatsen Hubungan Industrial

103 pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Penyaked@erselisiahan Hubungan

Industrial

194 pasal 7 ayat (1) dan (2) ; Pasal 13 ayat (1)(@ne ; Pasal 23 ayat (1) dan (2) e
Undang-Undang Penyelesaian Perselisiahan Hubungasttial
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risalah perundingan bipartit, apabila bukti permgdn tidak ada, maka
pencatannya ditolak selanjutnya diberi waktu 30 katuk melakukan

perundingan bipartit, dan apabila bukti/risalahupelingan telah lengkap,
maka kepada pihak pengadu ditawarkan tenaga peayjateperselisihan

apakah melalui mediator atau konsiliator.

3.2.1.2. Penyelesain Perselishan PHK Melalui Medias

Penyelesaian melalui mediasi adalah penyelesaiad midlalui
musyawarah dengan ditengahi oleh seorang atau leletiiator yang
netral’®® Mediator adalah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNahg
diangkat oleh Mentrei untuk menangani dan menyiasakeempat
perselisihan dengan wilayah kewenangan pada Kabwijpaita. Mediator
dalam menjalankan tugasnya selalu mengupayakanej@sajyan secara
musyawarah.

Mediator dalam waktu selambat-lambatnya tujuh kerja setelah
menerima pelimpahan penyelesaian perselisinans lsaidah mengadakan
penelitian tentang duduknya perkara dan segera adakgn sidang
mediasi. Apabila penyelesaian melalui mediasi tiddkrcapai
penyelesaian, maka mediator mengeluarkan anjurauigedalam waktu
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejdé&rg) mediasi pertama
harus sudah disampaikan kepada para pihak. Dampeta dalam jangka
waktu sepuluh hari kerja setelah menerima anjugatulis juga harus
sudah memberikan jawaban secara tertulis kepad@atoegang isinya
menyetujui atau menolak anjuran mediator tersebut.

Apabila anjuran tertulis tersebut diterima olehgpaihak maka
dibuat persetujuan bersama (PB) yang selanjutnyeatatkan di
Pengadilan Hubungan Industrial, namun apabila anjuersebut ditolak
oleh salah satu pihak, maka pihak yang keberataydaly mencatatkan

perselisihannya ke Pengadilan Hubungan Industrial.

195 Y. zainal Asikin et. allbid, hal. 151
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3.2.1.3. Penyeesain Perselishan PHK Méelalui Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi adalah penyelesaRHK melalui
musyawarah yang ditengahi oleh oleh seseorangleléu konsiliator yang
netral. Para pihak yang berselisin jika telah telahpakat untuk
menyelesaikan perselisinan lewat konsoliasi, hanesgajukan permintaan
penyelesaian secara tertulis kepada konsoliatog yhininjuk dan disepkati
bersama. Konsoliator yang dapat dipilih adalah &batr yang wilayah
kerjanya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. $a@iator dipilih dari
daftar nama konsoliator yang dipasang dan diumunpleala kantor instansi
pemerintahan yang Dbertanggung jawab dibidang kgékesjaan
Kabupaten/Kota®

Tenggang waktu selambat-lambatnya tujuh hari kesgtelah
menerima permintaan penyelesaian secara tertwissdkiator sudah harus
mengadakan penelitian tentang duduk perkaranyaseétambat-lambatnya
pada hari kedelapan harus sudah dilakukan sidangsokesi. Dalam
menyelesaikan tugasnya konsoliator dapat menarsgdsi atau saksi ahli
untuk hadir dalam sidang konsoliasi guna dimintaan ddidengar
keterangannya. Setiap orang yang diminta keteraonggmnkonsoliator guna
wajib untuk memberikannya termasuk memperlihatkaktikoukti dan surat-
surat yang diperlukan misalnya buku tentang upahatsperjanjian kerja,
surat perintah lembur, dan lain-lain. Saksi atalsisahli yang datang
memenuhi panggilan sidang konsoliasi tersebut lerhaenerima
penggantian biaya perjalanan dan akomodasi yan@ries ditetapkan
dengan keputusan menté&H.

Apabila tercapai kesepakatan penyelesaian pefsatishubungan
industrial melalui konsoliasi, maka dibuat perjanji bersama yang
ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan diensoliator serta

didaftakan di Pengadian hubungan industrial padaggdilan negeri di

1% Maimun, ‘Hukum Ketengakerjaan Suatu Pengantar” (Jakarta : Pradnya Paramita,
2007), hal.157

197 1pid, hal. 158
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wilayah hukum pihak-pihak yang mengadakan perjanj@rja bersama

untuk mendapatkan akta bukti pendaftaf&nSebaliknya, dalam hal tidak

tercapai kesepakatan penyelesaian hubungan iralustiglalui konsoliasi,

maka :

a.

Konsoliator mengeluarkan anjuran tertulis.

b. Anjuran tertulis dari konsiliator selambat-lambainsepuluh hari

kerja sejak sidang konsoliasi pertama harus sudsdimgaikan
kepada para pihak.

Para pihak harus sudah memberikan jawaban secaristkepada
konsoliator yang isinya menyetujui atau menolakugan) tertulis
dalam waktu selambat-lambatnya sepuluh hari kegéelah

menerima anjuran tertulis.

. Pihak yang tidak memberikan pendapat dianggap rakrasjuran

tertulis.

Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulibagmimana,
maka selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak anjuentulis
disetujui, konsoliator harus sudah selesai membaara pihak
membuat perjanjian bersama untuk kemudian didaftarkli
pengadilan hubungan industrial pada pengadilanrndgeilayah
hukum, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kbgesama
untuk mendapatkan akta bukti pendaftai®n.

Apabila anjuran tertulis dari konsoliator ditolaklah satu pihak

atau lebih para pihak maka penyelesaiaan persalisiiselesaikan melalui

Pengadilan Hubungan Industrial.

198 pasal 23 ayat (1) UU PPHI

199 pasal 23 ayat (2) UU PPHI
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3.2.2. Penyelesaian Perselishan PHK Meéealui Pengadilan Hubungan
Industrial (Litigasi)

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) merupakan kgabpenyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang menggantikaferadaan P4D/AR°
Keberadaan PHI merupakan amanat dari Undang-Untlamg2 Tahun 2004
tentang PPHI yang diresmikan pada bulan Januarb.260Adapun lingkup
sengketa lembaga peradilan ini adalah perselisthdsungan industrial. Oleh
sebab itu, lembaga pengadilan ini hanya berwenaapeariksa, mengadili dan
memutus perselisihan di _hubungan industfial. Adapun lingkup sengketa
hubungan industrial yang dapat diselesaikan melalabaga ini adalah sebagai

berikut!*®

di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

di tingkat pertama dan terakhir mengenai persaskepentingan;

di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutbsanngan kerja;dan
di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisifantar serikat
pekerja/buruh dalam satu perusahaan.

Penyelesaian di tingkat kasasi

PONPE

o

119 salah satu pertimbangan lahirnya PPHI adalah bateiem era industrialisasi ini
masalah perselisihan hubungan industrial semakimmgkat dan kompleks, sehingga diperlukan
institusi dan mekanisme penyelesaian hubungan tnduyang cepat, tepat, adil dan murah.
Sudarto, “Problem Buruh dan Tanggung Jawab Neghttd:;//kompas.co.id. Diakses, 27 Februari
2012,

1 Gayuh Arya Hardika, mengatakan bahwa ada bebepapsoalan terkait dengan
kehadiran PPHI, antara lain yaitu; pertama, diganaka hukum acara perdata sebagai dasar
beracara di PHI. Ini yang menjadi persoalan, kardeagan demikian hal tersebut dapat
mempersempit kesempatan buruh untuk memperjuarkg@entingan dan hak-hak mereka yang
dilanggar. Kedua, terkait dengan kemampuan PHI kunnenyelesaikan beragam perkara
perselisihan perburuhan secara adil. Ketiga, bemkadengan mental korup yang melanda
sebagian aparat penegak hukum, dan masih kentalaffa peradilan di tubuh lembaga yudikatif.
Keadaan yang demikian ini dikhawatirkan dapat mbap&an PHI “terbeli” sehingga tidak
pernah serius menangani perkara yang diajukan lmlebh. Gayuh Arya Hardika, “Quo Vadis
Pengadilan Hubungan Industrial”, http://www.aluragim.ac.id. Diakses, 22 Februari 2012

12 Dalam upaya mewujudkan peradilan hubungan induisgeng kondusif seyogianya
Hakim-Hakim pada peradilan ini tidak hanya dituntuttuk melihat undang-undang sebagai
tulisan mati(dead letter rules), Hakim tidak boleh terlalu formalistik, tapi harusalistis dalam
melihat realitas yang ada. “Quo Vadis Pengadilabutigan Industrial”. http://www.apindo.or.id.
Diakses, 22 Februari 2012.

13 Basani Situmorang, “Penyelesaian Perselisihan higdu Industrial dan Pemutusan
Hubungan Kerja”. http://www.oocities.org/hukum97iperuhan.pdf. Diakses, 22 Februari 2012.
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Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 2 Tahun Z0éitang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mukcara yang berlaku di
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah hukeara perdata yang berlaku
pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umumatesecara khusus diatur
dalam undang-undang itu sendiff. Proses beracara di PHI diawali dengan
pengajuan gugatan perselisihan hubungan industizglkan kepada PHI pada
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputpsgmekerja/buruh bekerja.
Dalam gugatan yang diajukan, wajib dilampiri risalpenyelesaian melalui
mediasi atau konsiliasi. Ketiadaan risalah penyédes melalui mediasi atau
konsiliasi, menjadikan gugatan tersebut dikembalikambali kepada penggugat
(ditolak) 1

Pada prinsipnya gugatan yang sudah diajukan dhpabut kembali oleh
penggugat sebelum tergugat memberi jawabannya.nDakl perselisihnan hak
dan atau perselisinan kepentingan diikuti dengarsefisihan hubungan kerja,
PHI wajib memutus terlebih dahulu perselisihan rddn atau perselisihan
kepentingart’® Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pesiga dapat
bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara djd@dan Hubungan Industrial
untuk mewakili anggotanya.

Kemudian, setelah 7 (tujuh) hari kerja, Ketua Relilgn Negeri
menetapkan Majelis Hakim yang terdiri dari 1 (saitgng Hakim sebagai Ketua
Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Adhoc sebagai atay@ytajelis yang bertugas
untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang lkdajuDalam pemeriksaan
dengan acara biasa, 7 (tujuh) kerja Majelis Hakamus menetapkan pemanggilan
saksi atau saksi ahli. Para saksi atau saksi afiibwnemberikan kesaksian
dibawah sumpabh.

Persidangan di PHI pada prinsipnya terbuka untukmpkecuali Majelis
Hakim menetapkan lain. Sekalipun demikian, Hakinjitvenenjaga rahasia para

4 Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyeleda@selisihan
Hubungan Industrial. Pasal 57.

115 gehat Damanik, Hukum Acara Perburuhan, MenyelasaiRerelisihan Hubungan
Industrial Menurut UU No. 2 Tahun 2004, Disertain@ih Kasus. Edisi Ke-3, (Jakarta: Dss
Publishing, 2006). Hal. 67.

1% |ndonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyefeda@selisihan
Hubungan Industrial. Pasal 87.
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pihak yang bersengketa. Apabila salah satu piltlk tmengahadiri sidang tanpa
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, MajelikinHadapat melakukan

penundaan sidang. Penetapan hari sidang berikigrys sudah ditetapkan oleh
Majelis Hakim selambat-lambatnya 7 (tjuh) hari terhg sejak tanggal

penundaan. Penundaan sidang karena ketidakhadilaim satu atau para pihak
diberikan sebanyak-banyak 2 (dua) kali penundaaiar® hal penggugat atau
kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secautitfpiak datang menghadap
pengadilan pada sidang penundaan terakhir gugaadianggap gugur, akan
tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannyaidakal Sementara apabila
tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah gijppasecara patut tidak

datang mengahadap pengadilan pada sidang penutetaihir, maka Majelis

Hakim dapat memeriksa dan memutus perselisiharatdimadiri tergugat.

Apabila dalam persidangan pertama secara nyatamphak pengusaha
terbukti tidak melaksanakan kewajibannya membayshudan hak-hak yang
biasa diterima pekerja, Hakim Ketua Sidang harggerse menjatuhkan putusan
sela berupa perintah kepada pengusaha untuk metkaakewajibannya kepada
pekerja/buruh. Putusan sela dapat dijatuhkan padapkrsidangan itu juga atau
pada hari persidangan kedua. Dalam hal selama pesa@n sengketa masih
berlangsung dan putusan sela tidak juga dilaksanaksh pengusaha, Hakim
Ketua Sidang dapat memerintahkan sita jaminan dasmibuah penetapan
pengadilan Hubungan Industrial. Putusan sela danetBean Pengadilan
Hubungan Industrial tidak dapat diajukan perlawaman atau tidak dapat
digunakan upaya hukuf’

Seperti pemeriksaan sengketa perdata pada umuwnlingéll selain acara
pemeriksaan dengan acara biasa, dikenal juga pesaan dengan acara cepat.
Pemeriksaan dengan acara cepat dapat dilakukanlaapatdapat kepentingan
para pihak dan atau salah satu pihak yang cukuplesek yang harus dapat
disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yaegdkepentingan. Oleh
karena itu, para pihak atau salah satu pihak dagatohon kepada PHI supaya

pemerikasaan sengketa dipercepat. Setelah permolp@maeriksaan acara cepat

7 Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyefeda@selisihan
Hubungan Industrial. Pasal 96.
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dimohonkan, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) karja Ketua Pengadilan
Negeri harus mengeluarkan penetapan tentang dikabulatau tidaknya
permohonan tersebut. Penetapan pemerikasaan dengem pemeriksaan cepat
bersifat final atau tidak dapat digunakan upaya hukum. Apabilanpkonan
dengan acara pemeriksaan cepat dikabulkan, makaakKengadilan Negeri
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelahelliirkannya penetapan harus
menentukan Majelis Hakim, hari, tempat, dan wakidarsy tanpa melalui
prosedur pemerikasaatf. Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua
belah pihak masing-masing ditentukan tidak melebfhi{empat belas) hari kerja.
Kemudian, Majelis Hakim wajib menyelesaikan selatthmbatnya 50 (lima
puluh) hari kerja sejak sidang pertama. Putusamdklan Hubungan Industrial
mengenai perselisinan kepentingan dan perselisinéar serikat pekerja/serikat
buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan d&hir bersifat tetap.
Sedangkan putusan PHI mengenai perselisihan halpelselisihan PHK dapat
diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu bdpé belas) hari kerja.
Setelah putusan dibacakan, maka selambat-lambafny@ujuh) hari kerja
Panitiera Pengganti PHI harus sudah menyampaikanb@@&ahuan putusan
kepada pihak yang tidak hadir dalam sidang. Kenmjdialambat-lambatnya 14
(empat belas) hari setelah putusan ditandatanganitd?Pa Muda harus sudah
menerbitkan salinan putusan. Selanjutnya, paniBagadilan Negeri dalam
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sétedalinan putusan diterbitkan,
harus sudah mengirimkan salinan kepada para pihak.

Hal penting lainnya terkait dengan proses beraataa penyelesaian PHK
di PHI ini adalah Ketua Majelis Hakim PHI dapat meluarkan putusan yang
dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusadmjakan perlawanan atau
kasasi. Putusan PHI mengenai perselihan hak daselg@nan hubungan
industrial mempunyai kekuatan hukum tetap apalulaktdiajukan permohonan
kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selarabdidtnya 14 (empat
belas) hari. Terhadap pihak yang hadir, terhitugjgksputusan dibacakan dalam
sidang Majelis Hakim, tapi bagi pihak yang tidaldinaterhitung sejak tanggal

menerima pemberitahuan putusan.

118 |ndonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyefedaé@selisihan
Hubungan Industrial. Pasal §& 99.
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Secara singkat prosedur pengajuan gugatan dandgegan di PHI

sebagai berikut*®

9.

Gugatan diajukan ke PHI yang daerah hukumnya meligonpat domisili
buruh/pekerija;

. Gugatan harus dilampiri dengan risalah penyelesaelalui mediasi atau

konsiliasi. Jika risalah tidak disertakan Pengadilajib mengembalikan
gugatan kepada penggugat;

Gugatan harus mencantumkan pokok-pokok persoalarg yaenjadi
perselisihan beserta identitas para pihak dan dekuyang menguatkan
gugatan;

. Apabila perselisinan tersebut menyangkut persalisihak/kepentingan

yang diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungarna, PHI
memutuskan terlebih dahulu perkara perselisiharakak kepentingan;
Apabila proses beracaranya adalah proses cepat gesmohonan tertulis
salah satu pihak maka dalam tujuh hari kerja Set@géamohonan diterima,
Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapaanigiikabulkan atau
ditolaknya permohonan tersebut. Bila permohonaraluikan Ketua
Pengadilan Negeri dalam jangka waktu tujuh harjakeetelah keluar
penetapan menentukan Majelis Hakim, hari, tempan waktu sidang
tanpa prosedur pemeriksaan. Tenggat waktu untukagaw dan
pembuktian kedua belah pihak masing-masing dit@muldak melebihi
14 hari kerja;

Apabila dengan proses acara biasa, maka dalam wakng lama tujuh
hari kerja setelah penetapan Majelis Hakim, Ketuajelit akan
melakukan sidang pertama;

Apabila dalam sidang pertama secara nyata-nyaigugaha terbukti tidak
melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah lsektdnak lainnya
selama menunggu penyelesaian PHK, Hakim Ketua §idsegera
menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan pemgusmtuk
membayar upah beserta hak-hak lainnya yang bitesanaa buruh/pekerja
yang bersangkutan;

Apabila pengusaha mengabaikan putusan sela terseaka Hakim Ketua
Sidang memerintahkan sita jaminan dalam sebuahagsare PHI. Putusan
sela tersebutpun tidak dapat diadakan upaya perwatau upaya
hukum;

Selambat-lambatnya 50 hari kerja sejak sidang mpertdlajelis Hakim
memberikan putusannya; dan

10.Putusan Majelis Hakim tentang perselisihan kepgatindan perselisihan

antar pekerja dalam satu perusahaan bersifat fBedlangkan putusan
Majelis hakim PHI mengenai perselisihan hak dan PHiEmpunyai

kekuatan hukum yang tetap apabila dalam waktu 14 Kexja tidak

diajukan permohonan kasasi oleh pihak yang hadiu 44 hari kerja
setelah putusan diterima oleh pihak yang tidakradi

119 |ibertus JehaniHak-Hak Pekerja Bila di PHK, Edisi Ke-1. (Jakarta:Visi Media,

2006). Hal. 25-26.
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3.2.3. Tenggang Waktu Penyelesaian Perselishan PHK

Dalam UU PPHI ini, salah satu upaya yang dilakukkatuk mempercepat
penyelesaian setiap perselisihan demi kepastianrhykaitu dengan menentukan
batas waktu penyelesaian setiap perselisihan. €#bab itu, masing-masing cara
penyelesaian berbeda tenggang waktunya satu samadapun tenggang waktu
penyelesaian perselisihan hubungan industrial mndbgbatrit adalah paling lama
30 (tiga puluh) sejak tanggal dimulainya perundimg@edangkan penyelesaian
melalui mediasi dan konsiliasi selambat-lambatn@a (8ga puluh) hari kerja
terhitung sejak Mediator atau Konsiliator menerip@mintaan penyelesaian
perselisihan. Perpanjangan waktu penyelesaian ddpamungkinkan atas
kesepakatan para pihak dengan jangka waktu pergama 1l (satu) Kkali
perpanjangan selambat-lambatnya 14(empat belas)Kd®&nudian, penyelesaian
di tingkat pengadilan hubungan industreslambat-lambatnya 50 (lima puluh)
hari terhitung sejak sidang pertama dilakukan. igetaya, terhadap permohonan
kasasi yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung Ri&puidonesia harus
selesai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harjakesrhitung sejak tanggal
permohonan kasasi.

Adapun tujuan dari penetapan batas waktu penyalesperselisinan
hubungan industrial ini, diharapkan dapat mempercgposes penyelesaian
perselisihan hubungan industrial itu sendiri. Dendamikian, diharapkan suatu
persesilihan hubungan industrial harus sudah sekesan waktu tidak lebih 6

(enam) bulan.

3.3. Kedudukan Hukum PKB Dalam Penyelesaian PHK

Di bidang Hukum perburuhan/ketenagakerjaan terdapgd macam
sumber hukum yaitu kaedah hukum otonom dan kaedddunimn heteronom.
Kaedah hukum otonom adalah ketentuan-ketentuannmwyeng ditetapkan oleh
para pihak yang terikat dalam suatu hubungan keja antara pekerja/buruh
atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha ajanisasi pengusaha. Misalnya
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) daanian Kerja Bersama /PKB
(Collective Labor Agreement). Sedangkan kaidah hukum heteronom adalah
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ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan olehkpkletiga di luar para pihak
yang terikat dalam suatu hubungan kerja. Dalamrhadalah semua peraturan
perundang-undangan di bidang perburuhan yang pik@taatau disahkan oleh
pemerintah, yang antara lain adalah Undang Undang I8 Tahun 2003,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang24oTahun 2000

beserta peraturan pelaksanaantffa.

Pada dasarnya hukum perburuhan heteronom adalatukbeampur
tangan pemerintah yang dibuat dalam rangka mendreplengaturan dasar atas
segala hal yang terkait dengan obyek pengaturaelet dan wajib ditaati oleh
semua pihak. Ketentuan ini pada dasarnya menjaftirpan utama dalam rangka
membuat hukum perburuhan otonom yang dilakukan pkdterja / buruh dan
pengusaha / majikan. Maksud pemerintah membentukurhu perburuhan
heteronom ini agar para pelaku hubungan kerja yantahnya sangat banyak ini
tidak membuat ketentuan yang berpotensi menimbukicenflik, sekaligus dapat
dijadikan sebagai alat ukur utama dalam mengujkapahukum perburuhan
otonom yang dibuat sudah sesuai dengan standaatibatau tidak:?*

Dari uraian di atas dapat dilihat adanya perbegaambuat hukum otonom
dan heteronom, berimplikasi kepada lingkup kebewdak dari peraturan itu
sendiri. Oleh sebab itu, lingkup keberlakuan antarkum otonom dengan
heteronom adalah berbeda. Perbedaannya terletaid&emkupan keberlakuan
hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hukum otonaridku hanya kepada pihak-
pihak yang membuatnya sendiri. Oleh karena ituphuktonom ini lebih bersifat
kepada urusan pribadi atau hukum perdata. Sedarghkam heteronom lingkup
lakunya lebih luas. Dengan kata lain, keberlakuakum heteronom bersifat
umum. Oleh sebab itu, hukum yang bersifat heterob@sanya berada dalam
hukum publik.

Uraian di atas, tentang hukum otonom dengan hetarpnapabila
dihubungkan dengan PKB sebagai suatu perjanjiargy yhiouat secara tertulis

oleh pemberi dan penerima kerja, maka lingkup lg&unanya kepada pemberi

120 Aloysius Uwiyono, “Dinamika Ketentuan Hukum TemgaPesangon”, diakses dari
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol1718 Hggal 25 April 2012

121 Yogo Pamungkas, “ Hukum Perburuhan Heteronom @s&mom”, diakses dari
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2264Gggal 25 April 2012.
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dan penerima kerja dalam perusahaan yang bersamgk8edangkan hukum
heteronom, seperti undang-undang, lingkup lakumhzdad tidak terbatas. Dengan
kata lain, undang-undang berlaku untuk semua aiamga kecuali.

Adanya perbedaan lingkup laku serta kedudukan hu&tonom dengan
heteronom tersebut di atas, apabila dihubungkamateiPKB sebagai hukum
otonom bagi para pihak dalam melakukan suatu PH#anamat penting untuk
mengkaji kedudukan hukum PKB sebagai dasar dalangepesaian suatu PHK.
Hal ini penting, mengingat adanya hukum lain (h@tem) di samping PKB
(hukum otonom) dalam PHK tersebut. Untuk mengetdébih jauh dan jelas
tentang hal tersebut, di bawah ini akan dicobalumembahasnya secara lebih

mendalam.

3.3.1. Menurut Hukum Perburuhan/Ketenagakerjaan

Berbicara mengenai kedudukan hukum PKB sebagaardaslam
penyelesaian suatu PHK, tidak terlepas dari bagsamaposisi antara PKB
(hukum otonom) dan peraturan perundang-undangaamdaulkum perburuhan
(hukum heteronom). Pasal 127 Undang-Undang No. aBuit 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyebutkan sebagai berikut:

(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dasera@kuruh tidak
boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama.

(2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebag@ndimaksud
dalam ayat (1) bertentangan dengan perjanjian kenjsama, maka
ketentuan dalam perjanjian kerja tersebut batalidamkum dan
yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjiarak®jfsama.

Dari isi pasal tersebut di atas, dapat disimpulkamva kedudukan hukum
PKB adalah lebih tinggi dari pada perjanjian ketial ini dapat dilihat dari
kalimat pada pasal yang bersangkutan yang menyatakeara tegas bahwa
perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengarB.PKonsekuensi hukum
terhadap perjanjian kerja yang isinya bertentardgmgan PKB, maka perjanjian
kerja tersebut batal demi hukum dan yang berlalalahdPKB. Hal ini dapat
dilihat dari ayat (2) pasal yang bersangkutan.
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Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PKBsjdebih tinggi
kedudukannya dari pada perjanjian kerja. Oleh kai&n perjanjian kerja tidak
boleh bertentangan dengan PKB.

Apa yang disebutkan di atas, ditegaskan kembali phlesal 128 undang-
undang yang sama. Dalam pasal ini disebutkan baapahila perjanjian kerja
tidak memuat ketentuan-ketentuan yang diatur daRitB, maka ketentuan-
ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentwang ydiatur dalam PKB.
Adapun bunyi pasal 128 ini selengkapnya adalahgseleerikut:

Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturanaatuyang diatur dalam
perjanjian kerja bersama maka yang berlaku addiataraaturan dalam
perjanjian kerja bersama.

Hal senada juga ditekankan oleh pasal 129 undadgnrgnyang sama.
Dalam pasal ini dinyatakan bahwa suatu perusahdak boleh mengganti PKB
dengan peraturan perusahaan. Kemudian, apabilendalatu perusahaan tidak
ada serikat pekerja/buruh, maka perusahaan tergepat atau boleh mengganti
PKB dengan peraturan perusahaan sepanjang pergiarasahaan yang dibuat
tersebut tidak lebih tinggi kedudukannya dari pB&& yang diganti.

Melihat ketentuan dari pasal 129 undang-undanghkeikerjaan tersebut
di atas, dapat disimpulkan bahwa pasal ini juga gakai bahwa kedudukan
hukum PKB adalah lebih tinggi dari pada peraturatupahaan. Dikatakan
demikian, karena dalam ayat (2) pasal 129 terséibekankan bahwa peraturan
perusahaan yang dibuat sebagai pengganti PKB, tdéh lebih rendah dari
PKB yang diganti. Untuk lebih jelasnya di bawabh dituliskan bunyi dari pasal
129 undang-undang ketenagakerjaan tersebut sdierait:

(1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersalengan
peraturan perusahaan, selama di perusahaan yasanbkutan masih
ada serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat np@kerikat buruh
dan perjanjian kerja bersama diganti dengan penatgerusahaan,
maka ketentuan yang ada dalam peraturan perustitiakmoleh lebih
rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjiga kersama.
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Dari pasal 129 tersebut di atas, terlihat jelaswaalkedudukan hukum
PKB adalah lebih tinggi dari pada peraturan peragah Oleh karena itu,
peraturan perusahaan yang dibuat sebagai peng@di, harus memuat
ketentuan-ketentuan dari PKB yang diganti.

Pasal-pasal lain yang membahas tentang posisi huRKB dalam
hubungannya dengan keberlakuan hukum heterononotdaom apabila dilihat

dari Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah sebagkub:

1. Pasal 54 Ayat (2) “Ketentuan dalam perjanjian kegaéagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh berterdaangengan peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peratpeamdang-undangan
yang berlaku”.

2. Pasal 111 Ayat (2) “Ketentuan dalam peraturan @drasn tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan peraturan peruncet@noan yang berlaku”.

3. Pasal 124 Ayat (2) “Ketentuan dalam perjanjian &drgrsama tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undanggrbgdaku “.

4. Pasal 124 Ayat (3) “Dalam hal isi perjanjian keljarsama bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berldlagaenana dimaksud
pada ayat (2), maka ketentuan yang bertentangaebigr batal demi hukum
dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perat@amgang-undangan”.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwaatildari posisinya yang
lebih rendah bila dibandingkan dengan hukum hetargmrmaka maka PKB yang
merupakan perburuhan otonom tidak boleh bertentardgngan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu apabila ketardalam PKB bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan maka PKB dipngigak berlaku
sehingga yang berlaku adalah ketentuan yang dikelaasn hukum perburuhan
heteronom atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana dgeladskatas, dapat
disimpulkan bahwa kedudukan hukum PKB adalah lglsiggi dibandingkan
dengan peraturan perusahaan dan perjanjian kegaum kedudukan PKB
dibawah peraturan perundang-undangan. Apabila titata urutan ketentuan
perburuhan tersebut maka akan didapat kompg@&asama peraturan perundang-
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undangan di bidang perburuhan/ketenagakerjaan yhmmlai dari undang-
undang sampai dengan peraturan pelaksanaaKmeglaa PKB, ketiga peraturan
perusahaan darkeempat adalah perjanjian kerja. Oleh sebab itu, untuk
menghindari permasalahan hukum, seharusnya dalambuat ketentuan PKB
para pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/burainus h senantiasa
memperhatikan ketentuan sebagaimana terdapat d®daal 54, Pasal 111, Pasal
124, Pasal 127 dan Pasal 128 Undang-Undang Ketieergagn tersebut di atas.
Dengan demikian, diharapkan peraturan yang dikeraebut dapat diberlakukan
dengan baik dan efektif pada tataran implementasi.

Apabila dihubungkan dengan PKB sebagai dasar dpéanyelesaian suatu
PHK, maka secara hukum PKB tersebut adalah bertsgi pengusaha dan
buruh/pekerja sepanjang ketentuan mengenai PHieherstidak bertentangan
dengan hukum atau peraturan perundang-undangam daitéang perburuhan.
Dalam pengertian ini, PKB tersebut harus memenyéias-syarat sahnya suatu

perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1324R¢tlata.

3.3.2. Menurut Hukum Perjanjian

Dalam bab terdahulu telah diuraikan bahwa ber#asar asas
konsensualisme dan kebebasan berkontrak, maka dSRE® yang telah
memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian,amaérjanjian tersebut
mengikat secara hukum pihak-pihak yang membuatejak sadanya konsensus
atau kata sepakat diantara mer&k&erdasarkan kedua asas ini, suatu PKB yang
terhadapnya telah ada kesepakatan para pihak B&iBatersebut memenuhi
sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalanh 1333a KUHPerdata, maka
PKB tersebut merupakan undang-undang bagi pihadkpiang membuatnya.

Dari uraian tersebut di atas, dihubungkan dengagkup laku dari PKB
tersebut, maka PKB merupakan peraturan yang beatdaom bagi pihak-pihak
yang membuatnya. Dalam pengertian ini, PKB mempukgaludukan yang
sangat kuat bagi pemberi kerja/pengusaha dan péxeanjh.

122 R, Subekti,Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Edisi Ke-VI, (Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti, 1992). Hal. 5.
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BAB IV
ANALISISKEABSAHAN PHK BERDASARKAN KESALAHAN BERAT
YANG DI ATUR DALAM PKB

4.1. Keabsahan Kesalahan Berat Yang Diatur Dalam PKB Sebagai Alasan
PHK
4.1.1. Berdasarkan Hukum Perburuhan/K etenagakerjaan

Sebagaimana telah diuraian pada bab sebelumnyd, salu jenis alasan
terjadinya PHK adalah karena pekerja/burun melakdesalahan berat. Dalam
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 disebutkan bahwagysama dapat
memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buarpat melalui penetapan
LPPHI dengan alasan pekerja/buruh telah melakukasalahan berat.
Pekerja/buruh dikategorikan melakukan kesalahaat agrabild® :

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapaangadan/atau uang
milik perusahaan.

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukhimgga merugikan
perusahaan.

c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, maintkin/atau
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat ddikéinnya di
lingkungan kerja.

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dklingan kerja.

e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengimtamieman sekerja
atau pengusaha di lingkungan kerja.

f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk medakyerbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-usaaang

g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiddtam keadaan
bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkamugiar bagi
perusahaan.

h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman &eltarj pengusaha

dalam keadaan bahaya di tempat kerja.

123 pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 28@@ng Ketenagakerjaan
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I. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaag s@marusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.
j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahgang diancam

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

PHK yang dilakukan oleh pengusaha tersebut terskbhuis didukung
dengan bukti bahwa pekerja/buruh tertangkap tangm® pengakuan dari
pekerja/buruh yang bersangkutan, atau ada buktidarupa laporan kejadian
yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusalyaag bersangkutan dan
didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.saks

Apabila diperhatikan substansi dari materi PHK atasalahan berat
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut padarmd/a diambil dari
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-150/Men/2@8@tang Penyelesaian
PHK dan Penetapan Pesangon, Uang Penghargaan Maga dan Ganti
Kerugian di Perusahaafi* Perbedaannya adalah PHK atas kesalahan berat dalam
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dapat dilakukan glehgusaha secara
langsung, sedangkan menurut Kepmenaker PHK yaagutidn pengusaha harus
terlebih dahulu mendapat izin dari panitia daerasap.

Menurut Kepmenaker No.Kep-150/Men/2000, pengusalpatddiberikan
izin untuk melakukan PHK apabila pekerja/buruh reekan kesalahan sepéfft

a. Penipuan, pencurian dan penggelapan barang / udikgp@ngusaha

atau milik teman sekerja atau milik teman pengusaha

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukahingga

merugikan pengusaha atau kepentingan Negara.

c. Mabok, minum - minuman keras yang memabokkan, maxamakai
obat bius atau menyalahgunakan obat - obatan aagaatau obat -

obatan perangsang lainnya yang dilarang oleh paratperundang -

124 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/M@@(2 merupakan peraturan
pelaksanaan Undang —-Undang No.12 Tahun 1964 tenPmmgutusan Hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta.

125 pasal 18 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Repiitdi@nesia No. Kep-150/Men/2000
tentang Penyelesaian PHK dan Penetapan Pesangng, Rémghargaan Masa Kerja dan Ganti
Kerugian di Perusahaan.
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undangan, di tempat kerja, dan di tempat - tempaty yditetapkan
perusahaan.

d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan pernjutiisempat kerja.

e. Menyerang, mengintimidasi atau menipu pengusahatataan sekerja
dan memperdagangkan barang terlarang baik dalamkulmgan

perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.

f. Menganiaya, mengancam secara phisyk atau mentalghima secara
kasar pengusaha atau keluarga pengusaha atau sekeaja.

g. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk meakslesuatu
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau ilkesusserta

peraturan perundangan yang berlaku.

h. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaamatatemarkan
nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusalgasgaarusnya
dirahasiakn kecuali untuk kepentingan negara.

i. Hal - hal lain yang diatur dalam perjanjian kerjtaua peraturan

perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.

Dalam perkembangan pemberlakuannya, PHK atas kesalderat,
sebagaimana diatur Undang-Undang Ketenagakerjésn Mahkamah Konstitusi
RI dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayatiiang-Undang Dasar
1945. Ketentuan PHK atas kesalahan berat dalam R&8aUndang-Undang
Ketenagakerjaan tersebut bersifat diskriminatif asec hukum. Dikatakan
demikian karena perbuatan kesalahan berat dimalksladah masuk dalam
kualifikasi perbuatan tindak pidana yang menurusaPd 70 Undang-Undang
No.13 Tahun 2003 tidak perlu mengikuti proses pegreet lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, melainkan perfgusdapat melakukan PHK
secara langsung.

Dengan demikian ketentuan ini telah melanggar insembuktian,
terutama asas praduga tak bersalah dan kesamakepah hukum sebagaimana
dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, karenalpaS8 memberikan
kewenangan pada pengusaha untuk melakukan PHK nietegan pekerja/buruh

melakukan kesalahan berat targue process of law melalui putusan pengadilan
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yang independen dan imparsial, melainkan cukupdadeygan keputusan pengusaha
yang didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlujdkeabsahannya menurut hukum
acara yang berlaku. Seharusnya penilaian penilaéasalah atau tidaknya seorang
pekerja/buruh yang diduga melakukan kesalahant lfgasmg menyangkut tindak
pidana) menjadi kewenangan pengadilan bukan mekgagdenangan pengusaha.

Di lain pihak, Pasal 160 menentukan secara berlyadta, buruh/pekerja yang
ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga kuian tindak pidana tetapi
bukan atas pengaduan pengusaha, diperlakukan s#sogan asas praduga tidak
bersalah(presumption of innocence) yang sampai bulan keenam masih memperoleh
sebagian dari hak-haknya sebagai buruh, dan apg@tegadilan menyatakan
buruh/pekerja yang bersangkutan tidak bersalahguysama wajib mempekerjakan
kembali buruh/pekerja tersebut. Hal tersebut dipagdsebagai perlakuan yang
diskriminatif atau berbeda di dalam hukum yang dsgengan dengan UUD 1945,
dan ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakanédahdonesia adalah negara
hukum, sehingga Pasal 158 oleh Mahkamah Konstilusyatakan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian semenjak Mahkamah Konstitusi mekgat bahwa
pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentagtgnig@gakerjaan adalah
inkonstitusional, dinilai bertentangan dengan Umglimdang Dasar 1945, maka
pengusaha tidak dapat lagi secara langsung memg&&rja/buruhnya. Hal ini
dasarkan pada asgsesumption of innocence atau asas praduga tidak bersalah.
Oleh karena itu, pengusaha baru dapat mem-PHK jpdikeruh yang diduga
melakukan kesalahan berat tersebut apabila terhgdapelah ada putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Tenaga Kergn dlransmigrasi
melalui Surat Edaran No.SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 Baigt Putusan Mahkamah
Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Na3 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Terhadap Undang—Undang Dasar Rlepmolonesia Tahun
1945 yang menyatakan bahwa, pasal 158 Undang-UnNand3 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku sepanjangrbadda putusan pengadilan
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pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhkdsglahan berat yang akan
dijadikan dasar hukum PHK?®

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesalakeat lyang terdapat
dalam pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003amgrKetenagakerjaan
adalah berlaku atau dapat dijadikan dasar untuk-REi seorang pekerja/buruh
apabila terhadapnya telah ada putusan pidana yetkgkuatan hukum tetap dari
pengadilan dalam daerah hukum yang bersangkutat S#bab itu, PHK yang
dilakukan oleh pemberi kerja/pengusaha yang di#lasapada kesalahan berat
sebagaimana diatur dalam PKB, yang terhadapnyanbatla putusan pengadilan
pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka PHKRetselalah tidak sah secara
hukum. Dikatakan demikian, karena PHK tersebuthtdd@rtentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan/atau putusan Kahka Konstitusi

sebagaimana telah diuraikan pada alinea terdahtlu.

4.1.2. Berdasarkan Hukum Perjanjian

Sebagaimana telah disebutkan dalam bab terdahalwyeb PKB sebagai
suatu perjanjian atau kesepakatan antara pembeja/gengusaha dengan
penerima kerja/buruh yang dituangkan dalam benéutulis harus memenuhi

126 Menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi melaluiasw@darannya (SE) Nomor: SE-
13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah KdustiAtas Hak Uji Materil Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjadmdiap Undang —Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.

127 Maruar Siahaan dalam bukunya Hukum Acara Mahkatdahstitusi Republik
Indonesia mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 2C(lgyUUD 1945, putusan Mahkamah
Konstitusi itu memiliki sifat,pertama merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhi
sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum atalawanan hukum dakedua bersifat final
(legaly binding), maksudnya putusan MK mengikat sebagai normamuejak diucapkan dalam
persidangan. Lebih lanjut Maruar Siahaan menjaladkahwa putusan MK sejak diucapkan di
Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan kekuaesekutorial. Kekuatan mengikat putusan
Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan pdagadliasa, yaitu tidak hanya meliputi
pihak-pihak yang berperkaranierpartes) yaitu pemohon, pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak
terkait yang diizinkan memasuki proses perkarapieputusan tersebut juga mengikat semua
orang, lembaga negara dan badan hukum yang adadlajiatv Republik Indonesia. la belaku
sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembusng-undang. Hakim MK dikatakan
sebagainegative legisatoir yang putusannya bersifetga omnes, yang ditujukan pada semua
orang. Sedangkan kekuatan eksekutorial diartikdmvhahakim Mahkamah Konstitusi adalah
negative-legislator dan putusannya berlaku sebagai undang-undang tétigd memerlukan
perubahan yang harus dilakukan dengan amandemeruatiang-undang yang bagian tertentu
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Untuk putusan Mahkamah Konstitusi perlu
dimuat dalam berita negara agar setiap orang mamgietya.
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Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Syaratisysahnya suatu perjanjian
berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata ada empat, yadanya kecakapan,
kesepakatan, sebab yang halal dan hal tertentu.

Mengacu pada syarat-syarat sahnya suatu perjargibagaimana
disebutkan di atas, sudah barang tentu suatu PK®y yedak memenuhi
persyaratan tersebut adalah dapat dibatalkan atal demi hukum. Suatu PKB
akan batal demi hukum apabila PKB tersebut tidakmerauhi syarat-syarat
obyektif dari suatu perjanjian. Adapun syarat-siyaryektif suatu perjanjian
yaitu hal tertentu dan sebab yang halal. Sedangkamat-syarat subyektif dari
suatu perjanjian adalah mengenai kecakapan dapadesan para pihak.

Adapun konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinyaratysubyektif ini
dalam suatu PKB, mengakibatkan PKB tersebut dajpatalkan apabila hal ini
dimohonkan oleh salah satu pihak baik pekerja/bungupun pemberi kerja/
pengusaha. Kemudian, apabila dalam PKB tersebu fidak terpenuhi adalah
syarat-syarat obyek obyektif suatu perjanjian, mBK& tersebut secara hukum
adalah tidak sah atau batal demi hukumall(and void). Oleh sebab itu, suatu
PHK yang di dasarkan pada kesalahan berat sebagmiteedapat dalam PKB,
yang mana PKB tersebut tidak memenuhi syarat-syabgektif dari suatu
perjanjian, maka PHK tersebut adalah tidak sahraelcakum. Demikian juga
dengan PHK yang didasarkan pada kesalahan sebagaidiatur dalam PKB
yang isinya sama dengan kesalahan berat yang dlatam pasal 158 undang-
undang ketengakerjaan dan terhadap kesalahantbesabut belum ada putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Rii€but juga batal demi
hukum.

Dalam kaitannya dengan PHK yang didasarkan padaldtemn berat,
pasal 1603n KUHPerdata mengatakan sebagai berikut :

Masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kegapa

pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atau tangagindahkan

aturan-aturan yang berlaku bagi pemberitahuan pesant hubungan
kerja; tetapi pihak yang berbuat demikian tanpasgtejuan pihak lain,
bertindak secara bertentangan dengan hukum, kebualiia sekaligus
membayar ganti rugi kepada pihak lain atas dasaniean Pasal 1063q,
atau ia memutuskan hubungan kerja secara demikergath alasan
mendesak yang seketika itu diberitahukan kepadzkpéin.
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Mengacu pada bunyi pasal tersebur di atas, degdtat bahwa kesalahan
berat dalam pasal tersebut diartikan sebagai penbuatau tindakan yang
bertentangan dengan hukum. Kemudian, para pihakmdauatu PKB yaitu
pemberi dan penerima kerja, pada prinsipnya dap&tkukan PHK, apabila salah
satu pihak bertindak tidak sesuai atau bertentadgagan hukum.

Pasal 1603n KUHPerdata di atas, apabila dikaitdengan putusan
Mahkamah Konstitusi tentarjgdicial review atas Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenegakerjaan, maka isi pasal idalsuidak berlaku. Dengan
kata lain, pasca dibacakannya putusan Mahkamah tikistersebut, maka
dengan sendirinya para pihak tidak berhak melakUkdiK apabila salah satu
pihak melakukan kesalahan berat atau perbuataakiamdyang melanggar hukum.
Perbuatan atau kesalahan berat tersebut hanydanssah secara hukum djadikan
sebagai dasar untuk melakukan PHK apabila terhaapelah ada putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. G&#ab itu, PHK yang
dilakukan berdasarkan kesalahan berat atau kasedaia satu pihak bertindak atau
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hulang,terhadap itu belum
ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, tetaga PHK tersebut
dengan sendirinya tidak sah atau batal demi hukum.

Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengammhsebagaimana
disebutkan dalam pasal 1603n, oleh pasal 16030 Kdditta diartikan sebagai
alasan-alasan mendesak. Dalam pasal ini disebath@nila majikan memandang
perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengammhyang dilakukan oleh
pekerja/buruh bersangkutan dapat dikategorikangseledasan mendesak, maka
majikan atau pemberi kerja/pengusaha tersebut dapktkukan PHK terhadap
yang bersangkutan. Apa yang disebutkan dalam pasaflalah sama dengan isi
pasal 158 undang-undang ketenagakerjaan. Perbeli@atara kedua pasal ini
hanya terletak pada istilah yang digunakan terhaéiddakan atau perbuatan yang
bertentangan dengan undang-undang, hukum atau PW&takan demikian,
karena dalam pasal 158 undang-undang ketenagakeajagan-alasan mendesak
ini diistilahkan dengan kesalahan berat, yang dafenanya kepada pemberi
kerja/pengusaha diberikan kewenangan untuk melakURBEK. Untuk lebih
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jelasnya tentang lingkup dari alasan-alasan mekdesibagai dasar yang dapat
digunakan oleh majikan atau pemberi kerja untuk FRetK pekerja/buruhnya, di
bawah ini akan dikutip pasal yang bersangkutan.p@dabunyi dari pasal 16030
KUHPerdata tersebut adalah sebagai berikut :

Bagi majikan, yang dipandang sebagai alasan-alasmuesak dalam arti
pasal yang lalu adalah perbuatan-perbuatan, sifdt-@au sikap buruh
yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan, bdidak pantaslah
majikan diharapkan untuk meneruskan hubungan kejasan-alasan
mendesak dapat dianggap ada, antara lain :

1) jika buruh, waktu mengadakan perjanjian, mengelabajikan
dengan memperlihatkan surat-surat yang palsu apaisdkan,
atau sengaja memberikan penjelasan-penjelasan pBalsada
majikan mengenai cara berakhirnya hubungan kerng lema;

2) jika ia temyata tidak mempunyai kemampuan ataurigggapan
sedikit pun untuk pekerjaan yang telah dijanjikaajny

3) jika ia, meskipun telah diperingatkan, masih meantjik
kesukaannya minum sampai mabuk, mengisap madaaidatau
suka melakukan perbuatan buruk lain;

4) jika 1a melakukan pencurian, penggelapan, penipadau
kejahatan lainnya yang mengakibatkan ia tidak lagndapat
kepercayaan dari majikan;

5) jika ia menganiaya, menghina secara kasar ataukoiela
ancaman yang membahayakan majikan, anggota kelzaga
anggota rumah tangga majikan atau teman sekerjanya;

6) jika ia membujuk atau mencoba membujuk majikan,gatey
keluarga atau anggota rumah tangga majikan, atawarte
sekerjanya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan g yan
bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;

7) jika ia dengan sengaja atau meskipun telah dipatiien,
dengan sembrono merusak milik majikan atau menikaioul
bahaya yang sungguh-sungguh mengancam milik maifikan

8) jika ia dengan sengaja atau meskipun telah dipatkag dengan
sembrono menempatkan dirinya sendiri atau orang dailam
keadaan terancam bahaya besar;

9) jika mengumumkan seluk beluk rumah tangga atauspéaan
majikan, yang seharusnya la rahasiakan;

10) jika ia bersikeras menolak memenuhi perintah-pehintvajar
yang diberikan oleh atau atas nama majikan;

11) jika ia dengan cara lain terlalu melalaikan kewajikewajiban
yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian; dan

12) jika ia karena sengaja atau sembrono menjadi tichaknpu
melakukan pekerjaan yang dijanjikan. Janji-janji nya
menyerahkan keputusan ke tangan majikan mengersiyad
alasan memaksa dalam arti Pasal 1603 n, adaladh bata

Universitas Indonesia
Keabsahan keputusan..., Muh. Muzakki Ismail, FH Ul, 2012.



81

Melihat isi pasal tersebut di atas, terlihat jetmdhwa pada prinsipnya
kategori dari alasan-alasan mendesak adalah sangardekategori kesalahan
berat sebagaimana terdapat dapat pasal 158 unddagg ketenagakerjaan,
walaupun tidak semua kesalahan berat dalam pas8l dffang-undang
ketenagakerjaan tercakup oleh pasal 16030 KUHRetdegebut.

Dari isi pasal 16030 KUHPerdata tersebut dapatmisikan bahwa, pada
mulanya PHK majikan atau pemberi kerja/pengusapatdztau dibolehkan untuk
mem-PHK pekerja atau buruhnya, apabila pekerjafbuyang bersangkutan
melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentaaggan melanggar hukum.
Apabila pasal 16030 KUHPerdata ini, dihubungkangd@nputusan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana disebutkan di atas, pasajelas sudah tidak dapat
diberlakukan lagi. Dengan kata lain, sekalipun peleuruh dalam masa kerjanya
melakukan perbuatan atau bertindak tidak sesuaigatenhukum, namun
terhadapnya tidak dapat dilakukan PHK, apabila a#ap perbuatan yang
dilakukan tesebut belum ada putusan pengadilan ielag berkekuatan hukum
yang tetap. Oleh karena itu, apabila majikan atambieri kerja/pengusaha
melakukan PHK terhadap buruh yang bersangkutarabarkian alasan mendesak
atau kesalahan berat tersebut, sebelum ada pytesagadilan yang berkekuatan
hukum tetap tentang itu, maka PHK yang dilakukaalad tidak sah atau batal
demi hukum.

Masih dalam kaitannya dengan kesalahan berat alasamdesak ini,
sebagai alasan untuk melakukan PHK, pasal 1603p Radithta menyebutkan
bahwa pekerja/buruh juga berhak melakukan PHK aennenti bekerja pada
suatu perusahaan apabila pemberi kerja/pengusalyebgasangkutan dalam masa
kerjanya melakukan perbuatan atau tindakan yanteriagan dengan hukum
yang dapat dikategorikan sebagai alasan mendeaakkasalahan berat. Adapun
bunyi dari pasal 1603p KUHPerdata ini adalah selagyakut :

Bagi buruh, yang dipandang sebagai alasan-alasawlesak dalam arti
Pasal 1603 n adalah keadaan yang sedemikian rupehingga
mengakibatkan bahwa tidak pantaslah buruh diharapkantuk
meneruskan hubungan kerja. Alasan-alasan mendegak dianggap ada.
antara lain:
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jika majikan menganiaya, menghina secara kasarmaéakukan
ancaman yang membahayakan buruh, anggota keludgaga a
anggota rumah tangga buruh, atau membiarkan parbuat
semacam itu dilakukan oleh anggota rumah tangga lasauh
lain bawahannya;

jilka ia membujuk atau mencoba membujuk buruh, atagygo
keluarga atau anggota rumah tangga buruh untuk kolcda
perbuatan yang bertentangan dengan undang-undazg at
kesusilaan atau membiarkan pembujukan atau pencobaa
pembujukan semacam itu dilakukan oleh anggota rutaiatga
atau buruh lain bawahannya;

jika ia tidak membayar upah pada waktunya;

jika, dalam hal makan dan pemondokan dijanjikan,tidak
memenuhinya secara layak;

jika ia tidak memberikan cukup pekerjaan kepadautbuyrang
upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaanditaigikan;

jika ia tidak memberikan atau tidak cukup memberikantuan,
yang dijanjikan kepada buruh yang upahnya ditetapka
berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan;

jika ia dengan jalan lain terlalu melalaikan kewaji-kewajiban
yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian;

jika i1a, dalam hal yang tidak diwajibkan oleh sifatbungan
kerja, menyuruh buruh, meskipun buruh menolak, kintu
melakukan pekerjaan di perusahaan seorang mapkan |

jlka hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya besag
mengancam jiwa, kesehatan, kesusilaan atau narkabbaih,
yang tidak melihat pada waktu pembuatan perjanjian;

10) jika buruh,. karena sakit atau karena alasan-al&sandi luar

salahnya menjadi tidak mampu melakukan pekerjaang ya
dijanjikan itu. Perjanjian yang menyerahkan kepaituke tangan
buruh mengenai adanya alasan mendesak dalam adi F&03
n, adalah batal.

Melihat bunyi pasal tersebut di atas, dapat disikgou bahwa antara

pemberi kerja/pengusaha dan pekerja/buruh mempumlaiyang sama untuk

melakukan PHK. Dikatakan demikian, karena pekeuja/h dengan sendirinya

dapat berhenti kerja, bilamana pemberi kerja/pestgusyang bersangkutan

ternyata bertindak atau berbuat sesuatu yang banigen dengan hukum. Hal ini

apabila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstisgbagaimana telah

diuraikan terdahulu, adalah berbeda. Dalam putustinkamah Konstitusi

tersebut yang dilarang melakukan PHK adalah penfteja/pengusaha bukan

pekerja atau buruh sekalipun dasar untuk melaki#dld tersebut adalah sama

yaitu karena alasan mendesak.
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Dari keseluruhan uraian di atas tentang kesalahemat bdan alasan
mendesak sebagai alasan atau dasar untuk melaRik#anpada mulanya antara
pemberi kerja/pengusaha dan penerima kerja/buruinpmeyai hak yang sama
untuk melakukan PHK atas dasar hal tersebut. Dehkgésa lain, kedua belah
pihak dapat melakukan PHK secara sepihak, apalhikk yang lain melakukan
perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengdwmhuyang dapat
dikategorikan sebagai alasan mendesak atau kepaladiat. Namun, kedua
ketentuan ini berubah seiring dengan perkembangé&nnh. Dengan kata lain,
adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyata#iwa pasal 158 undang-
undang ketenagakerjaan adalah inkonstitusionalanggagan sendirinya kedua
ketentuan tersebut adalah tidak berlaku lagi, d#paintuk itu belum ada putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

4.2. Keabsahan PHK Berdasarkan Kesalahan Ber at

4.2.1. Analisis Perkara Sabar Edward Yansen Siregar v. PT. Huntsman
Indonesia Putusan No.100.PK/Pdt.Sus/2009

a. Deskripsi Kasus

Sabar Edward Yansen Siregar adalah pekerja PT.shkhamt Indonesia
dengan jabatan terakhir sebagagional Promotion Manajer. Dalam jabatannya
tersebut dan untuk kepentingan pelaksanaan tughsyr £dward Yansen Siregar
diberikan fasilitas KartlAmerican Express dan sebuah telepon genggam. Fasilitas
tersebut digunakan oleh Sabar Edward Yansen Siregémk kepentingan
pribadinya, padahal Sabar Edward Yansen Siregamgetahui dan memahami
bahwa penggunaan Kartu American Express tersebalaladterbatas untuk
kepentingan bisnis PT. Huntsman Indonesia dan thakh digunakan untuk
kepentingan pribadi. Hal inilah yang menjadi asalasal perkara antara Sabar
Edward Yansen Siregar dengan PT Huntsman Indonesia.

Dalam pemeriksaan dan Kklarifikasi yang dilakukdehoPT Huntsman
Indonesia dengan Sabar Edward Yansen Siregar, pargangkutan mengakui

telah menggunakan kartu kredit American Expres&rill Huntsman Indonesia
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untuk kepentingan pribadi. Adapun penggunaan karerican Express untuk
kepentingan pribadinya adalah sebagai berikut:

1. Pada 3 Desember 2006, menggunakan Kartu AmericameEx untuk
pembayaran atas belanja pribadi di Sofitel Hoteié¢t@ng, China;

2. Pada 17 Desember 2006, menggunakan Kartu Ameriganegs untuk
pembayaran Beauty and Foot Care di Grand IntemadtidHotel,
Guangzhou, China;

3. Menggunakan Kartu American Express untuk membagamainan Jet
ski dan Javana di Park Royal Penang; dan

4. Pada 20 November 2006, menggunakan Kartu AmericapreSs
melakukan perjalanan pribadi ke Medan dan mengaiadotel Danau
Toba International.

Pemakaian Kartu American Express sebagaimanaulisebdi atas, telah
diakui oleh Sabar Edward Yansen Siregar tertan@falMaret 2007. Dalam
pertemuan tersebut, Sabar Edward Yansen Siregaa jumengakui bahwa
perbuatan yang dia lakukan adalah merupakan pedasmgdPasal 64 ayat (3) PKB
PT. Huntsman Indonesia Periode 2006-2007 dan Peddiealaku Bisnis dari
Huntsman. Pasal 64 ayat (3) PKB PT. Huntsman InglanBeriode 2006-2007
Huntsman menyatakan bahwa “Demi tegaknya disiplien derwujudnya
ketenangan bekerja dan berusaha, maka pekerja yanyata bersalah
berdasarkan salah satu sebab di bawah ini akamhdiligkan seketika dengan
alasan mendesak yang dilaksanakan menurut ketepgmandang-undangan yang
berlaku”. Ketententuan lain dalam PKB PT. Hunstnhagonesia yang dituduh
dilanggar oleh Sabar Edward Yansen Siregar ialaalP®.1 (b), 59.2 (e) dan 64.
(3). Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adsédiagai berikut:?®

a. Pasal 59.1 (b), Pekerja harus jujur, bersunggulygum dan berhati-hati
dalam pekerjaannya;

b. Pasal 59.2 (e), Menyalahgunakan milik atau tanahsadaan; dan

c. Pasal 64 (3), Mencuri, memalsukan dokumen, mermpoggelapan, atau
kejahatan lainnya.

128 perjanjian Kerja Bersama PT. Hunstman Indonesisal59.1 (bjo.2 (e) dan 64. (3)
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Sedangkan Pedoman Prilaku Bisnis PT. Hunstmannksla “mengenai
pemakaian aset” mengatakan bahwa "Penggunaan fasgitas atau layanan
untuk tujuan-tujuan yang terlarang, tidak pada t@mya atau tanpa wewenang
adalah dilarang. Pencurian atas aset atau layaraebut oleh karyawan akan
berakibat pada penerapan tindakan disipliner atd Btau tuntutan perdata
maupun pidana atas karyawan tersebut. Perlengkaiséem, fasilitas dan barang
pasokan milik Huntsman hanya boleh digunakan untugnjalankan bisnis
Huntsman atau untuk tujuan-tujuan yang disetujunayj@men. Pembatasan ini
berlaku untuk semua aset Huntsman dari berbaga, jrmasuk email, voice
mail dan fasilitas Internet. Karyawan tidak bolelemiberikan komitmen yang
mempengaruhi aset perusahaan, kecuali jika telaidapat persetujuan dengan
benar. Kebijakan Penggunaan komputer, email, d@mni@et Hunstman mengatur
secara detail tentang penggunaan dan pembatasguterserta sistem informasi
berbasis komputer Huntsman" ;

Sementara Pedoman Prilaku Bisnis PT. Hunstmannkgla tentang
“pencurian atau perilaku serupa” mengatakan balsemdla tindakan karyawan
tentang pencurian, penipuan, penggelapan, pembagieara tidak benar, atau
konversi properti yang tidak adil, termasuk milikrpsahaan, adalah jelas-jelas
dilarang, tanpa melihat apakah tindakan tersebpdatdaerakibat pada pemrosesan
kriminal". "Pelarangan ini termasuk penggunaan @aign atas perlengkapan
komunikasi, komputer, dan fasilitas terkait mili&rpsahaan, atau aset perusahaan
lainnya, termasuk, tapi tidak terbatas pada infainyang merupakan hak milik
Perusahaan serta rahasia niaga".

Selain pelanggaran penggunaan Kartu American Bgpmilik PT.
Huntsman Indonesia untuk kepentingan pribadinyégns® periode November
2006 hingga Januari 2007, Sabar Edward Yansendsijega telah menggunakan
Telepon Selular (GSM) milik Perusahaan untuk kepganh pribadinya dan hal
ini telah diakui oleh Sabar Edward Yansen Siregardhsarkan Risalah
Pertemuan tertanggal 20 Maret 2007. Akibat tindakaiar Edward Yansen
Siregar tersebut PT. Huntsman Indonesia mengalarmgkan keuangan.

Kesalahan dan atau pelanggaran lainnya yang jugieuklan oleh Sabar

Edward Yansen Siregar adalah keterlambatannya resaykean pertanggung
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jawaban seluruh penggunaan uang kepentingan p&jaldinas periode Oktober
2006-Januari 2007. Hal Ini Merupakan Pelanggaraas KB PT Huntsman

Indonesia Pasal 64 ayat (3) dan Pedoman PerilalamiBiPT Huntsman.

Seharusrya Sabar Edward Yansen Siregar mengetamunemahami bahwa uang
kepentingan perjalanan dingsash advance) dari periode Oktober 2006 hingga
Januari 2007 tidak boleh digunakan untuk kepentiqg#adi dan harus dibayar
tepat waktu. Keterlambatan pertanggungjawaban giasggunaan uang
kepentingan perjalanan din&sash advance) untuk kepentingan pribadinya dari
periode Oktober 2006 hingga Januari 2007 adalah :

1. Pada 8 November 2006 Sabar Edward Yansen Siregaggueakan uang
perusahaan untuk kepentingan pribadinya dengan eierhktas merek
Pierre Cardin seharga Rp. 607.000,- tanpa memiatsetujuan terlebih
dahulu kepada PT. Huntsman Indonesia.

2. Pada 17 November 2006 Sabar Edward Yansen Siregaggunakan
uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya dengatakukan
pembelian merchandise di Mirota Batik Surabaya ggh&p. 495.500,-
tanpa persetujuan PT. Huntsman Indonesia.

3. Pada 5 Januari 2007 Sabar Edward Yansen Siregaggmeakan uang
perusahaan sebesar Rp. 396.743,- untuk makan madianvalley
Restaurant Dago Bandung untuk kepentingan pribadiByaya tersebut
pun kemudian diklaim penggantiannya oleh Sabar EdiwWansen Siregar
ke PT. Huntsman Indonesia.

Bahwa terhadap kesalahan-kesalahan Sabar EdwaselY&iregar, PT.
Huntsman Indonesia mengeluarkan surat skorsingniggal 20 Maret 2007 No:
30/I/HR-05/07. Dalam Surat Skorsing tersebut PT.ntslnan Indonesia
memberitahukan Sabar Edward Yansen Siregar untuknbeleukan segala
kegiatan yang berkaitan dengan kegiatannya padarizepen Promotion PT.
Huntsman Indonesia, termasuk menghentikan komurfikdmingan bisnis
dengan mitra bisnis PT. Huntsman Indonesia.

Menyikapi surat skorsing tersebut, Sabar Edwardsga Siregar melalui
kuasa hukumnya telah mengirimkan surat tertanggal Maret 2007,
N0.128.HUK.110/JSDR-00/07. Surat tersebut berisimpdonan pertemuan di
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Kantor Kuasa Sabar Edward Yansen Siregar pada 2@tNe®07. Atas surat
kuasa hukum Edward Yansen Siregar tersebut, PT.tsham Indonesia
memberitahukan pada Sabar Edward Yansen Siregadikesm PT. Huntsman
Indonesia untuk memberikan klarifikasi atas SkaysBabar Edward Yansen
Siregar dan PT. Huntsman Indonesia mengajukanwmduk menunda pertemuan
karena adanya aktifitas internal Perusahaan hitdgspril 2007.

Kemudian, PT. Huntsman Indonesia pada tanggal il A007,
mengeluarkan surat No.44/E/HR-05/07, perihal peitdieran keputusan akan
melakukan proses PHK, skorsing dan, undangan pewgend bipartite, dan
mengundang Sabar Edward Yansen Siregar untuk nielakyperundingan
bipartite dalam rangka membicarakan proses PHK rS&athaard Yansen Siregar
pada 13 April 2007 di kantor Kuasa PT. Huntsmarofesia. Menanggapi surat
PT. Huntsman Indonesia No.44/E/HR-05/07, Sabar Edlwéansen Siregar
melalui kuasanya kemudian mengirimkan surat tegahglO April 2007
mengenai tanggapan atas surat PT. Huntsman Indortesbar Edward Yansen
Siregar pada 13 April 2007 tidak hadir untuk mekdw perundingan bipartite.
Dengan demikian sesuai surat PT. Huntsman Indonegsnggal 9 April 2007,
tindakan Sabar Edward Yansen Siregar dianggap mlenképutusan PHK
tersebut. Dengan adanya penolakan tersebut, malak tdiperlukan lagi
perundingan bipartite, maka PT. Huntsman Indondstspendapat bahwa
perundingan bipartit berkenaan dengan PHK ini tglkadal.

Kegagalan tersebut di atas, menjadikan PT. Humtsnmadonesia
mengajukan permohonan pencatatan perselisihan fabunndustrial ke
Sudinakertrans Kodya Jakarta Timur. Setelah peawaft dilakukan tepatnya
pada 23 Juli 2007, dilakukan mediasi yang dihadlieh Sabar Edward Yansen
Siregar dan kuasa hukumnya. Dari hasil mediasi elterts Mediator
Sudinakertrans Kodya Jakarta Timur pada tanggaliB2007 mengeluarkan
surat No.:158/1-835-3 yang isinya menganjurkan:

1. Agar PT. Huntsman Indonesia dalam PHK terhadapr3adbaard Yansen

Siregar bersedia memberikan uang pisah 1 (sataplkdtor; dan
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2. Agar Sabar Edward Yansen Siregar bersedia meneRidK yang
dilakukan oleh PT. Huntsman Indonesia dengan pearbaysebagaimana

tersebut pada butir 1 (satu).

Anjuran dari Sudinakertrans Kotamadya Jakarta Titetsebut diterima
oleh PT. Huntsman Indonesia. Oleh karena itu, Rintsiman Indonesia bersedia
untuk membayarkan kepada Sabar Edward Yansen 6irggdau Uang
Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat 4 UU No.ah8m2003 dan uang pisah
sesuai Pasal 73 ayat (2e) PKB PT Huntsman Indopesiade 2006-2007 sebesar
1 bulan upah. Adapun dasar perhitungan dimaksudaladapah pokok
Rp.9.631.454, uang Pisah sesuai Pasal 73 ayats@asar 1 Bulan upah
Rp.9.631.454, uang Penggantian Hak, cuti tahunag palum diambil (14 hari)
Rp.7.375.815, sehingga menjadi Rp.17.007.269,dd&arkan hal-hal tersebut di
atas, PT. Huntsman Indonesia mohon kepada PHIpexgadilan Negeri Jakarta
Pusat agar memutuskan tanggal berlaku PHK adalaituteg sejak 30 September
2007 dan menetapkan kewajiban PT. Huntsman Indanediadap Sabar Edward
Yansen Siregar adalah sebesar Rp. 17.007.269,-.

Terhadap gugatan tersebut, Sabar Edward Yansergabirtelah
menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sehghkmengajukan gugatan balik
sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai karyawan Sabar Edward Yansen Sikgam memangku
jabatan, tugas dan tanggung jawabnya, Sabar EdWargen Siregar
senantiasa menjunjung tinggi disiplin perusahaaenunjukan dedikasi
yang baik, mempunyai loyalitas, dan memberikantpseserta kontribusi
yang baik dalam memajukan perusahaan;

2. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 (sepuluh hari sebalikenakan
skorsing), Sabar Edward Yansen Siregar mendapatqgsiodariRegional
Bisnis Group Head Asia Pacific yang berkedudukan di Negara China. Hal
ini membuktikan bahwa PT. Huntsman Indonesia S&uohvard Yansen
Siregar dalam menjalankan tugas dan tanggung jay@abtelah

menunjukkan nilai-nilai positif bagi manajemen Pintsman Indonesia,
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3. Bahwa dengan kondisi tekanan psikis Sabar Edwardséfa Siregar,
akhirnya dengan terpaksa dihadapan PT. Huntsmaonésih, Sabar
Edward Yansen Siregar menandatangani Risalah Reatetersebut; dan

4. Bahwa setelah Risalah Pertemuan tersebut ditargtaiaisabar Edward
Yansen Siregar, mendapatkan tekanan dan ancamanHBftsman
Indonesia yang tiada henti, bahkan seketika larggséT. Huntsman
Indonesia menyerahkan surat Skorsing Sabar Edwanksef Siregar.

Sejak inilah Sabar Edward Yansen Siregar merinmastkorsing.

Setelah penjatuhan skorsing kepada Sabar Edwardseviarsiregar,
kemudian PT. Huntsman Indonesia melakukan tekasieamtn kepada Sabar
Edward Yansen Siregar antara lain yaitu; melaraafgpSEdward Yansen Siregar
Konvensi keluar ruangan dan menggunakan fasiliéasok, membekukan semua
kegiatan Sabar Edward Yansen Siregar, melarangr &aveard Yansen Siregar
berkomunikasi dengan customer/Klien PT. Huntsmamomesia dan menarik
semua fasilitas dinas dari PT. Huntsman Indonesia.

Setelah tekanan-tekanan oleh PT. Huntsman Indonespada Sabar
Edward Yansen Siregar sebagaimana diuraikan dj BlsHuntsman Indonesia
kembali mengancam Sabar Edward Yansen Siregar deéh@adua) pilihan yaitu:
Pertama, agar Sabar Edward Yansen Siregar segera mengajskaat
permohonan pengunduran diri sebagai akibat permbuptanggaran disiplin
berat. Kedua, Jika Sabar Edward Yansen Siregar keberatan unemkgajukan
permohonan pengunduran diri, Sabar Edward Yanseeg&i dianjurkan
menempuh jalur mediasi.

Berlarut-larutnya permsalahan antara PT. Huntsnmatoriesia dengan
Sabar Edward Yansen Siregar, menjadikan PT. Humsmdonesia membawa
permasalahan ini ke PHI pada Pengadilan Negerirtdakdusat. PHI pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2tudreb2008 kemudian

mengeluarkan putusan tentang gugatan yang dimohorigesebut melalui
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putusannya No. 281/PHI.G/2007/PN.Jka.Pst. Adapuar goutusannya adalah
sebagai berikut®

N

Menolak gugatan PT. Huntsman Indonesia; dan
Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 500.00pa ratus ribu
rupiah).

Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusabte di atas, tidak

dapat diterima oleh PT. Huntsman Indonesia. Oleteria itu, perusahaan ini

mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonasikessebut, kemudian

pada tanggal 18 September 2009 diputuskan oleh &maak Agung melalui

putusannya No. 391 K/Pdt. Sus/2009. Adapun amarspanya berbunyi sebagai

berikut°

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Indugtadl Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat No. 281/PHI.G/2007/PNJktRejga 21 Februari
2008; dan

3. Mengabulkan gugatan PT. Huntsman Indonesia untukweya;

4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PT. Huntsinaonesia
dengan Sabar Edward Yansen Siregar terhitung miaaggal 30
September 2007;

5. Menghukum PT. Huntsman Indonesia untuk membayag kampensasi
Putus Hubungan Kerja kepada Sabar Edward Yanseng&aBisebesar Rp.
22.558.140,- (dua puluh dua juta lima ratus limdupudelapan ribu
seratus empat puluh rupiah); dan

6. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasakep@da Negara.

Atas putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Sabamard Yansen

Siregar melalui kuasa hukumnya pada tanggal 3 Beb2009 mengajukan

permohonan peninjauan kembali secara lisan. Pemaohpeninjauan kembali

kuasa hukum Sabar Edward Yansen Siregar yang aisdegngan memori

129 pytusan Pengadilan Hubungan Industrial pada BéagaNegeri Jakarta Pusat No.

281/PHI.G/2007/PN.Jka.Pst. Perkara antara Sabaaifedviansen Siregar melawan PT. Huntsman
Indonesia

130 Mahkamah Agung melalui putusannya No. 391 K/Bds/2009. Perkara antara Sabar

Edward Yansen Siregar melawan PT. Huntsman Indanesi
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peninjauan kembali, kemudian diputus oleh Mahkamgbng pada tanggal 13
Januari 2010 melalui putusannya No.:100 PK/PdtZ®1€). Adapun amar

putusannya adalah sebagai berikt:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemdteninjauan; dan
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

b. Analisa Keabsahan PHK Berdasarkan Hukum Perburuhan dan

Perjanjian

Dari deskripsi kasus tersebut di atas, terlihasidahwa dasar hukum PT.
Hunstman Indonesia mem-PHK Sabar Edward Yanserg&@iradalah karena
Sabar Edward Yansen Siregar menyalahgunakan éaskiéntor yaitCredit Card
dan Handphone. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 59.1 (b),(BP.RKB dan
Pasal 64. (3) Pedoman Prilaku Bisnis PT. Hunstmdanesia. Pelanggaran atas
ketentuan tersebut akan berakibat pada penerapdakén disipliner atau PHK
atau tuntutan perdata maupun pidana atas pekergpbersangkutan.

Deskripsi kasus tersebut apabila dikaitkan denggik tbahasan dalam
tesis ini, maka fokus kajian dan atau analisa daaim bab ini hanya mengenai
keabsahan PHK yang dilakukan oleh PT. Hunstmannesia terhadap Sabar
Edward Yansen Siregar yang kemudian dikuatkan dtetusan Peninjauan
Kembali Mahkamah Agung No. No.:100 PK/Pdt.Sus/2010.

Dalam bab terdahulu telah disebutkan bahwa PKBahdaherupakan
perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberiakgang didalamnya secara
umum memuat ketentuan kerja serta hak dan kewajdekerja dan pemberi
kerja. PKB sebagai suatu perjanjian, terhadapnylakiesyarat sahnya perjanjian
sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdatangiing syarat lain yang
ditentukan secara khusus oleh peraturan perundadgagan di bidang
perburuhan. Kemudian, merujuk pada pasal 1338 KUuiRa dinyatakan bahwa
perjanjian yang dibuat secara sah (memenuhi P828l KUHPerdata) mengikat

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

131 pytusan Mahkamah Agung No.:100 PK/Pdt.Sus/201@Perantara Sabar Edward
Yansen Siregar melawan PT. Huntsman Indonesia
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Terkait dengan syarat perjanjian sebagaimana dissbudalam pasal
1320 KUHPerdata. Keempat syarat dalam pasal terstibagi ke dalam dua
kategori. Kecakapan dan kesepakatan masuk dalasgdtatsyarat subyektif
karena menyangkut subyek pembuat perjanjian. Kesmydhal tertentu dan sebab
yang halal masuk dalam kategori syarat yang berslifgektif karena menyangkut
obyek perjanjian.

Pemilahan syarat perjanjian ke dalam dua kategbihlditujukan kepada
akibat hukum dari tidak terpenuhinya salah satuaytersebut dalam suatu
perjanjian (PKB). Dengan kata lain, apabila syawabyektif dalam suatu PKB
tidak terpenuhi, maka PKB tersebut dapat dibatali@edangkan apabila PKB
tidak memenuhi syarat obyektif, maka akibat hukuanB¥KB tersebut batal demi
hukum 6ull and void).

Sebenarnya pada bab pembahasan tentang PKB yd#éuBadb I, syarat
tentang PKB ini telah dikaji secara dalam dan kbugdleh karena itu, kajian
tentang ini tidak lagi dibahas secara lebih dalamelainkan sekedar
mengaitkannya dengan kasus PT. Hunstman Indonediadap Sabar Edward
Yansen Siregar.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dasar hukimH&nstman
Indonesia dalam mem-PHK Sabar Edward Yansen Siadmah Pasal 59.1 (b),
59.2 (e) PKB dan Pasal 64. (3) Pedoman Prilakni8BT. Hunstman Indonesia.
Ketentuan ini apabila dihubungkan dengan syaratysaperjanjian (PKB), dapat
dikatakan bahwa PKB tersebut melanggar Putusan &mahk Konstitusi No.
012/PPU-1/2003 yang diputuskan pada tanggal 281@kt2004->* Oleh karena
itu, PKB tersebut secara langsung juga melanggaty@n perundang-undangan
di bidang perburuhan atau ketenagakerfdamengan demikian, PKB tersebut
dapat dikatakan melanggar syarat obyektif darilsp&rjanjian yaitu mengenai
sebab yang halal.

Sebab yang halal mempunyai makna bahwa suatu pandfPKB) tidak

boleh bertentangan dengan hukum/peraturan perundaiang, kebiasaan,

182 «Sebelum  PHK, Perusahaan Harus Punya Putusan &jdan
http://www.hukumonline.com/beritaDiakses, 4 Maret 2012

133 “pHK Berkembang Dalam Praktek”, http://www.hukurtine.com/berita/baca/
Diakes, 4 Maret 2012.
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ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan lamytang dianggap sebagai suatu
ketentuan atau aturan. Berdasarkan hal ini, dajanpulkan bahwa PKB PT.
Hunstman Indonesia tersebut melanggar hukum ataatupan perundang-
undangan dan oleh karenanya PKB tersebut batal Hakum (null and void).
Dengan demikian secara hukum PKB tersebut tidalalker Dengan demikian,
PHK yang dilakukan berdasarkan PKB ini juga menjatik sah secara hukum.
Sayangnya dalil ini tidak pernah diungkapkan olelada hukum Sabar Edward
Yansen Siregar baik dalam persidangan maupun pagdgan atau bantahan yang
diberikan.

Dengan asumsi bahwa PKB PT. Hunstman Indonesiaaladsdh dan
mengikat pekerja dan pemberi kerja secara hukumunaPHK yang dilakukan
oleh PT. Hunstman Indonesia terhadap Sabar Edwashsefi Siregar
sebagaimana dikuatkan oleh Mahkamah Agung melallusannya No.:100
PK/Pdt.Sus/2010, secara hukum adalah tidak sah.iftdtarenakan putusan
tersebut telah melanggar norma hukum khususnyasauatilahkamah Konstitusi
Republik Indonesia nomor: 012/PUU-1/2003 Tentangm®@onan Pengujian
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagahker Dalam
putusannya ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indoae salah satunya
membatalkan pasal 158 Undang-Undang No. 13 TahuQ3 2Uentang
Ketenagakerjaan yaitu tentang kesalahan berat sebagar untuk melakukan
PHK. Pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Kosistérsebut sudah barang
tentu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Und8iemgl3 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, putusaitkdmah Agung No.:100
PK/Pdt.Sus/2010, secara hukum adalah tidak satrasdugkum karena telah
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebmgka PT.
Hunstman Indonesia hanya sah melakukan PHK terh&dhpr Edward Yansen
Siregar apabila terhadap tuduhan melakukan kesaldieaat tersebut telah
mendapatkan putusan pidana dari pengadilan yanghsbdrkekuatan hukum
tetap. Selain itu, PHK tersebut juga melanggar Stdaran Menakertrans
bernomorSE-13/MEN/SJ-HK/I/2005Dalam poin 3 huruf a Surat Edaran Menteri

itu disebutkan bahwa pengusaha yang akan melak&##id dengan alasan
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pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks Pdshlayat (1), maka PHK
dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidamay yalah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Sejalan dengan itu, pihak Depnakertrans vyaitu Gasdigandi,
mempertegas putusan MK yang menetapkan bahwa pmgusdak dapat
seenaknya mem-PHK pekerja/buruh yang sedang ditdkemena diduga
melakukan kesalahan berat. Beliau juga mengacu pada 3 huruf a SE
Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/1/2005, yang meas&gn bahwa
pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasarerjgiblruh
melakukan kesalahan berat, maka PHK dapat dilakidetelah ada putusan
hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukuzap t&*

Gandi menambahkan keluarnya SE Menakertrans Nol3A#EN/SJ-
HK/I/2005 juga merupakan respon atas kekhawatiratangan pengusaha
mengenai kewajiban mereka untuk membayar upah kepekkerja/buruh mereka
yang ditahan karena diduga melakukan pidana. Dé&latin butir 3 huruf b SE
Menakertrans tersebut, ditetapkan apabila pekenalbditahan oleh pihak yang
berwajib dan pekerja/buruh tidak dapat melaksamgb@kerjaan sebagaimana
mestinya maka berlaku ketentuan Pasal 160 UndamigténNo. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaa.

Uraian tersebut di atas, apabila dihubungkan dergmsus antara PT.
Hunstman Indonesia dengan Sabar Edward YansenaSirdgnana PHK yang
dilakukan oleh PT. Hunstman Indonesia didasarkata g2KB yang secara teori
batal demi hukum, maka secara hukum PHK terselgat patal demi hukum. Hal
ini dikarenakan dasar yang dijadikan oleh PT. Hwast Indonesia dalam mem-
PHK Sabar Edward Yansen Siregar adalah PKB yaiadf iérlaku secara hukum.
Dengan demikian, suatu keputusan yang didasarkda gasuatu yang tidak sah
tentunya putusan tersebut juga tidah sah secaranhukemikian juga halnya
dengan putusan Mahkamah Agung No0.100 PK/Pdt.Sud/201

13 “pHK Karena Kesalahan Berat Harus Tunggu Putusaeng&dilan”,
http://www.hukumonline.comDiakses, 4 Maret 2012.

%% pid.

Universitas Indonesia
Keabsahan keputusan..., Muh. Muzakki Ismail, FH Ul, 2012.



95

4.2.2. Analisis Perkara Ir. Romel Ginting v. Total E. P. Indonesia Putusan
No0.096.PK/Pdt.Sus/2010

a. Deskrips Kasus

Kasus antara Ir. Romel Ginting PT. Total E. P. Indonesia terjadi pada
akhir 2007. Ir. Rommel Ginting adalah salah satty&aan pada PT. Total E. P.
Indonesia sejak 15 September 1989. Saat permaradaitara Ir. Romel Ginting
v. PT. Total E. P. Indonesia terjadi, Ir. Rommel @igtsudah menjabat sebagai
Head Service Electrical Method pada PT. Total E. P. Indonesia. Dalam poisisinya
sebagaiHead Service Electrical Method, Ir. Rommel Ginting berwenang dan
bertanggung jawab membuat serta menentukan kailkbl&gneering Estimate
yang akan dipakai sebagai proses pengadaan ataubel@m UPS
Rectifier/Charger.

Ir. Romel Ginting sebagailead Service Electrical Method dituduh telah
membocorkan rahasia perusahaan dalam proses pengatdan pembelian UPS
Rectifier/Charger-PO No0.4300007476 kepada PT. Primigratama Sejati.
Pembocoran rahasia perusahaan dilakukan dengannearberitanukan nilai
Engineering Estimate kepada PT. Prima Mitratama Sejati (peserta lelang)

Dalam penelusuran yang dilakukan terhadap tuduhambuocorkan
rahasia perusahaan yang dilakukan oleh Ir. Romir@j diperoleh fakta bahwa
dalam membuat kalkulasi Engineering Estimate sedi&D 1,351,400, Ir. Romel
Ginting telah bekerja sama dengan staff dan DirBRsiPrima Mitratama Sejati.

Kecurigaan terhadap pembocoran rahasia perusghagndilakukan oleh
Ir. Romel Ginting bermula dari adanya kesamaan argyitara penawaran dari
PT. Prima Mitratama Sejati yaitu senilai USD 1,8®8d,- dengan nilai Owner
Estimate PO No0.4300007476 vyaitu senilai USD 1,381,4Melihat kondisi
tersebut, kemudian pihak PT. Total E. P. Indonesialakukan beberapa
pemeriksaan melalui Klarifikasi audit. Dari Klakiisi yang dilakukan tersebut
diperoleh keterangan bahwa Ir. Romel Ginting telaknyiapkan kalkulasi
Engineering Estimate dan kesepakatan harga denbaRriPna Mitratama Sejati
yang dilakukan sebelum menyerahkan Engineeringmasti ke Divisi Rantai

Suplai (SC). Hal ini didukung oleh keterangan HatgaSentosa (ex karyawan
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PT. Prima Mitratama Sejati) pada klarifikasi audinggal 23 Februari 2007 yang
menerangkan bahwa Ir. Romel Ginting telah menyiapgamua hal berkaitan
dengan PO Nomor: 4300007476. Haryanto Sentosamugagatakan bahwa Ir.
Romel Ginting selalu berhubungan dengan Yusuf BAdoto (Direktur Utama
PT. Prima Mitratama Sejati). Yusuf Budi Wijoto ba&xya memberikan jasa 10%
dari nilai proyek yang berhasil dimenangkan dan skisuuntuk PO Nomor:
4300007476, Yusuf Budi Wijoto berjanji untuk menib¥5% kepada Ir. Romel
Ginting.

Keterangan Haryanto Sentosa tersebut di atadasejangan keterangan
Ir. Romel Ginting dalam Klarifikasi audit tanggal7 OMaret 2007 yang
menerangkan bahwa Ir. Romel Ginting telah memberigersetujuan Material
Creation/Update Requisition (MCUR) yang dikeluarkamtuk menyusun dan
memesan material baru. Selain itu, Ir. Romel G@mtinga mengakui telah
membuat Engineering Estimate PO No0.4300007476 sebdSD 1,351,400
bersama dengan staf dan Direksi PT. Prima Mitrat&ejati.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PT. Total Hndnesia menuduh Ir.
Romel Ginting telah membocorkan rahasia dank-up harga dalam Engineering
Estimate untuk keuntungan pribadi. Tindakan Ir. Rbi@Ginting tersebut jelas
telah merugikan kepentingan PT. Total E. P. Indieneébemuan audit seperti
tersebut, PT. Total E. P. Indonesia kemudian meaiitaat pembelian barang-
barang berdasarkan PO No0.4300007476 yang telahndimgkan PT. Prima
Mitratama Sejati. Perbuatan-perbuatan Ir. RomeltiGntersebut di atas jelas
membuktikan bahwa Ir. Romel Ginting telah melang§&B Total E & P
Indonesie 2006-2008, yang antara lain menyatakaagse berikut:>®

1. Pekerja diwajibkan merahasiakan dengan cara apaam kepada
siapapun segala sesuatu yang menyangkut perusafeamn menurut
ketentuan Manajemen atau yang menurut penilaiasa@atga atau
menurut pertimbangan pikiran sehat dari Pekerjagyaersangkutan
dirahasiakan ;

2. Pekerja diminta menghindarkan diri dari sikap damasi yang mungkin
dapat mengakibatkan terjadinya pertentangan keygganti antara dirinya,
keluarga, dan sahabat/kenalannya dengan perusahaan

13 perjanjian Kerja Bersama PT. Total E. P. Indon26i26-2008. Pasal 81.
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3. Pekerja harus mempunyai integritas seperti tersdbwitas dan selalu
menggunakan akal sehatnya untuk tidak menyalahgunékterangan-
keterangan/rahasia atau wewenang perusahaan yapgrcaliakan
kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi &Euntungan
pribadi keluarganya atau sahabatnya/kenalannya;

4. Pekerja bertanggung jawab meneliti setiap transgissecara hati-hati
dan menjauhi segala transaksi yang akan menempdtkpantingan
pribadinya, bertentangan dengan kepentingan pemasahtau mungkin
mengakibatkan pengungkapan atau penyalahgunaam badtarangan
rahasia yang diketahuinya ;

5. Pekerja harus bijaksana dalam menilai apakah tkangarsebut dapat
menyebabkan terjadinya pertentangan kepentingamgagemperusahaan,
seandainya terjadi keragu-raguan di pihak Pekengka diharuskan ia
meminta petunjuk/nasehat dari atasannya sebelurbatieln dirinya; dan

6. Pekerja dengan alasan atau dalih apapun tidak keipankan
menerima/memperoleh sesuatu imbalan dari perusahaan
rekanan/pemborong atau dari siapapun yang ada baboga dengan
tugas dan tanggungjawabnya dalam perusahaan.

Perbuatan Ir. Romel Ginting tersebut di atas, jogglanggar Pasal 87
PKB PT. Total E. P. Indonesia yang menyatakan sslmagikut:

1. Memberikan keterangan yang tidak benar yang meangkepentingan
perusahaan ;

2. Menarik keuntungan pribadi, menggunakan milik pahasn, mengambil
barang perusahaan, tanpa ijin untuk diri sendeiy&rga, saudara, teman
atau golongan ;

3. Membocorkan rahasia perusahaan atau menceritakdralhgang dapat
merugikan nama baik perusahaan ;

4. Melakukan kegiatan sendiri-sendiri, maupun bersateagan atasan,
teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalampomauwi luar
lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungahagli golongan atau
pihak lain yang merugikan perusahaan ;

5. Pekerja tidak dibenarkan menerima pemberian hadialam bentuk
apapun secara langsung atau tidak langsung yargf dagmpengaruhi
tindak tanduk dalam melaksanakan jabatan dan atgs fpekerjaan; dan

6. Menyalahgunakan wewenang.

Pelanggaran terhadap PKB oleh Ir. Romel Gintingoagaimana
disebutkan di atas, merupakan kesalahan yang dipnggrat dan terhadapnya
dapat dikenakan sanksi PHK, tanpa pembayaran Peyagima Atas Pengabdian
(PAP) dan Santunan Atas Masa Kerja (SAMK). Akamagetr. Romel Ginting
berhak atas uang pisah yang besarnya 1 (satu) lopkam. Terkait dengan itu,
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maka PT. Total E. P. Indonesia telah mem-PHK ImRbGinting terhitung sejak
tanggal 19 April 2007. Namun sebelum PHK dilakukanhadap Ir. Romel
Ginting tepatnya pada 16 April 2007 Ir. Romel Qigtitelah mengajukan
permohonan pensiun difgarly retirement) namun ditolak oleh PT. Total E. P.
Indonesia.

Terkait dengan permasalahan antara Ir. Romel @grdengan PT. Total
E. P. Indonesia, Dinas Tenaga Kerja Pemerintah KB#dikpapan telah
melakukan mediasi dan mengeluarkan Surat Anjuran
N0.567/2591/Disnaker.4/2007 tertanggal 17 Deseni#f¥)7, akan tetapi PT.
Total E. P. Indonesia menolak anjuran tersebutinggh Dinas Tenaga Kerja
Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan Risalahydtesaian Perselisihan
Hubungan Industrial No.567/173/Disnaker.4/2008 areggal 25 Januari 2008
yang isinya menyatakan bahwa penyelesaian pernhasaliédak dapat dicapai
kesepakatan dan belum dapat diselesaikan. Olem&ate, PT. Total E. P.
Indonesia mengajukan gugatan PHK terhadap Ir. R&bneting ke Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negem&anda. Dalam gugatan
tersebut PT. Total E. P. Indonesia menuntut agauigan kerja antara Ir. Romel
Ginting dengan PT. Total E & P Indonesia diputuhitang sejak tanggal 19
April 2007. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 87 @yh.i) PKB. Berdasarkan
Pasal 87 ayat (3.b.i) PKB.

Ir. Romel Ginting dalam menanggapi tuntutan PTtal&. P. Indonesia
tersebut mengajukan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 15 September 1989 Ir. Romelir@inelah bekerja
pada PT. Total E. P. Indonesia dengan posisi/Jabieakhir adalah

sebagaHead Service (Bagian Pemeliharaan) dengan upah terakhir sebesar

Rp.31.884.490,- (tiga puluh satu juta delapan rdelapan puluh empat
ribu empat ratus sembilan puluh rupiah)/bulan;

2. Bahwa karena prestasi kerja yang baik dan mele¢arget, maka hampir
setiap tahunnya Ir. Romel Ginting selalu mendapatkanaikan gaji
berdasarkan prestasi dan juga bonus di sampingKeengaji berkala.
Namun di awal tahun 2007 tidak mendapatkan kenagjeginsama sekali

meskipun prestasi kerja dinilai bagus oleh PT. [MBtd&. Indonesia;
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3. Bahwa permasalahan ini bermula ketika ada SuratailEnak bernama
(kaleng) yang diterima oleh PT. Total E. P. Indamegang isinya
menyatakan bahwa Ir. Romel Ginting telah membogcorkahasia
perusahaan berupa Perkiraan Biaya Pelelangan dak thenanyakan
harga ke SAFT Perancis. Namun sampai gugatan diaftdrkan di PHI
pada Pengadilan Negeri Samarinda, tuduhan/sangkelsebut tidak
pernah terbukti. Tetapi walaupun demikian, PT. ThteP. Indonesia tetap
mem-PHK Ir. Romel Ginting tanpa pesangon kecuglsdtu) bulan gaji
sebagai upabh;

4. Bahwa tuduhan PT. Total E. P. Indonesia tersebutissekali tidak benar
dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, kaherRomel Ginting
sama sekali tidak ikut serta dalam proses peletdtegaler, karena tugas
dan kewenangan Ir. Romel Ginting hanya meliputita
a. Pernyataan/pemberitahuan dari SAFT Perancis (mel&onail)

mengenai beberapa barang/produk SAFT yang sudak digroduksi
lagi suku cadangnya yang saat ini terpasang dnggraperusahaan ;

b. Setelah mendapatkan persetujuan dari ManajemeRomel Ginting
meminta kepada MSCAMaintenance Supply Chain Administrator)
untuk mempersiapkan pembelian barang tersebut;

c. Kemudian MSCA menerbitkan formulir MCUR yang didalaya
dijelaskan tipe unit yang akan dibeli, spesifikgainperkiraan harga
dan jumlah unit yang diperlukan tanpa mencantunmkark tertentu;

d. Kemudian MCUR ditandatangani oleh MSCA, kemudiatelsé itu
ditandatangani oleh Kepala Bagian Method (FO/MNTHJTdan
selanjutnya oleh dan Kepala Departemen PemelingF@MMNT) ;

e. Akhirnya, proses pelelangan (termasuk penetapagaHhatang) untuk
pembelian dilakukan oleh Panitia Lelang melaluiaog) Terbuka.
Dengan kata lain, Ir. Romel Ginting tidak terlibdalam Panitia
Lelang;

f. Setelah ditemukan/didapat Pemenang Lelang, makatrakmun
ditandatangani;
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5. Bahwa PT. Total E. P. Indonesia telah melakukan RétKadap Ir. Romel
Ginting dengan alasan melakukan kesalahan beratragdanggar PKB
2006-2008, sekalipun PT. Total E. P. Indonesiaktiggernah dapat
membuktikannya,;

6. Bahwa tanggal 19 April Ir. Romel Ginting menerimar& Pembebasan
Tugas Sementara terhitung sejak tanggal 19 ApflF2@ingga selambat-
lambatnya tanggal 18 Oktober 2007 dengan alasamk yményelidikan
karena ada dugaan pelanggaran terhadap Pasalt§3.ay&KB;

7. Bahwa tuduhan PT. Total E. P. Indonesia harus kérlsesuai dengan
PKB Bab XXI Pasal 8 ayat a, b, | (alinea teraklian Undang-Undang
No0.13 Tahun 2003 Bab XII Pasal 158 ayat (1) dan (2)

8. Bahwa dalam rapat tanggal 21 Agustus 2007, PT.I'Eat#®. Indonesia
tetap menuduh Ir. Romel Ginting melanggar 4 (empasal dalam PKB
tanpa disertai oleh bukti;

9. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007, Ir. Romel Gignthenerima Surat
Perpanjangan Masa Bebas Tugas (Skorsing), namak ttantumkan
batasan waktunya. Pada surat tersebut juga disebuihwa upah Ir.
Romel Ginting dihentikan terhitung sejak tanggalQ&tober 2007. Hal
ini tentu saja sangat merugikan Ir. Romel Gintiragp gherbuatan tersebut
merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tel@s melanggar
Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat &R) ajat (3).
Terkait dengan itu, Ir. Romel Ginting dan Serikaké&ja Nasional Total E
& P Indonesie sudah mengirimkan Surat ke PT. Ttd. Indonesia tapi
tidak mendapat tanggapan;

10.Bahwa walaupun PT. Total E. P. Indonesia tidak tapambuktikan
tuduhannya, pada tanggal 27 September 2007 malalgajudan surat
Dinas Tenaga Kerja Balikpapan tentang PencatatakaRePerselisihan
Hubungan Industrial; dan

11.Bahwa setelah dilakukan beberapa kali mediasi ditétaDinas Tenaga
Kerja Balikpapan, pada tanggal 17 Desember 200WgkpDinas Tenaga
Kerja Balikpapan telah mengeluarkan  Anjuran  No0.36%4/
Disnaker/4/2007.
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Dinas Tenaga Kerja Balikpapan menganjurkan aghakpiPT. E & P

Indonesia dalam melakukan PHK terhadap Ir. Rommielitg, berkewajiban

membayar hak-haknya sebagai berikut :

a.

b.

Uang Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) (2 x 18)135% X
Rp.31.884.490,-) = 36 x Rp.55.707.857,5 = Rp.2 TRBA70, -

Gaji Bulan November dan Desember 2007 = Rp. 639888- Jumlah =
Rp.2.072.491.850,- (dua milyar tujuh puluh dua jerapat ratus sembilan
puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Ajuran dari Dinas Tenaga Kerja Balikpapan terseliiterima oleh Ir.

Romel Ginting dengan mambuat surat penerimaamigytd 19 Desember 2007,
namun PT. Total E. P. Indonesia dengan SuratnyadloiR/IRA/REL/08-0017

tanggal 8 Januari 2008 menyatakan menolak anjeraelut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ImdRdsinting meminta

PHI Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarindaysupamberikan putusan

sebagai berikut:

1.
2.

Mengabulkan gugatan Ir. Romel Ginting seluruhnya;

Menyatakan PT. Total E. P. Indonesia telah melakulerbuatan
sewenang-wenang dan melawan hukum dan merugikRomnel Ginting;
Menghukum dan memerintahkan PT. Total E. P. Indanestuk
membayar uang pesangon kepada Ir. Romel Gintingesseb
Rp.2.072.491.850,- (dua milyar tujuh puluh dua grapat ratus sembilan

puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

. Menghukum dan memerintahkan PT. Total E. P. Indanagar tetap

membayar gaji Ir. Romel Ginting sebesar Rp.31.8834(tiga puluh satu
juta delapan ratus delapan puluh empat ribu engias rsembilan puluh
rupiah)/bulan sejak November 2007 sampai perkamapuayai kekuatan
hukum tetap ;

Menghukum dan memerintahkan PT. Total E. P. Indanestuk
memberikan kenaikan gaji berkala tahun 2007 dai® X@pada Ir. Romel
Ginting;

Menghukum PT. Total E. P. Indonesia untuk membalgarugian
immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratipgamiupiah);
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7. Menghukum dan memerintahkan PT. Total E. P. Indanemtuk
memulihkan nama baik serta harkat dan martabRoimel Ginting; dan
8. Menghukum PT. Total E. P. Indonesia Konvensi untuémbayar biaya

perkara.

Berdasarkan gugatan dan bantahan serta permohasranir. Romel
Ginting dan PT. Total E. P. Indonesia, PHI padagaditan Negeri Samarinda
pada tanggal 12 Mei 2008 telah menjatuhkan putssbagai berikut®’

1. Memerintahkan kepada PT. Total E. P. Indonesiakunmambayar upah
beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima olehRivbmel Ginting
sebesar Rp.31.884.490,-/bulan (tiga puluh satudetapan ratus delapan
puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupsgjak November
2007 sampai perkara ini mempunyai kekuatan huktapite

2. Menyatakan Ir. Romel Ginting melakukan perbuatangyanelampaui
batas kewenangannya yang menimbulkan kecurigaan, hidangnya
kepercayaan, sehingga mengakibatkan ketidakharamohisbungan kerja
antara PT. Total E. P. Indonesia dengan Ir. Ronietirgg);

3. Menyatakan hubungan kerja antara PT. Total E. @rlasia dengan Ir.
Romel Ginting putus karena PHK, terhitung sejalupan ini diucapkan;

4. Memerintahkan kepada PT. Total E. P. Indonesiakum@ambayar hak-
hak Ir. Romel Ginting berupa uang pesangon, uangimegaan masa
kerja dan uang penggantian hak yang selurunnyaseBp.916.679.080,-
(sembilan ratus enam belas juta enam ratus tujubthpsembilan ribu
delapan puluh rupiah); dan

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Melihat putusan PHI pada Pengadilan Negeri Samaritersebut, Ir.
Romel Ginting melalui kuasa hukumnya mengajukanagiake Mahkamah
Agung. Terhadap permohonan kasasi tersebut, Malik&gang pada tanggal 11
Februari 2009 telah menjatuhkan putusannya yaientak” permohonan kasasi
Ir. Romel Ginting dan membebankan biaya perkarattemegard®

Tidak puas dengan putusan kasasi Mahkamah Agusgbigt, Ir. Romel

Ginting melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Dése 2009 kemudian

137 putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pémgadlegeri Samarinda
N0.07/G/2008/PHI.Smda. PT. Total E. P. Indonesiglaman Ir. Romel Ginting.

138 pytusan Kasasi Mahkamah Agung No.839 K/PDT.SUS/Z0D Total E. P. Indonesia
melawan Ir. Romel Ginting.
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mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke MahkaAgung. Terhadap
permohonan Peninjauan Kembali terebut, Mahkamah nédgwkemudian
menjatuhkan putusannya pada tanggal 24 Agustus 2@bgan memutuskan
“menolak” permohonan Peninjauan Kembali Ir. Romelint@g dan

membebankan biaya perkara kepada Negara.

b. Analisa Keabsashan PHK Berdasarkan Hukum Perburuhan dan

Perjanjian

Dalam kasus antara Romel Ginting melawan PT. TitalP. Indonesia,
terlihat bahwa dasar hukum PT. Total E. P. Inde@nésilam mem-PHK Romel
Ginting adalah Pasal 81 PKB 2006-2008 yang meng#&tutang larangan
membocorkan rahasia perusahaan dan larangan menenipalan dari rekanan.
Sekalipun tuduhan tersebut belum terbukti secakarhu

Apabila kasus ini dikaitkan dengan kasus PT. Huastindonesia dengan
Sabar Edward Yansen Siregar, maka dapat dikatakiawabPKB PT. Total E. P.
Indonesia yang menjadi dasar PHK bagi Romel Ginéidglah juga batal demi
hukum. Hal ini dikarenakan PKB tersebut bertentandengan Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danguggssan MK No. 012/PUU-
I/2003 khususnya tentang prosedur pelaksanaan Pldilakarkan alasan
kesalahan berat. Oleh karena itu, PKB tersebuatddikatakan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berkikingga PKB tersebut tidak
memenuhi sebab yang halal sebagaimana ditentukam de320 KUHPerdata.
Perjanjian (PKB) yang demikian secara hukum adbe&thl demi hukum. Terkait
dengan itu, maka putusan Putusan Kasasi MahkamabngAgNo. 338
K/PDT.SUS/2009 adalah tidak berlaku secara hukuemgan demikian, secasa
contrario, Romel Ginting masih pekerja pada PT. Total EInBonesia. Namun
amat disayangkan bahwa dalil ini tidak pernah diapgan oleh Romel Ginting
maupun kuasa hukumnya di persidangan maupun daaaban-jawaban yang
diajukan ke pengadilan.

Sejalan dengan itu, Pengajar hukum perburuhan hiige Trisakti,

Yogo Pamungkas menuturkan bahwa Undang-Undang [o.Tdhun 2003
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Tentang Ketenagakerjaan sudah menentukan bahwsudu PKB tak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangatinya@ jika UU
Ketenagakerjaan saja sudah “menghapuskan” kesalbbeat sebagai alasan
PHK, maka seyogianya peraturan otonom tak boletgatemya-*°

Menurutnya, dalam hukum perburuhan dikenal asasdadkaehukum
heteronom (UU) dan otonom (PKB, PP). Kalau kaedabnam lebih
menguntungkan daripada heteronom, maka yang dipakedah otonom.
Misalnya, “kalau ketentuan pesangon PKB lebih metngukan buruh, maka
ketentuan yang berlaku tentang itu adalah PKB bukadang-Undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjadh”

Hal penting lainnya yang relevan untuk dikaji terkdengan kasus ini
adalah mengenai penerapan Putusan Mahkamah Kenstidmor: 012/PUU-
1/2003 Tentang Permohonan Pengujian Undang-UndamglR Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan serta Surat Edaran Menakertbernomor SE-
13/MEN/SJ-HK/I/2005 khususnya poin 3 huruf (a) yang mnyebutkan bahwa
pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasamjgibkiruh melakukan
kesalahan berat (eks Pasal 158 ayat (1)), maka ¢t dilakukan setelah ada
putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatéom tetag** Hal ini
juga dikemukakan oleh kuasa hukum Romel Gintinguydanses E Sihaloho. Dia
mengemukakan bahwa PHI dan MA seharusnya menuegegbih dulu putusan
pidana yang menyatakan Rommel bersalah telah merkat rahasia
perusahaafi’?

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapafpdikan bahwa PHK
yang dilakukan oleh Total E. P. Indonesia tersetaut juga Putusan Mahkamah
Agung No0.096.PK/Pdt.Sus/2010 adalah tidak sah adwakum. Oleh karena itu,
kedua putusan tersebut tidak dapat mengikat paekpi

139 «pHK Karena Kesalahan Berat Masih Jadi Perdebatan”
http://www.hukumonline.comDiakses, 4 Maret 2012.

140 pig,

141 “Berkembangnya Alasan-Alasan PHK dalam Praktik”,

http://www.hukumonline.com/berita/bac@iakses, 4 Maret 2012.

142 «perdebatan PHK Karena Kesalahan Berat’, httpdtbase.co.id/detailberita-
10490408.htmlDiakses, 4 Maret 2012.
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4.2.3. Analisis Perkara Ritut Wahyuni Ir. Romel Ginting v. PT. Kawasan
Industri Kampar Putusan No.105.K/Pdt.Sus/2007

a. Deskripsi Kasus

Pokok masalah dalam perselisihan perkara ini ad&bBlK yang
dilakukan oleh PT Kawasan Industri Kampar terhafapt Wahyuni. Alasan
PHK yang dilakukan oleh PT Kawasan Industri Kampatut Wahyuni
diduga telah melakukan kesalahan yakni menyewakarak mess tanpa izin,
menerima uang sewa tanpa hak dan tidak seketikget@kan uang sewa ke
kasir perusahaan serta menyuruh orang lain yarak tatla hubungannya
dengan perusahaan untuk menagih uang perusahaan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Ritut Wahyuni tersabuilai telah
melakukan penggelapan dan melanggar ketentuaanian Kerja Bersama
(PKB) Pasal 67 ayat (4) bagian d dan g, Pasal 8 @yaPerjanjian Kerja
Perseorangan antara perusahaan dan pekerja. Sefradpit lanjut atas
dugaan pelaggaran tersebut PT. Kawasan Industripammengeluarkan
Surat Keputusan (SK) Manajemen Kawasan Industri g@antanggal 30
Agustus 2006 Nomor 014/SK-HRD/PHK/KIK/2006 tentafemutusan
Hubungan Kerja terhadap Ritut Wahyuni.

Merasa dirugikan dengan adanya SK PHK tersebutt Ritahyuni
mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan InduBtelkanbaru, dengan
permohonan agar PHK yang dilakukan oleh PT Kawdsedostri Kampar
dinyatakan batal demi hukum karena bertentangamaserketentuan yang
berlaku, dan selanjutnya PT Kawasan Industri Kanggar memperkerjakan
kembali yang bersangkutan.

Dalam gugatannya Ritut Wahyuni mengajukan dalilldattara lain
sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat dikeluarkan Surat Keputusan MaeajeKawasan
Industri  Kampar Nomor : 014/SK-HRD/PHK/KIK/2006 Teng
Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, Pgeiggedang dalam
keadaan menyusui dan kondisi lemah karena barurssghirkan.
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2. Perbuatan Tergugat (PT. Kawaasan Industri Kampagsjdan tegas
bertentangan dengan Pasal 153 ayat (1) Point caridppdndang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang menyabutk@engusaha
dilarang melakukan pemutusan hubungan Kkerja dengdasan
pekerja/buruh atau perempuan menyusui bayinya.

3. Bahwa sampai saat ini Penggugat (Ritut Wahyuni)urbelpernah
mendapatkan peringatan lisan maupun tertulis be8pa, SP2 dan SP3
sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undamgagndomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga dapat di{anp perbuatan PT.
Kawasan Industri Kampar telah bertentangan dengesalptersebut dan
tidak ada alasan yang cukup dan sah menurut hukuok umelakukan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

4. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah nyata-rygtantangan dengan
hukum yang berlaku dan juga melakukan Pemutusamitism Kerja tidak
berdasarkan pada prosedur hukum yang berlaku, kdedna itu PHK
tersebut tidak mempunyai alasan yang sah secananfjukaka menurut
Pasal 170 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Peamutdubungan
Kerja tersebut batal demi hukum.

5. Oleh karena PHK tersebut adalah batal demi hukuakanundang-undang
menyatakan Tergugat wajib memperkejakan kembaligfemat dan
menerima hak-hak yang seharusnya diterima oleh degyag dan sampai
bulan November 2006, yaitu berupa gaji, tunjangan faya keagamaan,
dan denda keterlambatan pembayaran upah selurubegamlah Rp.
27.578.536,- (dua puluh tujuh juta empat ratushypuluh delapan ribu

empat ratus tiga puluh enam rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Ritut Wahyumnhaien agar
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan iNegekanbaru
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memerintahkan PT. Kawasan Industri Kampar untuk tegyar Gaji dan
Tunjangan Hari Raya yang belum diterima oleh Pegggsejumlah Rp.
27.478.436,-
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2. Memerintahkan PT. Kawasan Industri Kampar Tergugattuk
mempekerjakan kembali Penggugat dan memulihkanruelhak-hak
yang selama ini belum diperoleh Penggugat.

3. Menyatakan batal demi hukum Pemutusan Hubungan aKggng
dilakukan oleh PT. Kawasan Industri Kampar Penggugarena
bertentangan dengan hukum Ketenagakerjaan yarakberl

Atas atas gugatan tersebut PT. Kawasan Indusinp&a mengajukan
eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pa#takmya atas dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Di dalam perundingan bipatrit Tergugat dalam Relemsv (Ritut
Wahyuni) mengakui kesalahan tetapi tetap memintpergikan,
sedangkan Penggugat dalam Rekonvensi (PT. Kawasdostfi
Kampar) tidak mempercayainya lagi sehingga dilakulemutusan
Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 31 Agusti@62 Oleh karena
itu anjuran mediator tidak diterima (ditolak) olétenggugat dalam
Rekonvensi.

2. Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan kesalahgkni
menyewakan kamar mess tanpa izin, menerima uang tseya hak dan
tidak seketika menyetorkan ke Kasir Perusahaan kddga menyuruh
orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Hexasauntuk
menagih uang Perusahaan. Perbuatan tersebut telahggar ketentuan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 67 ayat (4¢)dmad dan g, Pasal
8 ayat (3) Perjanjian Kerja perseorangan No. 25/8R/11/1994
tanggal 23 Pebruari 1994, Standart Operating Puoeg@OP) No. 4010
angka Romawi Il ayat (1), (3) dan (4) yang berlakjak 1 Mei 2004,
dan Standard Operating Procedure (SOP) No.1006&aARpmawi |l
ayat (4) dan (5) yang berlaku sejak 1 Mei 2004.

3. Bahwa oleh karena untuk penetapan Pemutusan HubuKgga itu
berada ditangan Pengadilan Hubungan Industrial,am@éngan ini
Penggugat dalam Rekonvensi memohon agar Pengakidoungan
Industrial berkenan kiranya memberikan izin sekaignenyatakan

PHK antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Targdgam
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Rekonvesi tanggal 31 Agustus 2006 adalah syahatgatsyarat sesuai

dengan hukum ketenagakerjaan.

Selanjutnya terhadap gugatan Ritut Wahyuni dan pskseerta
rekonvensi (gugatan balik) PT. Kawasan Industri Kam tersebut,
Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru mengampbilisan, yaitu
putusannya No0.47/G/2006/PHI.PBR. tanggal 1 Maréi72gang amarnya

menyatakan sebagai berikdt

1. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakkesalahan
berat.

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat daldtonRensi dan
Tergugat dalam Rekonvensi berakhir sejak tangddbdet 2007, tanpa
pesangon dan ganti rugi.

3. Memerintahkan Penggugat dalam Rekonvensi untuk ragankan upah
Tergugat dalam Rekonvensi dari September 2006 samagan
Pebruari 2007 ditambah tunjangan Hari Raya yangurgehya
berjumlah Rp. 21.982.728,- (dua puluh satu jutatskxm ratus delapan
puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah

Terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial
N0.47/G/2006/PHI.PBR Ritut Wahyuni dan PT. Kawagsaustri Kampar
tidak puas dan mengajukan kasasi kepada MahkamaimgAgDalam
putusannya Mahkamah Agung menyatakan permohonaasikaRitut
Wahyuni tidak dapat diterima dan permohonan KadgaBi Kawasan

Industri Kampar ditolak.

b. Analisa Keabsahan PHK Berdasarkan Hukum Perburuhan dan
Hukum Perjanjian.
Dari deskripsi kasus perselisihan PHK di atashatlbahwa PHK
yang dilakukan oleh PT. Kawasan Industri Kampaekaradanya dugaan
penggelapan yang dilakukan oleh Ritut Wahyuni. ®adn Ritut

Wahyuni yang menyewakan menyewakan kamar mess tanpa

143 putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada RédagaNegeri Pekan Baru No.
N0.47/G/2006/PHI.PBR. tanggal 1 Maret 2007 Rituthai melawan PT. Kawasan Industri
Kampar.
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menerima uang sewa tanpa hak dan tidak seketikgetwkan ke Kasir
Perusahaan dinilai adalah perbuatan pidana dah teklanggar PKB
Pasal 67 ayat (4) bagian d dan g.

Alasan PHK yang digunakan dalam kasus ini sama aterya
kasus yang telah diuraikan di sebelumya, yakni gekdiduga telah
melakukan kesalahan berat sebagaimana telah diakam PKB. Namun
proses PHK yang dilakukan oleh PT. Kawasan Indi&mpar terhadap
Ritut Wahyuni adalah berbeda, di mana dugaan taph&dsalahan berat
yang dilakukan oleh pekerja (Ritut Wahyuni) telaibutttikan secara
hukum dengan putusan pengadilan pidana. Hal iniatdaihat dari
memori kasasi yang diajukan oleh PT. Kawasan Imdistmpar ketika
mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Kabumdustrial
Pekanbaru terkait dengan pembebanan atas pembaypedn kepada
pekerja selama porses PHK belum diputuskan olelgdiglan Hubungan
Industrial. Dalam memori kasasinya PT. Kawasan sbduKampar
mengajukan bukti (bukti P-5) yaitu Keputusan Pid&emgadilan Negeri
Pelalawan No. 14/PD.B/2006/ PN.PLW) yang amar p@uinga
berbunyi’**

a. Menyatakan Terdakwa Ritut Wahyuni als. Yuni terbgkicara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasanfgatu
karena ada hubungan kerja” ;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ritut Wahyalsi
Yuni oleh karena itu dengan pidana selama 3 (bgégn ;

c. Menetapkan bahwa pidana tersebut di atas tidak akan
dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada pahntain
dengan suatu putusan hakim ditentukan lain, ateardahwa
terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan sefama
(enam) bulan telah melakukan suatu perbuatan yapatd
dihukum ;

d. Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepadakaK.;

e. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebepar R
1.000,- (seribu rupiah)

144 putusan Mahkamah Agung No. No.105K/PDT.SUS/2@6@dal 27 Februari 2008
hal. 12
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Adanya putusan pengadilan pidana dari PengadilagemePelelawan
tersebut memperkuat alasan PHK sekaligus membuktiedowa pekerja telah
secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanapiglmggelapan. Dengan
kata lain Surat Keputusan PHK tanggal 30 Agustué628lomor : 014/SK-
HRD/PHK/KIK/2006 yang dikeluarkan oleh PT. Kawadadustri Kampar dan
dikuatkan dengan putusan PHI dan MA dengan didasgoida penilaian pekerja
telah melakukan kesalahan berat (penggelapan) delanggar ketentuan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 67 ayat (4idmd dan g adalah sah
secara hukum. Hal ini karena proses PHK yang diak tersebut telah melalui
proses pembuktian secara hukum pidana, dalam hdldek melanggar asas
praduga tak bersalah dan telah sesuai dengan maRatusan Mahkamah
Konstitusi No0.12/PUU-1/2003 dan SE-13/MEN/SJ-HK/20€ntang Putusan
Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materiil Undang-tlhiang No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undangraldgpublik Indonesia
khususnya khususnya poin 3 huruf (a). Oleh karéma putusan Mahkamah
Agung tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum

Perselisihan antara Ritut Wahyuni dengan PT. Klkapabila dikaji dari
aspek hukum perjanjian dalam kaitannya dengan kéabsPutusan Mahkamah
Agung No. 105.K/Pdt.Sus/2007 yang menguatkan potBs#l Pekanbaru tentang
PHK yang dilakukan oleh PT. KIK terhadap Ritut Wahy dapat dikatakan
bahwa putusan tersebut adalah sah dan mengikataséc&um. Dikatakan
demikian karena sekalipun perbuatan Ritut Wahywansetbut secara hukum
melanggar PKB khususnya Pasal 67 ayat (4) baglad& (g) dan Pasal 8 ayat
(3) Perjanjian Kerja Perseorangan antara Perusateragan Ritut Wahyuni dan
terhadapnya dapat dilakukan PHK secara sepihakagiga pesangon, akan tetapi
PHI Pekanbaru dan juga Mahkamah Agung dalam mekdareputusannya tidak
mutlak mengacu kepada PKB dan atau Perjanjian Keejgeorangan tersebut.
Akan tetapi mereka mengacu kepada aturan hukum Rarigku terkait dengan
alasan dan prosedur PHK. Keputusan dan tindakaeltet adalah sah secara
hukum. Dengan kata lain, pengabaian terhadap PKBatlau Perjanjian Kerja
Perseorangan tersebut adalah dibolehkan karenad@kBatau Perjanjian Kerja

Universitas Indonesia
Keabsahan keputusan..., Muh. Muzakki Ismail, FH Ul, 2012.



111

Perseorangan tersebut adalah melanggar “sebab lalad’ sebagai syarat
obyektif dari sahnya suatu perjanjian.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnyealmratu perjanjian
yang melanggar “sebab yang halal” dan atau “h&méu”, menjadikan perjanjian
tersebut batal demi hukum. Atas dasar inilah saypdndapat bahwa keputusan
dan atau kebijakan PHI Pekanbaru dan juga Mahkakgahg yang mengabaikan
PKB dan atau Perjanjian Kerja Perseorangan tersshht secara hukum.
Dikatakan demikian, karena PKB dan atau Perjariarja Perseorangan tersebut
khususnya tentang prosedur PHK adalah tidak berlekiena bertentangan
dengan putusan Mahkamah Konstitusi No: 012/PUUa320Tentang
Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 13 Tahun3 20@ntang
Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menakertrans rmem&E-13/MEN/SJ-
HK/1/2005 khususnya poin 3 huruf (a).
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang keabsahan PHK berdasarkan kesalahan
berat yang diatur dalam PKB sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya,
maka ada beberapa kesimpulan yang diperoleh yaitu :

Pertama, ditinjau dari hukum perjanjian dan perburuhan PKB merupakan
ketentuan yang bersifat otonom bagi pekerja dan pemberi kerja dalam
menyelesaikan PHK. PKB memuat tentang peraturan kerja dan hak serta
kewajiban pemberi dan penerima kerja. Sebagai ketentuan yang sifatnya otonom,
PKB tidak boleh bertentangan dengan aturan heteronom, seperti Undang-Undang
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Implikasi hukum apabila PKB
bertentangan dengan kaedah heteronom, maka yang berlaku adalah kaedah
heteronom. Dengan demikian, kedudukan PKB berada di bawah undang-undang.
Kemudian karena PKB adalah perjanjian, maka terhadapnya berlaku syarat-syarat
sahnya perjanjian sebagaiamana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga
syarat-syarat khusus lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang perburuhan.

Kedua, berdasarkan Surat Edaran Menakertrans No.SE-13/MEN/SJ-
HK/1/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitus Atas Hak Uji Materil Undang-
Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945, kesalahan berat hanya dapat dijadikan sebagai
dasar hukum untuk melakukan PHK, apabila terhadapnya telah ada putusan
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Terhadap PHK yang dilakukan
perusahaan dan atau Pengadilan atas dasar kesalahan berat sebagaimana diatur
dalam PKB, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
tentang kesalahan berat tersebut, maka PHK tersebut adalah tidak sah secara

hukum.

Ketiga, kesalahan berat yang diatur di dalam PKB di luar kesalahan berat
sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
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K etenagakerjaan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk PHK sebelum
terhadapnya ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang
memutuskan bahwa pekerja yang bersangkutan benar melakukan kesalahan berat.

B. Saran

Berdasarkan ketiga kesimpulan tersebut di atas, maka saran yang relevan
yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

Sebaiknya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 direvisi kembali. Dalam
revisi tersebut idealnya harus secara eksplisit dikategorisasi jenis-jenis kesalahan
berat. Hal ini penting mengingat ragam kesalahan berat dalam praktek sangat
variatif dan tidak hanya dalam kontek pidana, akan tetapi dapat juga bersifat
administratif dan pelanggaran terhadap disiplin kerja Terhadap kesalahan berat
yang bersifat administratif dan pelanggaran terhadap disiplin kerja, tentu tidak
tepat kalau pelanggaran sgienis ini diklasifikasikan sebagai kesalahan berat yang
konotasinya lebih kepada tindak pidana. Implikasi lainnya adalah bahwa
pelanggaran administratif dan disiplin kerja sudah barang tentu terhadapnya tidak
dapat dimintakan putusan pidana, melainkan penetapan. Dengan demikian, revisi
undang-undang ketenagakerjaan amat penting yang salah satunya adalah untuk
mengkategorisasi kesal ahan berat.

Kemudian, dalam revisi tersebut harus secara eksplisit disebutkan bahwa
kesadlahan berat hanya dapat dijadikan sebagal dasar PHK setelah terhadap
kesalahan berat tersebut telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap. Hal ini ditujukan untuk menghindari perbedaan persepsi dalam praktek baik
di pengadilan maupun di kalangan pengusaha atau pemberi kerja. Sebelum revis
terhadap undang-undang berkaitan dengan hal ini dapat terwujud, sebaiknya Surat
Edaran Menakertrans No.SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah
Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang
K etenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 segera
ditingkatkan kedudukannya menjadi peraturan menteri agar lebih mempunyai
daya kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak terkait.
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Selanjutnya, dalam revisi tersebut juga idealnya disebutkan secara jelas
bahwa kedudukan hukum PKB adalah di bawah Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu
PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebui.

Universitas Indonesia
Keabsahan keputusan..., Muh. Muzakki Ismail, FH Ul, 2012.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Asikin, H. Zainal, et alDasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2008

Damanik, Sehatiukum Acara Perburuhan, Jakarta: DSS Publishing, 2006

Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 1995

Farianto & DarmantoHimpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukum, Jakarta : PT
Raja Grafindo Persada, 2010

F. Katuuk, NetjeHubungan Industrial Pancasila, Jakarta: Gunadarma-Chandra
Pratama, 1996

Jehani, LibertusHak-Hak Pekerja Bila di PHK, Edisi Ke-1. Jakarta:Visi Media,
2006

K. Permana, Nina Insaniéjerancang PHK Yang Menguntungkan Semua Pihak,
Jakarta: PPM, 2006

Kertonegoro, Sentanp&erakan Serikat Pekerja (Trade Unionism), Sudi Kasus
di Indonesia dan Negara-Negara Industri, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja
Indonesia, 2000

Mahmud Marzuki, Peter dkkiukum Kontrak di Indonesia, Jakarta: Elips, 1998

Mamudji, Sri dkk,Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005

Muhammad, Abdulkadirdukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Maimun, “Hukum Ketengakerjaan Suatu Pengantar”, Jakarta : Pradnya Paramita,

Mulyadzi,0 ggrtini dan Widjaja, Gunawarerikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003

Syahmin,Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006

Simajuntak, Ricardoleknik Perancangan Kontrak, Jakarta: Kontan, 2006

Soedarjadi,Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Panduan bagi Pegusaha,
Pekerja, dan Calon Pekerja, Cetakan I, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2008

i Universitas Indonesia
Keabsahan keputusan..., Muh. Muzakki Ismail, FH Ul, 2012.



Subandiani Gultom, SriAspek Hukum Hubungan Industrial, Jakarta: HECCA
PUBLISHING, 2005

Sidabutar, Edi Sutrisnd?edoman Penyelesaian PHK, Jakarta : Praninta Offset,
2007
Soepomo, ImanRengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan, 1985

-------------------- , Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta:
Djambatan, 1987

Subekti,Hukum Perjanjian, Jakarta: PT. Intermesa, 2001
--------- , Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

Uwiyono, Aloysius, Hak Mogok di Indonesia, Jakarta: Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

Widodo, Hartono dan Judiantordsegi Hukum Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan, Jakarta: Rajawali Pers, 1989

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

--------- ,Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KU HiReg)

-------- ,Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 TentanteKagakerjaan

-------- ,Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentangyeklsaian Perselisihan
Hubungan Industrial (PPHI)

-------- ,Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 Tentang#tesan Hubungan Kerja
di Perusahaan Swasta

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransimigragpuREk Indonesia No:
PER.16/Men/XI/2011 Tentang Tata Cara Pembuatan Blangesahan
Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pemi&f&fjanjian Kerja
Bersama.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transimigkasnor: SE-13/MEN/SJ-
HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atk Uji Materil
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagelelerhadap
Undang—Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Universitas Indonesia
Keabsahan keputusan..., Muh. Muzakki Ismail, FH Ul, 2012.



D. Artike

Aruan, 2004, “Kebijakan Pembinaan Hubungan IndaiStri
http://www.nakertrans.go.jd

A. Aswin Madjid, 2002, Undang-Undang No. 21 Tahuw0@ Tentang Serikat
Pekerja/Buruh dan Kepmenakertrans No. Kep. 16/M#1/2

Dyah Lestari Pitaloka, 2007, Menyongsong Lahirnyendgadilan Hubungan
Industrial,_http://www.pemantauperadilan.com

Marsen Sinaga, 2007, PHK dan Perlindungan Negaas Bk Kerja, Tinjauan
Kritis Atas Undang-Undang Tentang Penyelesaiandfisitsan Hubungan
Industrial (PPHI). http://www.pemantauperadilan.com

Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Membatalkan PHKlamba UU
Ketenagakerjaan. http://www.groups.google.co.id

Sutanto, 2003, Manajemen Hubungan Industrial dohedia.
Rusdi Mukhtar, 2006, Peran Pemerintah Dalam Pesge Perselisihan
Hubungan Industrial. Jakarta.

--------- 2003, Pelaksanaa@utsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) dan Permasalahannya.

Universitas Indonesia
Keabsahan keputusan..., Muh. Muzakki Ismail, FH Ul, 2012.



	Halaman judul
	Abstrak
	Daftar isi
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Kesimpulan dan Saran
	Untitled

